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BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR (8  TAHUN 2023

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa rangka memastikan terciptanya perbaikan tata
kelola pemerintahan yang baik sebagai prasyarat utama
pembangunan nasional maka diperlukan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi;

b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 tahun
2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten
Bayumas tahun 2019-2023;

c. bahwa wuntuk melaksanakan  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 sehingga Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 70 tahun 2019 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kabupaten Bayumas tahun 2019-



Mengingat

2023 perlu dilakukan peninjauan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun 2023-2024;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomar 10);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan, Pembinaan Reformasi
Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020
~ 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 233);

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3J;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 5-69/2019);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Banyumas Tahun  2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 4 Seri E);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah



Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 21);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021
Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 53);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2023-
2024
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
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Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat

tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-

langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar
kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi
arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun
waktu 2010- 2025.

7. Road Map Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2024 yang selanjutnya
disebut dengan Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci
dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat
bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian
kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

8. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai

tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana kerja bagi
Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi
Tahun 2023- 2024.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan wuntuk memberikan arah pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar
tercipta birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB 111
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 4
(1) Arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari Reformasi
Birokrasi general dan tematik.



(2) Reformasi Birokrasi general dilaksanakan untuk mendukung percepatan
pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
(3) Reformasi Birokrasi tematik dilaksanakan untuk memperbaiki

manajemen internal seluruh instansi pemerintah.

Pasal 5
Sasaran strategis Reformasi Birokrasi general sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan
kolaboratif; dan
b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Pasal 6

Tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 avat (3) adalah sebagai berikut :
a. Pengentasan kemiskinan;
b. Peningkatan investasi;
c. Digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting; dan
d. Percepatan prioritas aktual presiden, yaitu peningkatan penggunaan

Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Pasal 7
Reformasi Birokrasi general dan tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dilaksanakan selama kurun waktu 2 (dua) tahun.

BAB IV
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 8

(1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Daerah periode tahun 2023-2024.

(3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan
reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah.
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(2)
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Pasal 9
Road Map Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun 2023-2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai
berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB 11 : GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BABIII : AGENDA REFORMASI BIROKRAS] DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BABIV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB V :  PENUTUP

Penjabaran penyvusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah
Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah
menetapkan rencana dan target Reformasi Birokrasi setiap tahun, yang
ditetapkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah
Kabupaten Banyumas.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten
Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten
Banyumas Tahun 2019- 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bayumas Tahun
2019 Nomor 71}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 2 ( SEP 2023

BUPATI BANYUMAS,
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi
dalam rangka mermastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil
evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementarian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
di Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah 73,08 dengan
kategori BB. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun 2022 ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Banyumas
menduduki peringkat pertama di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun capaian indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten
Banyumas tahun 2022 menduduki peringkat pertama di tingkat Provinsi Jawa
Tengah, namun ternyata belum mampu berkontribusi dalam menurunkan
angka kemiskinan secara optimal. Pada tahun 2022 capaian angka
kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebesar 12,84%
dari target sebesar 11,76% sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas di
tunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai pilot project tahap 2 (dua) Reformasi Birokrasi Tematik
Pengentasan Kemiskinan.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif,
Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola
Reformasi Birokrasi dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map
Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi
dari satu tahap ke tahapan selanjutnya selama kurun waktu tertentu dengan
sasaran per tahun yang jelas.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten



Banyumas tahun  2023-2024 mengacu pada  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam rangka mengawal Road Map Reformasi Birokrasi Pada
Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023-2024 agar sesuai dengan yang
direncanakan, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Monitoring
pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam
tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan lingkup pemerintah daerah.
Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang
dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai
dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.
Berdasarkan proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat
langsung dibenahi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan,
sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi
secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring vang dilakukan
pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus
menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
tahun-tahun berikutnya.



BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah
dinamika kompleksitas yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang
semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB
yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya
Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah
instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja
Presiden dan Pembangunan Nasional.

Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu
mewujudkan birokrasi vang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang
mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat
(making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile
bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya
perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar
permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya
ungkit yang konkret.

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 yang tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi
diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin
berkualitas tata kelola pemerintahan (governance), semakin baik pula hasil
pembangunan (development outcomes). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil
pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti
pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil
nvata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun
pelaksanaan RB telah memasuki periode Road Map terakhir Grand Design
RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukan masih belum optimal.
Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya
berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakal.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, aspek utama yang
ditajamkan dari Road Map RB 2020-2024, meliputi :

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road
Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis



nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya
saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang
perlu dijawab dengan akselerasi RB.

2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi
Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB
untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan
instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci
yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB,

3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah
melalul perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas
antara lain kemiskinan dan investasi.

4. Kolaborasi pelaksanaan RB yvang cenderung silo (fragmented) khususnya
antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran
RB, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan
signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan
penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang
sejenis.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam
Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road
Map RB 2020-2024 diilustrasikan dalam gambar 1.1 berikut:
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Gambar 1.1 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB
RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang
pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta

diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-



citakan pada tahun 2026. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi
konstruksi penajaman Road Map RB.
1. Isu Strategis di Tingkat Hulu
Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di
dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu
strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah
lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yvang
berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :
a. Birokrasi vang Belum Kolaboratif
Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi
hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran
aktor dan sektor yvang menjadi kunci keberhasilan RB.
Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan
dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh
karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut
diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran
(goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.
b. Transformasi Digital yang Belum Optimal
Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja
birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi
SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum
mampu mencapail tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan,
masih rendahnya komitmen pimpinan di daerah menjadikan SPBE
sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang
dibangun daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan
dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.
¢. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yvang belum
tuntas
Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang
terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan
dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.
Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara
mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan
menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang



sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang
sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada
hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan Kketerampilan
dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk
mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk
pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan
telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi
Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya
melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi
yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan
perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui
Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan
secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja
yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak
tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk
mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat
dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat
dimanfaatkan di luar unit organisasi.

. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi
kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi
banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan
penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun
pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya
perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

. Budaya Birokrasi : BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan
baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang
terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan,



Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,
serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Budaya kerja
tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam
berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat
dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah
disosialisasikan kepada seluruh ASN, namun belum diinternalisasi
dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum
merata pada ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam
internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.
2, Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di

masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu

strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila

isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang

berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

a. Hasil pelaksanaan program-rogram pengentasan kemiskinan belum
sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan
Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan
juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi
keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya.
Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis
vang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum
sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang
cenderung sudah baik.

b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi
Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan,
energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan
investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor
untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian
dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang
berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan
berusaha dan berinvestasi.

c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan
publik
Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA
(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh



sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive,
dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat
juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya
digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung
pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah
dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak
terkendali akan menyebabkan dampak negatil seperti naiknya harga-
harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku
bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan
peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka
kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu
memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak
banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya
kenaikan harga.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dari penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi adalah untuk
mengarahkan dan mengendalikan proses perubahan melalui langkah-
langkah konkrit percepatan untuk memperbaiki kualitas birokrasi
pemerintahan dalam rangka menjawab isu strategis dalam tata kelola

pemerintahan vang menghambat pencapaian kebijakan prioritas

nasional.
2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi adalah :

a.
b.

Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB;
Menetapkan Rencana Aksi RB yang lebih komprehensif dan sesuai
dengan kebutuhan;

Menetapkan Rencana Aksi RB yang mampu menciptakan integrasi

dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.



BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan
tahapan pembangunan yang meliputi periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 1 (2005-2009), periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 1l (2010-2014), periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional [II (2015-2019) dan periode Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional TV (2020-2024). Dengan adanva
sasaran pembangunan tersebut, maka dalam rangka mempercepat
tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan
bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan
Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 menargetkan bahwa  Indonesia memiliki
pemerintahan wyang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut,
pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu bidang utama
dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJMN 2004-2009 dan
2010-2014, pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi prioritas nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
menjadi prioritas nasional, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas
menetapkan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu indikator tujuan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Pemerintah
Kabupaten Banyumas telah melaksanakan program reformasi birokrasi
dengan baik, hal ini tampak pada indeks reformasi birokrasi Pemerintah
Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 dimana indeks reformasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah 73,08 dengan kategori BB.



B. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI
Implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten

Banyumas secara umum telah dilaksanakan cukup baik, hal ini

dibuktikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kabupaten Banyumas yang dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan

RB. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB Kabupaten Banyumas sampai

akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level
Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan
penyesuaian sistem kerja telah dilakukan agar proses kerja birokrasi
menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan
keputusan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah  mengalihkan
Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sebanyak 237 Jabatan
Administrasi.

2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE vang Terintegrasi
Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan
yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik vang
berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi kepada pengguna layanan. Hal ini tercermin pada nilai
SPBE Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 memperoleh
nilai 2,6 dengan kategori Baik.

3. Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik vang memadukan
dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan
sistemn pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam
rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP telah berhasil
mencegah terjadinya pemborosan APBD. Dengan dilaksanakannya
SAKIP, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu melaksanakan
reviu terhadap program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi misi
Bupati. Dari hasil reviu ini diperoleh program/kegiatan yang benar-
benar memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi.
Schingga terhadap program/kegiatan yvang belum memberikan
kontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi akan direfocusing.
Selain itu dengan adanya implementasi SAKIP maka terdapal

keselarasan dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan



sampai dengan pelaporan kinerja. Implementasi SAKIP pada Pemerintah
Kabupaten Banyumas selalu mendapat apresiasi yang baik dari
Kementerian PAN dan RB selaku evaluator. Hal ini terlihat dan hasil
evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB yang selalu mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Perolehan hasil evaluasi
SAKIP tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar 78,46
dengan predikat BB. Perolehan nilai SAKIP ini merupakan nilai tertinggi
di Provinsi Jawa Tegah.

. Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas

Unit kerja vyang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah
unit kerja yvang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen
kuat wuntuk membangun unit kerja percontochan dalam hal
pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Pemerintah
Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk membangun 2zona
integritas di beberapa unit kerja. Sampai tahun 2022, ada 3 (tiga)
Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBK yaitu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, RSUD
Ajibarang dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik
(MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat
dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan,
kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. MPP
Kabupaten Banyumas resmi beroperasi pada 18 Januari 2019 dan
merupakan MPP pertama di Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan
tahun 2023 MPP Kabupaten Banyumas terdapat 1.538 layanan.
Perangkat Daerah yang memberikan layanan di MPP sebanyak 12 (dua
belas), instansi vertikal sebanyak 12 (dua belas), BUMD sebanyak 2
(dua), BUMN sebanyak 4 (empat), Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah sebanyak 2 (dua).

. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penguatan Inovasi
Pelayanan Publik

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan



agar pengguna layanan merasa puas bahkan bahagia atas pelayanan
yang diterima, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan
kebijakan adanya 1 (satu) Perangkat Daerah 1 (satu) inovasi. Hal ini
dilaksanakan agar setiap terdapat permasalahan dalam pelayanan
publik yang dihadapi, maka Perangkat Daerah dapat segera melakukan
inovasi dalam rangka mengatasi permasalahan yvang timbul tersebut.
Semua inovasi yanga ada pada Pemerintah Kabupaten Banyumas tersaji
dalam aplikasi SIAPPMAS (Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik
Banyumas). Sampai dengan tahun 2023 jumlah inovasi yang ada
sejumlah 276 inovasi. Dari jumlah tersebut lerdapat beberapa inovasi
yvang mendapatkan penghargaan baik di tingkat Kabupaten Provinsi
maupun Nasional. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
a) Inovasi yang memperoleh penghargaan tingkat Nasional :
1) Top 45 : Pattas Sosial Mitra Kurir Langit (tahun 2019), PSC
119 (tahun 2021), Sumpah Beruang (tahun 2022).
2) Top 99 : Desa Demit, Saskia Gotak, PSC 119 (tahun 2019),
Gendis (tahun 2020), Banyumas Calakan Teacher Training
Center (2022).
b) Inovasi yang memperolch penghargaan tingkat Provinsi : 2 inovasi
yaitu Salinmas dan SIAPPMAS (tahun 2021).
¢) Inovasi yang memperoleh penghargaan tingkat Kabupaten :
1) Tahun 2020 : Gasing, Rinjing Pustaka, Sate Bebek, Si Mas
Lawang, Posko Prajamas, Pusaka Santun Lansia, Simantap
SLTP, Mama Gercab, Gua CLBK, Mime Six, Shodagoh Sampah,
Gemas Pesulan, Gerdu Nakita, Gendis, Tata Kelola Penilaian
Menggunakan Mas-Cerdic Untuk Meningkatkan Prestasi
Sekolah, Perdukesima, Kampel, Manajemen Penilaian Sekolah
Menggunakan Mas-War Untuk Meningkatkan Presatasi Peserta
Didik di SMPN 2 Purwokerto, Ambyar Ia Mas.
2) Tahun 2021 : Bunda Rumah Tangga Siaga Bencana, Denmas
Slamet, Jedul, Kerak telor, Lakaemas, Lipstik Cantik, Marsilati,
Mas Sultan.
3) Tahun 2022 : Kerak telor, Laso Mas War, Komunitas Asem
Pecel, Wis Ora Kencot, Satria Trengginas, Lakon Gaman
Kembar, Siap Ceria Dengan Anjungan Mandiri, KMS Bawor, Si
Doi Mas, Ambyar la Mas,



Selain hal tersebut diatas, progres capaian RB juga dapat dilihat
melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan
Pemerintah Daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada
Grafik 2.1. disajikan nilai Indeks RB selama 5 (lima) tahun terakhir.
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Berdasarkan grafik diatas, nilai Indeks Reformasi Pemerintah
Kabupaten Banyumas selama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan. Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 Pemerintah Kabupaten
memperoleh predikat BB dan merupakan nilai tertinggi di Provinsi Jawa
Tengah. Dari grafik di atas terlihat bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menuju ke arah yang lebih
baik yang dibuktikan dengan kondisi eksisting. Namun demikian masih
perlu dilakukan peningkatan kualitas tata kelola birokrasi serta
menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Berbagai wupaya telah dilakukan dalam mengimplementasikan
berbagai program Reformasi Birokrasi yvang tergambar melalui hasil
pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi yvang dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah. Meskipun hasil evaluasi RB selalu mengalami peningkatan,
namun masih terdapat rekomendasi untuk perbaikan implementasi RB.
Pada evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022, ada beberapa rekomendasi



yvang harus di tindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu :

) 12

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi agen
perubahan terutama di perangkat daerah supaya dapat diketahui
perubahan yang berhasil diciptakan.
Mendorong pemerintah kabupaten banyumas untuk melakukan
pemetaan atas dampak dari kebijakan yang ditetapkan/Regulatory
Impact Analysis (RIA) agar dapat menjamin efektiflitas dari kebijakan-
kebijakan yang telah disusun.
Melakukan penyesuaian SOP sesuai dengan peta proses bisnis baru
serta melakukan evaluasi untuk memastikan proses kerja dapat
berjalan secara optimal.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pada
masterplan smart city kabupaten banyumas sehingga pengembangan
berbagai sistem (hardware dan software) dapat lebih efektif, efisien dan
terintegrasi sehingga mampu mewujudkan kabupaten banyumas
sebagai smart governance.
Menerapkan sistemn merit secara keseluruhan, salah satunya dengan
melakukan assesment kepada seluruh pegawai untuk kemudian dapat
mengoptimalkan talent pool yang telah di buat dan dimanfaatkanya
sebagai dasar penentuan pola karir dan pengembangan pegawai
berbasis kompetensi.
Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas di unit kerja
sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan dan sistem integrasi.
Mengoptimalkan peran APIP sebagai quality assurance and consulting
kaitanya dengan keuangan dan kinerja.
Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIAPMas dalam memonev
efektifitas berbagai aplikasi yang ada, selain itu hasil dari monev
tersebut harus dipastikan tindaklanjutnya.

Seluruh rekomendasi diatas harus di tindaklanjuti oleh Pemerintah

Kabupaten Banyumas dengan harapan dengan ditindalnjutinya
rekomendasi tersebut maka dapat berdampak pada tata kelola
pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas dan

meningkatnya layanan masyarakat secara prima.



BAB II1
AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN RB

Permasalahan utama implementasi RB selama beberapa tahun
terakhir adalah RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada
perbaikan berbagai capaian indikator utama daerah, daya saing
pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang
dianggap berkontribusi pada kondisi tersebul adalah karena tujuan
maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan
berbagai indikator terkait. Meskipun pada Road Map RB Nasional tahun
2022-2026 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola
pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun
program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang
konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal
tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman Road Map RB Nasional
tahun 2022-2026 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan
indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan,
serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan
permasalahan khas birokrasi Indonesia.. Penajaman Road Map Reformasi
Birokrasi yang fokus untuk mempertajam tujuan, sasaran, dan indikator
agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional sebagai
berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Logis Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Nasional
Setelah Penajaman

TUSLAN
— BROFRAS YAMNG BERSH, EFEXTIF QAN BERDAYA BAING MEHDORONDG  ——
FEMBAMNGLINAN FEMBANGLINAN NABONAL DAN PELAYANAN PLUBLIK

Sumber : Kementerian PANRB, 2023



Berdasarkan Kerangka logis tersebut diatas, maka terdapat

Perubahan Tujuan dan Sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten
Banyumas Tahun 2023-2024, sebagai berikut :

18

Tujuan RB

Tujuan vang terdapat pada Road Map RB Kabupaten Banyumas tahun

2019- 2023 sebelum penajaman adalah “Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map

RB Kabupaten Banyumas tahun 2023-2024 setelah penajaman adalah

“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong

pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RBE harus

diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang
beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan
kontribusi RB pada Pembangunan Daerah yang akan mendukung

Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik,

penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan

daya saing Kabupaten Banyumas dibanding dengan kabupaten
lainnya, sehingga dapat menambah daya saing Indonesia dibanding
dengan negara lainnya.

Sasaran RB

Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map RB tahun 2018-2023

sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu

meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya efektivitas dan
efisiensi manajemen pemerintahan, dan meningkatnya efisiensi
kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Pada Road Map RB tahun 2023-2024 setelah penajaman, sasaran

strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard

element adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan
berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan,
tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam
pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait
dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis

RB Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yvang efektif,
lincah, kolaboratif, dan akuntabel sebagai aspek hard element.
Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan
(governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan



sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi
masyarakat dan pembangunan daerah, dengan kemampuan
untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon
perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility,
Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan
menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai
instrumen utama dalam proses internal tatakelola pemerintah
yvang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang
profesional sebagai aspek soft element.
Sasaran ini berkaitan dengan budaya  Dbirokrasi yang
mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis,
kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas
menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan
mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah, serta diisi dengan ASN vyang memiliki komitmen,
kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yvang
tinggi.

3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada Road Map RB tahun 2022-2026 sebelum penajaman, kegiatan

yvang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek

pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan

area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi

Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tala laksana, Penataan

SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB tahun

2023-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan

dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada

pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan

adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya

birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah

dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan

keberlanjutannya.

4. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB
Ekspektasi masyarakat dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah



menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat,
dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan
tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-
masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi,
namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di
masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan
Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map RB tahun 2023-2024
setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus
yvang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu
yvang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir
yvang disebut dengan RB Tematik.
Gambar 3.2. Double Track Fokus Pelaksanaan RB

m PROBLEM HILIR

ARAH KEBIJAKAN
PELAKSANAAN
REFORMASI| BIROKRASI

PROBLEM HULU

Sumber : Kementerian PAN RB,2023

B. PERENCANAAN RB GENERAL

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke
dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat
Masional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat
pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara
Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB
pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup
pelaksanaan kebijakan RB oleh instansi vang ditetapkan sebagai leading
institution. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan
kebijakan-kebijakan  inovatif, menerjemahkan  kebijakan  makro,
mengkoordinasikan  pelaksanaan  kebijakan  tersebut, melakukan



monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan
laporan hasil evaluasi tersebut TRBN. Adapun tingkatan Instansional, atau
disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi
kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat
makro dan meso di masing-masing pemerintah daerah serta program
inovasi Reformasi Birokrasi yvang diperlukan masing-masing pemerintah
daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari
pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas
Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari
Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus
sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi
Birokrasi yvang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso
yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada
dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi
untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola
internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan
pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja vang
berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan
dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dapat diilustrasikan dalam
gambar berikut :

Gambar 3.3. Kerangka Logis Indikator Kinerja Setelah Penajaman
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Sumber: Kementerian PANRB, 2023
Reformasi Birokrasi General fokus pada perbaikan sistem dan tata

kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



General terfokus mempercepat tercapainya sasaran strategis Road Map

Reformasi Birokrasi Reformasi

Birokrasi

setelah penajaman secara

keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut di level mikro, terdapat
beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi General,

dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan

evaluasi internal.

1. Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

Kegiatan utama Reformasi General Pemerintah Kabupaten Banyumas
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.1 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah

Kabupaten Banyumas

Kegiatan Utama

Indikator

Lincah, Kolahoratif, dan Akuntabel

Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang

ASN

Penyederhanaan Birokrasi | Tingkat implementasi kebijakan
(Penyederhanaan Struktur | penyederhanaan
Organisasi)/transformasi  organisasi | birokrasi/transformasi organisasi
berbasis kinerja dan agile berbasis kinerja dan agile
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru | Tingkat implementasi kebijakan
dengan model fleksibel bagi Pegawai | sistem kerja baru dengan model

fleksibilitas dengan baik

Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah vyang
terintegrasi

Nilai SAKIP

Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital

MPP Digital

Pembangunan Zona Integritas di unit

kerja

Jumlah Perangkat Daerah yang
Memperoleh Predikat WBK/ WBBM

pada tahun berjalan

Penguatan sistem
pengendalian intern pemerintah

(SPIP)

implementasi

Maturitas SPIP

Penguatan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat

Tingkat tindak
masyarakat

lanjut pengaduan




Kegiatan Utama

Indikator

Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel

Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang

| Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

Survei Penilaian Integritas (SPI)

Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan
Publik

Indeks Kualitas Kebijakan Publik

Pelaksanaan Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan

Reformasi Hukum

Pelaksanaan Arsip Digital

Kualitas Pengelolaan Arsip

Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

Persentase Ketersediaan Data Sektoral
berbasis Metadata

Penguatan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah

Kualitas Pengelolaan
Barang dan Jasa

Pengadaan

Penguatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset

Opini Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Sasaran Strategis 2

Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang

Profesional

Penataan Jabatan Fungsional Sistem Merit
Penguatan Manajemen Talenta ASN Sistem Merit
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Sistem Merit
Penguatan Sistem Merit Sistem Merit
Pelaksanaan Core Values ASN Indeks BerAKHLAK

Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
Publik

Nilai SKM

Kepatuhan Standar

Pelayanan

Terhadap

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023
2.

Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

Penetapan Target ini perlu memperhatikan target minimal Road Map

Reformasi Birokrasi Nasional. Berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020~
2024, Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah



Kabupaten Banyumas sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 3.2. Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Tahun
2023-2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

K;giam Utama

Indikator
Kegiatan Utama

Satuan

Baseli Target
ne
2022 | 2023 | 2024

Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan

Digital vang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel

Penyederhanaan Tingkat % 100% | 100% | 100%
Birokrasi implementasi
(Penyederhanaan kebijakan
Struktur penyederhanaa
Organisasi)/transfor | n
masi organisasi | birokrasi/transf
berbasis kinerja dan | ormasi
agile organisasi
berbasis kinerja
dan agile
Pelaksanaan Sistem | Tingkat Yo 0 50% | 100%
Kerja Baru dengan | implementasi
model fleksibel bagi | kebijakan
Pegawai ASN sistemn kerja
baru dengan
model
Neksibilitas
dengan baik
Pelaksanaan Indeks Sistem | Indeks | 2,60 3.3 3,5
Arsitektur SPBE | Pemerintahan
Nasional Berbasis
Elektronik
(SPBE)
Pelaksanaan Sistem | Nilai SAKIP | Nilai | 78,46 | 79 79,5
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah yang

terintegrasi




Kegiatan Utama Indikator Satuan | Baseli Target
Kegiatan Utama ne
2022 | 2023 | 2024
Pelaksanaan MPP Digital Yo 0 100% | 100%
Pelayanan Publik
Digital
Pembangunan Zona | Jumlah Peragk 3 4 4
Integritas di unit | Perangkat at
kerja Daerah yang | Daerah
Memperoleh
Predikat WBK/
WBBM pada
tahun berjalan
Penguatan Maturitas SPIP Nilai 3,029 | 3,050 | 3,075
implementasi sistem
pengendalian intern
pemerintah
(SPIP)
Penguatan Tingkat tindak % 100% | 100% | 100%
Pengelolaan lanjut
Pengaduan pengaduan
Masyarakat masyarakat
Penguatan Upaya | Survei Indeks | 80,33 | 80,40 | 80,45
Pencegahan Korupsi | Penilaian
Integritas (SPI)
Pelaksanaan Tata | Indeks Kualitas | Indeks 0 70 70,5
Kelola Kebijakan | Kebijakan
Publik Publik
Pelaksanaan Reformasi Nilai 68,85 70 70,5
Pembentukan Hukum
Peraturan
Perundangan-
undangan
Pelaksanaan  Arsip | Nilai Nilai | 64,35 | 62 63

Digital

Penagwasan




Kegiatan Utama Indikator Satuan | Baseli Target
Kegiatan Utama ne
2022 | 2023 | 2024
Arsip Eksternal
Pelaksanaan  Data | Persentase Yo 100% | 100% | 100% |
Statistik Sektoral Ketersediaan |
Data  Sektoral
berbasis
Metadata
Penguatan Kualitas Indeks | 50,40 55 60
Pengadaan Barang | Pengelolaan
dan Jasa | Pengadaan
Pemerintah Barang dan
Jasa
Penguatan Opini Laporan | Opini | WIP | WTP | WTP
Pengelolaan Keuangan
Keuangan dan Aset | Pemerintah
Daerah
Tindak Lanjut % a7 96,1 96,5
Rekomendasi
BPK
Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN
yang Profesional
Penataan Jabatan | Sistem Merit Indeks | 189,5 250 252
Fungsional 0
Penguatan Sistem Merit Indeks | 189.,5 250 252
Manajemen Talenta 0
ASN
Pengelolaan Kinerja | Sistem Merit Indeks | 189,5 | 250 252
Pegawai ASN 0
Penguatan Sistem | Sistemn Merit Indeks llﬁﬁ._ﬁ'_“_fgﬂ 252
Merit 0
Pelaksanaan Core | Indeks Indeks | 64,0 65 66
Values ASN BerAKHLAK
Pelaksanaan Indeks Persepsi | Indeks | 96,50 | 96,75 a7




Kegiatan Utama Indikator Satuan | Baseli Target
Kegiatan Utama ne

2022 | 2023 | 2024

Pelayanan Publik | Kualitas
Prima Pelayanan
Publik

Nilai SKM Nilai | 86,15 | 86,50 | 86,75

Kepatuhan Nilai | 95,01 | 95,50 | 96
Terhadap

Standar

Pelayanan

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023



3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General
Rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi instansi. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaiman dalam

tabel berikut :
Tabel 3.3 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas
Kegiatan Utama Indikator Target Cutput Utama Rencann Alsi Output Target Penyelesaion Peranghkat Daerah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Penyederhanaan Tingkat 100% | Tersedianya kebijakan Evaluasi kebijakan | Doku | Hesil Evaluasi 1 Rp60.000.000 | Bagian Seluruh
Birokrasi implementasi penyederhanaan birokrasi | Pembentukan, men | kebijakan Organisasi | Perangkat
{Penyederhanaan kebijakan (Penyederhanasn Struktur | Kedudukan, Pembentukan, — Setda Daerah
Strulktur penyederhanaan Organisasi)/transfo rmasi Susunan Organisasi, Kedudukan,
Organisasi}/transfor | birokrasi/transf organisasi berbasis kinerja | Tupas dan Fungsi Susunan
masi organisas ormasi dan agile pada pemerinteh | Serta Tate Kerja Organisasl, Tugas
berbasis kinerfa dan | organisasi daerah dan Fungsl Serta
agile berbasis kinerja Tata Kerja
dan agile Terlaksananya monitoring | Pembentukan Tim Doku | SK Tim dan 1 Rp. 130.000,000 | Bagian Seluruh
dan evaluasi implementasi | dan instrumen men instrumen Organisasi | Perangkat
kebijakan penyederhanaan | monitoring dan monitoring dan ™ IV Setda Daerah
birokrasi pada peme rintah | evaluasi evaluasi
dasrah implementasi implementasi
kebijakan kebijakan
penyederhanaan ponyederhanaan




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksans
n Anggeran (Rp)
Pelaksanaan Doku Hasil monitoring 1 Rp. 130.000.000 | Bagian Seluruh
monitoring dan men dan evaluasi W IV Organisasi | Peranghkat
evaluasi implementasi Setda Daerah
implementasi kebijakan
kebijakan penyederhanaan
penyvederhanaan birckrasi
birokrasi
Pelaksanaan Sistem | Tingkat 50% Tersedianya kebijakan Penyusunan Drafi Doku | Jumlah Draft 1 Rp. O Bagia Bagia
Herja Baru dengan implementasi sistern kerja berbasis Perbup Mekanisme men Perbup Mekanisme Organisasi | Organisasi
model fleksibel bagi | kebijakan fungsional dan kinerja Sistemn Kerja Sistem Kerja W IV Setda Setcla
Pegawai ASN sistem kerja (transformasi sguad model)
baru dengan pada Instamsi Pemerintah
model Tersedianya kebijakan Rakor terkait Doku | Lapeoran hasil rakor 1 Rp. 130.000.000 | Bagia Bagia
fleksibilitas terkait Hari dan Jam Kerja | kebijakan Haridan | men | kebijakan terkait Organisasi | Organisasi
dengan baik Instansi Pemerintah Jam Kerja Instansi Harl dan Jam Kerja | TW IV Setda Setda
Pemerintah Instansi
Femerintah
Tersedianya kebijakan Evaluasi Perbup Pola | Doku | Laporan hasil 1 Rp. 477.393.553 | BKFSDM BEPSDM
model jabatan fungsional Karier men evaluasi Perbup
baru (fob family based on Pola Karier ™ IV
competence dematn)
Tersedianya kebijakan Rapat koordinas Kegiat | Jumlah kegintan 1 Rp. 130.000.000 | Bagia Bayis
terkait sistem kerja baru terkait dengan &n Rapat koordinasi T Organisasi | Organisasi
dengan model {leksibel bagi | sistem kerja baru terkait dengan Setda, Setda,




Kegiatan Utama Indikator Target Orutput Utama Rencana Alesi Cratput Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Eegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
pegawai ASN dengan model | sistem kerja baru BKPSDM | BKPSDM
fleksibel bagi dengan miodel
pegawai ASN fleksibel bagi
(flexitime) pegawal ASN
Pexit
Pelaksanaan Indeks Sistem 3,3 Tersedianya kebijakan Penyusunan 8K Daku Jumlah 5K Bupat 1 Rp. O Bagian Bagian
Arsitektur SPBE Pemerintahan Arsitektur SPBE Nasional Bupati tentang men tentang Arsitektur Organisasi | Organisasi
Nasional Berbasis Arsitelctur SPBE SPBE ™ I Setda, Setda,
Elektronik Dinkominfo | Dinkominfo
[SPBE) Penyusunan Doku | Pedoman tentang 1 Rp. 0 Bappedalith | Bappedalith
pedoman tentang men MmAn&jemen ang, Baglan | ang, Bagian
manajemen pengetahuan SPBE =4 Organisasi | Crganisasi
pengetahuan SPBE
Penyusunan Porbup | Doku Perbup tentang 1 Rp. 0 Dinkominfo | Dinkominfo
tentang pedoman men pedoman , Bagian , Bagian
manajemen manajemen TW IV Organisasi | Crganisasi
keamanan informasi keamanan Setda Setda
SPBE informasi SPBE
Penyusunan Perbup | Doku | Perbup tentang 1 Rp. 25.000.000 | Dinkominfo | Dinkominfo
tentang standar men standar teknia dan
teknis dan prosedur prosedur audit TIK | TWIV
audit TIK




Kegiatan Utama Indikator Target Cutput Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumiah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Terlaksananya inisiatif Penguatan kapasitas | Kegiat | Jumlah kegiatan 5 | Rp. 38.350.000 | Bagian Seluruh
Strategis Arsitektur SPBE | tim koordinasi SPBE, | an Penguatan Organisesi, | Perangkat
Nasional yang ditargetkan | sebagai kapasitas tim TWi: Dinkominfo | Daerah
dalam kebijakan Arsitcktur | penyelenggara SPBE koordinasi SPBE, 2
SPBE Nasional sebagai TW I
penyelenggara oS
SPBE
Implementasi Duaku Laporan Haasil 1 Rp. 180.000.000 | Dinkominfo | Seluruh
program Smart City men Implementasi TW IV Peranghkat
program Smart City Daerah
Pelaksanaan Sistem | Nilai SAKIP 79 Tersedianya kebijakan Pengembangan Kegiat | Jumlah kegiatan 1 Rp. 500.000,- Bagian Bagian
Aluntabilitas Kinerja integrasi sistem aplikasi s-BAKIP an Pengembangan VG Organisasi | Organisas)
Instansi Pemerintah perencanaan, aplikasi e-SAKIP Setda, Setda,
vang terintegrasi pengangearan, kinerja dan Dinkominfo | Dinkominfo
pelaporan {collaborative
working) berbasis teknologl
informasi
Tersedianya kebijakan Penyusunan Surat Dukea Jumlah Surat 1 Rp. 0O Bagian Seluruh
penguatan akuntabilitas Edaran Sekretaris men Edaran Sekretaris — Organisasl | Perangkat
kinerja pemerintah (SAKIP| | Daerah tentang Daerah tentang Setda Dasrah
SAKIF, PK, IKU SAKIP, PK, [KU
Kebijakan Pemberian | Dol Jumlah pedoman 1 Rp. 0 Bagian Seluruh
penghargaan kepada | men Pemberian T Organisasi | Peranghkat
Perangkat Daerah penghargaan Setda Daerah




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama 2023 Satua Indikator 2023 Jumiah Koordinator | Pelaksans
n Anggaran (Rp)
dengan implementasi | kepada Perangkat B
BAKIP terbalk Daerah dengan
implementasi
SAKIP terbaik
Terlaksananya monitoring | Monitoring dan Keglat | Jumlah kegiatan a Rp. 110.000.000 | Bagian Seluruh
dan evalussi implementasi | evaluasi capaian an Monitoring dan Organisasi | Perangkat
kebijakan sistem kinerja Pemkab dan evaluasi capaian Setda, Daerah
PEFENCANAAN, Perangkat Daerah kinerja Pemkab ™ 1 Bagian
penganggaran dan melalui aplikasi e- melalui-aplikasi e- a Administra
informasi kinerja yang BAKIP, e-Monev, dan SAKIF, e-Monev, T™W Il &i
terintegrasi, berbasis Jegos dan Jegos 3 Pembangun
teknalogi informasi, vang TW I an Setda,
mendorong peningkatan 3 Bappedalith
akuntahilitas kinerja ™ IV ang
pemerintah +3
Pelaksanasn Indeks Sistem 3.3 Tersedianya Kebijakan Rakor Impelementasi | Kegiat | Jumish Rakor 2 Rp. 184.840.000 | DPMPTSP Seluruh
Pelayanan Publik Pemerintahan Pelayanan Publik Digital Pelayanan Publik an lmpelementasi Peranghat
Digital Berbasis Digital Pelayanan Publik [~ Daersh
Elektronik Digital
SRR ldentifikasi Dok Laporan hasil 1 Rp. O DPMPTEP Seluruh
Pelayanan Perijinan | men Identifikasi e Perangkat
Digital Pelayanan Perijinan Dacrah
Digital




Kegiatan Utama indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikataor 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Pembangunan Zona | Tmgkat e Terlaksananya Melakulean Perang | Jumlah Perangkat + Rp Inspektorat | Seluruh
Integritas di unit Keberhasilan Perang | pembangunan zona Pendampingan kat Daerah yang 21.000.000 Daerah Perangkat
kerja Pembangunan kat integritas kawasan dan Pembangunan Zona | Daera | dilakukan TWII: Daerah
Zona Integritas | Daera | sektor strategis Integritas Menuju h Pendampingan 2
h WEBK/WBEBM Pembangunan Zona | TW I
Integritas Menuju :2
WBK, WBEM
Terlaksananya monitoring Melakukan Perang | Jumlah Pérangkat 3 Rp Inspektorat | Seluruh
dan evaluasi kebijakan monitoring dan leat Dacrah yang v:3 | 6835000 Daerah Peranghat
pembangunan zona evaluesi pelaksanaan | Daera | dilakukan monev Daerah
integrites kawasan dan Pembanpunan Zena | h pelalsanasn
seltor strategis Integritas Menuju Pembangunan Zona
WBK/WBEM Integritas Menuju
WBE/WBBM
Penguatan Maturiias SFIP | 3,050 | Terlaksananya penguatan Melakukan Perang | Jumlah Peranglat 29 | Rp3s.785.000 Bagian Seluruh
implementasi sistem SFIP pendampingan leat Diaerah yang Administre | Peranghkat
pengendalian intern penyusunan dan Daera | dilakukan Ty si Daerah
pemerintah (SPIP) evaluasi h pendampingan Pembangun
implementasi SPIP penyusunan dan an Setds,
tritntagrasi evaluasi Inspektorat
implementasi SPIP Daecrah,
{rtintegrasi Bappedalith
ang




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah |
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Terlaksananya monitoring Melakulean Perang | Jumlah Peranglat 29 Ep9.650.000 | Bagian Seluruh
dan evaluasi kebijakan monitoring dan kat Daerah yang Administra | Peranghat
3PP evaluasi Daera | dilakukan TW Tl sl Daerah
implementas h monitoring dan Pembangun
kebijakan SPIP evaluasi an Setda;
implementasi Inspektorat
kebijakan SPIP Daerah,
Bappedalith
Aoy
Penguatan Tingkat tindak 100% Terlaksananya kolaborasi Melakukan evaluasi Kegiat | Jumlah kegiatan 16 Rp. 13.200.000 | Dinkominfo | Seluruh
Pengelolaan lanjut peningkatan kualitas atas penanganan an evaluasl atas Perangkat
Pengaduan pengaduan tindak lanjut pengaduan keluhan fmasukan Pemanganan TWI: Diagrah
Masyarakat masyarakat masyarakat berbasis TI masyarakat keluhan fmasukan 5
masyarakat TW I
3
TWIII :
2
™W IV
‘6
Rapat koordinasi Kegiat | Jumlah Rapat 1 Rp. 0 Dinkominfo | Seluruh
terkait penanganan | an kootrdinasi terkait Peranghat
pengaduan penanganan e Daerah
masyarakat pengaduan
masyarakat




Kegiatan Utama Indikator Target Crutput Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Terlaksananya monitering | Pembentukan Tim Doku | Jumlah 5K Tim dan 1 Rp. 0 Inspektorar | Seluruh
dan evaluasi pengaduan dan instrumen men instrumen Daerah Perangiat
(LAPOR]) monitoring dan monitoring dan ™ IV Daerah
evaluasi pengaduan evaluasi pengaduan
(LAPOR) (LAPOR)
Pelaksanaan Doku | Laporan hasil 1 Rp. 0 Inspektorat | Seluruh
monitoring den men Pelaksansan WV Daerah Peranglat
evaluasi pengaduan monitoring dan Daerah
(LAPOR) evaluasi pengaduan
(LAPOR)
Penguatan Upayva SPI BO4 Terlaksananya Survei Sosialisasi SPI dan Kegiat | Jumiah kegiatan 1 Rp Inspektorat | Seluruh
Pencegahan Korupsi Penilaian Integritas evaluasi hasil SPI an Sosialisasi SPIdan | Tw 11 | 9.312.000 Daerah Perangkat
tahun sebelumnya evaluasi hasil SPI 1 Daersh
tahun sebelumnya
Penyusunan data Doku | Jumlah dokumen 1 Rp. 0 Inspektorat | Seluruh
objek survei men data objek survel Daerah Perangkat
penilaian integritan penflaion intagrivas | T B Daérati
tahun berjalan tahun berjalan
Monitoring Doku Hasil Monitaring 1 Rp Inspektorat | Seluruh
pelaksanaan SP pelaksanaan SPI TW Iv | 6.000.000 Daerah Perangkat
tahun berjalan tahun berjalan Daerah
Pelaksanaan Tata Indeks Kualitas 70 Terlaksananya tata kelala Penyusunan SE Doku | SE Pedoman l Rp. 0 Bagian Seluruh
Kelola Kebijakan Kebijakan kebijakan vang bailk Pedoman men Penyusunan Hukum Perangkat
Puhblik Publik (evidence based policy) Penyasunan Produk Produk Hukum Setda Deerah




Kegiatan Utama Indikator Target Cutput Utams Rencana Alsi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatlan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp|
Hukum Daerah Daerah ™ IV
Rapat Koordinast kegiata | Jumlah rapat 1 Rp. 750.000
penyusunan tata n Koordinasi
kelola kebijakan penyusunan tata
publik kelola kebijakan ™ IV
publik
FOD penyusunan kegiata | FGD) penyusunan 1 Rp. 750.000
kebijakan publik n kebijakan publik
dasrah daerah
(TWIV |
Pelaksanaan Reformasi TO Terlaksananya Pegusulan dokurmn | Daftar usulan 1 Rp.O Bagian Seluruh
Pembentukan Hukum Pembentukan Peraturan propemperda en raperda untuk Hukum Perangkat
Peraturan Perundang-undangan yvang | (Program menjadi Setda Daerah
Perundangan baik Pembentukan propemperda ™W IV
undangan Peraturan Daerah) kepada Bupati
Rapat sosialisasi kegita | Jumlah Rapat I Rp.0
propemperdsa n sosialisasi
propemperda TW IV
Pengusulan dokum | Daftar usulan 1 Rp.0
keputusanBupat en raperbup untuk
tentang menjadi W IV
Propemperbup propemperbup
dalam keputusan
Bupati




Kegiatan Utama indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Dacrah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumiah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp]
Harmanisasi dan Doku | Laporan Hasil 1 Rp.0
sinkronisasi men Harmonisasi dan
peraturan daerah / sinkronisasi
Perbup yang akan peraturan ™IV
disusun atau daerah / Perbup
diajukan yang akan disusun
pembahasan atau diajulan
pembahasan
Fasilitasi Doku | Hasil produk 16 Rp.
penyusunan produk | men hukum daerah TW I | 290.000.000,-
hukum daerah yang di fasilitasi : 10
W IV
16
Terlaksananya monitoring | Rapat monitoring Keglat | Jumlah Rapat 1 Rp. 750.000 Bagian Seluruh
dan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi an monitoring dan W IV Hulum Perangkat
tata lkelola kebijakan dan pelaksanaan tata evaluasi Setda Daerah
pembentukan peraturan kelola kebijakan dan pelaksanaan tata
perundang-undengan pembeniukan kelola kebijakan
peraturan dan pembentukan
perundang- peraturan
undangan perundang-
| undangan
Pelaksanaan Arsip | Nilai 62 | Tersedianya Kebijakan Pembentukan Tim | Doku | SK Tim Pembinaan | 2 | Rp. 2.385.000 | Dinarpusda | Seluruh
Digital | Pengawasan Arsip Digital Pembingan dan men dan Pengawasan Perangkat




Kegintan Utama Indikator Target Cutput Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaion Perangkat Dasrah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
i Anggaran (Rp)
Arsip PengawasanKcarsipa Kearsipan ™1 = Daerah |
n
Pendampingan pilot | PD PD percontohan 8 Rp. 11.782.650 | Dinarpusda | Seluruh
projek Penggunaan Pengpunasn TWI: Peranglat
Aplikasi Srikandi Aplikasi Srikandi B Daerah
Penguatan Doku Kebijakan | Rp. 25.450.650 | Dinarpusda | Seluruh
penerapan SRIKANDI | men Penggunasn Peranghkat
(Launching Aplikasi SRIKANDI Daerah
Penggunaan Aplikasi di Lingkungan ——=]
Srikandi) Pemerintah
Kabupaten
Banyumas
"Intruksi Bupati”,
Pendampingan Unit Jumlah Pencipta a7 Fp. 8.662.000 Dinarpusda | Seluruh
Penggunaan Aplikesi | Pencip | Arsip/OPD yang Peranghkat
Srikandi (Bimbingan, | ta dilakulkan W II Daerah
Fasilitasi Konsultasi) | Arsip / | pendampingan 2
OFD PENEEUNARAT TW
aplikasi SRIKANDI .55
Terlaksananya monitoring Monitoring dan Unit Jumiah Peneipta 57 Rp. O Dinarpusda | Ssluruh
dan evaluasi Kebijakan evalias] Pencip | Arsip/OFPD yang Perangkat
Arsip Digital Implementasi ta dilakukan money | TW I Daerah
SRIKANDI - Sistem | Arsip / | penggunaan » 37




Kegiatan Utama Indileator Target Output Utama Rencana Alkesi Output Target Penyelesaion Perangkat Dacrah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Informasi Kearsipan | OPD. aplikasi SRIKANDI]
Dinamis Terintegrasi
Pelaksanaan Data Persentase 100% | Tersedianya Kebijakan Penyusunan SK Doku | Jumlah SK 30 Rp. O Dinkominfo | Seluruh
Statistik Sektoral Ketersediaan Penyelengegaraan data Pengelols Data di men Pengelola Data dan Perangkat
Data Sektoral statistik sektoral setiap Perangkat SK Pendamping ™1 Daerah
berbasis Daerah dan SK Pengelola Data
Metadata Pendamping
Pengelola Data
Melaksanakan Perang | Jumlah Perangkat 20 | Rp. 12.500.000 | Dinkominfo | Seluruh
pelatihan statistik keat Daerah yang Peranghkat
untuk Pengelola Data | Dacra | mendapat pelatihan | 1" | Daersh
aleh Tim Pendamping | h statintik e
pengelolaan data e
; 29
Teriaksananya monitoring | Melaksanakan Kegiat | Jumlah Rakor B Rp. 11.660.000 | Dinkominfo | Seluruh
dan evaluasi Forum Satu Data an Forum Data untul . Perangkat
penyvelenggaraan data untuk monitoring monitoring dan TWI: 1 Bappedalith | Daerah
statistik sektoral dan evaluasi evaluasi W ang
penyelenggarasn penyelenggaraan -
data statistik data statistik Wik
scktoral sektoral B
TW IV
1 2




Kegiatan Utama Indikator Target Cutput Utama Rencana Aksi Chatput Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumiah Koordinator | Pelasksana
n Anggaran (Rp)
Pengusatan Kualitas 55 Terlaksananya pengadaan | Peningkatan Orang | Jumlah Pelaku 112 | Rp. Bagian Seluruh
Pengudaan Barang Pengelolaan barang dan jasa Kapasitas Pengadaan OPD 119.998.000,- Layanar Perangiat
dan Jasa Pemerintsh | Pengadsan pemerintah yang baik Pengelolaan yang mengikuti AE Pengadasn | Dasrah
Barang dan Pengadaan kegiatan Barang/Jas
Jasa Barang/Jasa peninghkatan a Setda
kapasitas
Pendampingan,/Sosia | Orang | Jumlah orang yang 160 Rp. 0 Bagian Beluruh
lisasi Pelaksanaan e- mendapatkan T Layanan Perangkat
PBurchasing (e- pendampingan e- © ' Pengadaan | Daerah
Katalog) Katalog Barang/Jas
Ll a Setda
40
T™W 1
L 40
TW IV
+ 40
Pendampingan /Asist | OPD; | Jumlah OPD/UPT | 130 Rp. O Bagian Seluruh
ensi Perencanasn UPT yvang mendapatkan | TW [| Layanan Perangkat
Pengadaan pendampingan /Asi Pengadasn | Daereh
Barang/Jasa stenst Barang/Jas
(Rencana Umum a Betda
Pengedaan)
Terlaksananys monitoring | Pelaksanaan Doku | Laporan monitoring 1 Rp. 0 Bagian Seluruh
dan evaluasi pelaksanaan monitoring dan méen dan evaluasi s Layanan Peranglat




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi " Output Target Penyelesaisn Perangkat Dacrah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
pengadaan barang dan jasa | evaluasi pelaksanaan pelaksanaan Pengadaan | Daerah
pengadaan harang pengadann barang Barang/Jas
dan jasa dan jasa a Setda
Penguatan Opini Laporan | WIP | Terlaksananya pengelolaan | Melaksanakan Doku | Jumlah laporan 4 Rp120.450.200 | BKAD Seluruh
Pengelolaan Keuangan keuangan dan aset yang kegintan rekonsiliasi | men rekonsilinsi ™Il Peranghkat
Keuangsn dan Aset Pemerintah haik keuangan dan aset keuangan 1 Daerah
Daerah T
1
TW I
-
W IV
i |
Doku Jumlah laporan 4 Hp. 26.924.000 | BKAD Seluruh
men rekonsilias aset TW I : Peranglat
1 Daerah
T™WI ;
1
TW Il
i1
W IV
g |




Kegiatan Utama indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatsn Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumilsh Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Terlaksananya monitoring | Monitoring dan Doku | Jumiah laporan 1 | Rp BKAD | Seluruh
dan evaluas] pengelolaan evaluasi pelaksanaan | men monitoring dan TW I | 118.563.700 Peranglat
keuangan dan aset pengelolaan evaluasi Daerah
keuangan dan aset pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
Doku | Jumlah laporan 2 | Rp435.000.000 BKAD | Seluruh
men monitaring dan W I Perangleat
evaluasi i1 Daerah
inventarisasi BMD ™W
v:l
| Tindak Lanjut 96,1% | Terlaksananya Monitoring Monitoring dan Doku Berita Acars 2 Rp. 268.602.000 | Inspektorat | Seluruh
Rekomendasi dan Evaluasi Tindak Lanjut | Evaluasl Tindak men Monitoring Tindak T™WII Dagrah Perangkat
BPFK Hasil Pemeriksaan BPK Rl Lanjut Hasil Lanjut Hasil Daerah
Pemeriksaan BPK Rl Pemeriksaan BPK N
Rl
Penataan Jabatan Indeks Sistem 250 Tersedianya kebijakan Penetapan Perangkat | Doku Surat Penetapan 1 Rp. 35.938.500 | BKPSDM Seluruh
Fung=ional Merit penatann jabatan Daerah selaku men Perangkat Daerah Peranghat
fungsional ASN pembina teknis selaku pembina TW IV Dasrah
jabatan fungsional teknis jabatan
lingkup Pemerintah fungsional lingkup
Kabupaten Pemerintah
Kabupaten




" Kegiatan Utama Indikatar Target Cutput Utama Rencana Aksi Output Target Penyclesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran {Rp)
Penyusunan Dol 8K kebutuhan 1 Rp Bagian Seluruh
kebijakan kebutuhen | men jabatan fungsional | TW U | 20.000.000 Organisasi | Perangkat
jebatan fungsional Setda Dasrah
Terlaksananya Monitoring | Monitoring dan Doku | Laporan Monitoring i Rp. 35,938,500 | BKPSDM Seluruh
dan Evaluasl implementasi | Evaluasi men dan Evaluasi Perangiat
penataan jabatan implementasi implementasi ™ IV Daerah
fungsional ASN penataan jabatan penataan jabatan
fungsional ASN fungsional ASN
Penguatan Indeks Sistem 250 Terlaksananya Monitoring Penyusunan Perbup Daku Jumiah Perbup 1 Rp.477.353.553 | BKPSDM Seluruh
Manajemen Talenta | Merit dan Evaluasi implementasi | tentang manajemen | men teniang manajemen i Peranghkat
ASN manajemen talenta ASN talenta ASN talenta ASN Daerah
Pengelolaan Kinerja | Indeks Sistem 250 Tersedianya kebijakan Penyusunan/evaluas | Doku | Jumlah Perbup TPP 1 Rp. 35938.500 | BKPSDM Seluruh
Pegawai ASN Merit kesejahteraan ASN i Perbup TPP men W IV Perangkat
Daersh
Terlaksananya kebijakan Pelaksaaan Doku | Laperan | Rp. 35.938.500 | BKPSDM Seluruh
tentang pengelolasn kinerja | kebijalan tentang men rekapitulasi ™ IV Perangkat
pegawal ASN pengelolaan kinerja capaian kinerja Daerah
pegawai ASN pegawal ABN
Terlaksananya Monitoring | Monitoring dan Doku | Laporan Menitoring | 1 Rp. 35.938.500 | BKPSDM | Seluruh
dan Evaluasi implementasi | Evaluasi men dan Evaluasi ™ IV Perangleat
manajemen kesejahteraan | implementasi implementasi Daerah
AEN dan pengelolaan manajemen mangjemen
kinerja pogawat ASN kesejahteraan ASN kesejahteraan ASN




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Cutput Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegintan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
dan pengelolaan dan pengelolaan
kinerja pegawal ASN kinerja pegawail
ASN
Penguatan Sistem Indeks Sistemn 250 Terlaksanannya Pembinaan | Menyusun perbup Doku Perbup tentang 1 Rp. 477.393.553 | BKPSDM Seluruh
Merit Merit dan Pengawasan tentang talent pool men Talent Fool Peranghat
implementasi sistem merit T™W IV Daerah
dan sistem manajemen Pengembangan Doku | Jumlah laporan 1 Rp.2.019.265.26 | BKPSDM Seluruh
ASN kompetensi ASN men hasil peiaksanaan T T Perangkat
sesuai bidang tugas pengembangan Daerah
kompetensi ASN
gesuai bidang tugas
Pemetaan kebutuhan | Doku | Jumlah dokumen 1 Rp. BEPSDM Seluruh
kompetensi sesuai mer hasil pemetaan 2.019.265.267 Perangkat
bidang tuges kebutuhan ™W IV Dasrah
kompetensi sesuai
bidang tugas yang
disusun
Menyusun dokumen | Doku Jumlah dokumen 1 Rp. BKPSDM Seluruh
analisis kesenjangan | men anallsis ey 2.019.265.267 Peranghat
kompetensi kesenjangan Daerah
kompetensi
(pendidikan) yang,
disuaun




Kegiatan Utama Indikator Targel Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2023 Satug Indikator 2023 Jumtah Koordinator | Pelaksans
n Angparan (Rp)|
Terlaksananya monitoring | Penilalan mandir Dokuy | Jumlah dokumen 1 Rp. 477.393.553 | HKPSDM Seluruh
dan evaluasi pelaksanaan sistemn merit men penilzian mandiri Perangkat
Sistern Merit dan Sistem sistem merit yang ™ IV Dagrah
Manajemen ASN disusun
Pelaltsanann Core Indeks 65 Terlaksonanys Survel Nilai | Penyusunan Doku | SE pelaksanaan 1 Rp. 0 Bagian Seluruh
Values ASN BerAKHLAK Employer Aranding dan kebijakan terkait men Survei Nilai Organisasi | Peranglat
Indeks BerAKHLAK pelaksanaan Survel Employer Branding el Setda Daerah
Nilai Employer dan Indeks
Branding dan Indeks BerAKHLAK
BerAKHLAK
Penyusunan laporan | Dolku Laporan hasil | Rp. O Bagian Seluruh
terkait pelaksanaan | men pelaksanaan Survei Organisasi | Perangkat
Survei Nilal Employer Nilai Emplayer TW 111 Setda Daerah
Branding dan Indeks Branding dan
BerAKHLAK Indeks BerAKHLAK
Internalisasi budaya | Kegiat | Kegiatan i Rp Bagian Seluruh
kerja ASN an Internalisasi TWII | 3.000,000 Organisasi | Perangkat
BerAKHLAK budaya kerja ASN Setds, Dasrah
BerAKHLAK BPKSDM
Pelaksanaan Indeks Kualitas | 96.75 | Terbangunnys Manajemen | Pelaksanaan Kagiat | Jumlah kegiatan 4 Rp Bagian Seluruh
Pelayanan Publik Pelayanan Pengetahuan (Knowledge sosialisasi an Pelakeanaan 11.100.000 Organisasi | Peranghkst
Prima Publik Managemeni) Pelayanan pendampingan sosialisasi Betda Daerah




Kegiatan Utama indikator Target Cutput Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Peranghkat Daerah
Kepgiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Pubiik terkait kebijkan pendsmpingan
pelayanan publik terkait kebijkan
[FKF,SKM, 8P, pelayanan publik T™WII
Inovasi Pelayanan [FKF,SKM, SP, |
Pulblik) Inovasi Pelayanan ™1
Puhlik) 3
Nilai SKM 86,5 Terlaksananya Survel Pelaksanaan Survei Doku | Jumlah laporan 2 Rp Bagian Seturuh
Kepuasan Masyarakat Kepuasan men Survei Kepuasan — 5.650.000 Organisasi | Peranghkat
Masyarakat Masyarakal ) Setda Daersh
TW IV
48 |
Kepatuhan 93.5 Terlaksananya Evaluasi Monitoring dan Dokan | Jumlah laporan 1|Rp. 0O Bagian Seluruh
Terhadap atas Kepatuhan Standar Evaluasi Standar men Monitoring dan P Organisasi | Perangkat
Standar Pelayanan pemerintah Pelayanan di Evaluasi Standar Setda Daerah
Pelayanan daerah Linglungan Pelayanan di
Pemerintah Lingkungan
Kahupaten Pemerintah
Banyumas Kabupaten
Banyumas
Terlaksananya monitoring | Pelaksanaan monev | Doku | Jumlah Laporan 2 Rp. O Bagian Seluruh
dan evaluasi terhadap BKM seluruh UPP men Pelaksansan monev | TW I Orgarisasi | Perangkat
budaya Pelayanan Prima SKM seluruh UPP 1 Setda Daerah
pada seluruh ™W IV




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2023 Satua Indikator 2023 Jurnlah Koordinator | Pelaksana
| n Anggaran (Rp)
kementerian/lembaga/pem i1
erititah daerah
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023
Tabel 3.4 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas
Kegiatan Utama Indikator Target Output Utema Rencana Alksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Penyederhanaan Tingkat 100%: | Tersedianya kebijekan | Evaluasi kebijakan | Doku | Hasil Evaluasi 1 Rp. 261.500.000 | Baglan Seluruh
Birokrast implementasi penyederhanaan birokrasi | Pembentukan, men kebijakan Organisasi | Perangkat
(Penyederhanaan kebijakan (Penyederhanaan  Struktur | Kedudukan, Pembentukan, Setda Daersh
Struktur penvederhanaan Organisasi)/transfo  rmasi | Susunen Organisasi, Kedudukan,
Organisasi)/transfor | birokrasi/transf organisasi berbasis kinerja | Tugas dan Fungsi Susunan S
masi organisasi | ormesi dan agile pada pemerintah | Serta Tata Kerja Organisasi, Tugas
berbasis kinerja dan | organisasi daerah dan Fungsi Serta
agile berbasis kinerja Tata Kerja
dan agile
Terlaksananya monitoring | Pelaksanaan Dol Hasil  monitoring 1 Rp: 120.000.000 | BKPSDM Seluruh
dan evaluasi implementasi | monitoring dan | men dan evalumsi Peranghat
kebijakan penyederhansaan | evatuasi implementasi Daerah
birokrasi pada peme rintah | implementasi kebijakan




Kegiatan Utama Indikatar Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah |
Kegiatan Utama | 2024 Satun Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
daerah kehijakan penyederhanaan TW Il
penyederhanaan birolrasi
birokrasi
Pelaksanaan Sistem | Tinglka: 1009: | Tersedianya kebijakan | Evaluasi  kebijakan | Doku Jumlah laporan 1 Rp. 261.500.000 | Bagia Bagis
Kerja Baru dengan | implementasi sistern kerja  berbasis | sistem kerja berbasis | men hasil Evaluasi Organisasi | Organisasi
model fieksibel bagi | kebijakan fungsional dan kinerja | fungsional dan kebijakan  sistem | TW IV Setda Setda
Pegawai ASN sistern  kerja (transformasi squad model) | kinerja (transformasi keria berbasis
baru dengan pada Instansi Pemerintah squad model] pada fungsional dan
mocdel Instansi Pemerintah kinerja
fleksibilitas (transformasi
dengan baik squad model] pada
Instansi
Pemerintah
Tersedianya kebijakan | Rakor terkait | Doku | Laporan hasil rakor 1 Rp. 261,500,000 | Bagia Bagia
terkait Hari dan Jam Kerja | kebijakan Hari dan | men kebijakan  terkait Orpganisasi | Organisasi
Instansi Pemerintah Jam Kerja [nstansi Hari dan Jam Kerja e Setda Setds
Pemerintah Instansi
Pemenntah
Penyusunan/Evalua | Doku Jumlah kebijakan 1 Rp. 261.500.000 | Bagia Seluruh
si terkait kebijakan | men | terkait Hari dan Organisasi | Perangkat
Hari dan Jam Kera Jam Kerja Instarisi | TW 11 Setda Daerah
Instansi Pernerintah Pemerintah
Tersedianya sistem | Pengembangan Aplika | Aplikasi SIMPATIK 1 Rp. 330.000.000 | BKPSDM Seluruh




Kegiatan Utama indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Dasrah
Kegiatan Utama | 2024 Batua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
informasl vang mendukung | aplikasi  SIMPATIK | s1 dengan TW Perangkat
kebijakan sistem kerja bam | dengan mempertimbangka Daerah
dengan model fleksibel bagi | mempertimbanghkan n sistem
pegawai ASN sistern  mekanisme mekanisme  kerja
kerja baru baru
Tersedianya kebijakan | Kebijakan terkait | Doku Jumlah Kebijakan 1 Rp. 261.500.000 | Bagia Seluruh
terkall sistem kerja baru | dengan sistem kerja | men tentang Siatem Organisasi | Perangkat
dengan model fleksibel bagi | baru dengan model kerja baru dengan [ Twn Setda, Daerah
pegawal ASN fleksibel bagi model fleksibel bagi BEKPSDM
pegawai ABN pegawal ASN
(flexitime) (Rlexitime)
Pengembangan Aplika | Aplikasi SIMPATIK 1 Rp. 330.000.000 | BEPSDM, Seluruh
aplikasi  SIMPATIK | s dengan model Dinkominfs | Perangkat
dengan model fleksibel bagi | TW I Daerah
fleksibel bagi pegawl ASN
pegawai ABN (flesxitime)
(flexttime)
Terlaksananya monitoring | Pembentukan  Tim | Doku | Jumlah SK Tim dan 1 Rp. 330,000,000 | BKPSDM BEPSDM
dan evaluasi implementasi | dan instrumen | men instrumen
kebijekan sistem  kerja | monitoring dan monitoring dan [T Tw
pasca penyederhanasn | evaluasi evaluasi
birokrasi dan sistern kerjs | implementasi implementasi
baru  dengan  model | kebijakan sistem kebijakan  sistem
fleksibel bag pegawal ASN | kerja pasca kerja pasca




Kegiatan Utama Indikator Target Cutput Utama Rencana Alksi Output Target Penvelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
penyederhanaan penyederhanaan
: birokrasi dan sistem birokrasi dan
| kerja baru dengan sistem kerja baru
model feksibel bag dengan model
pegawai ASN fleksibel bagi
pegawai ASN
Pelaksanasn Doku Jumlah dokumen 1 Rp. 330.000.000 | Bagia Bagia
monitoring dan | men Hasil monitoring Organisasi | Organisas
evaluasi kebijakan dan evaluasi | 0 Setda, Setda,
sistem kerja pasca kebijakan  sistemn BKPSDM BEPSDM
penyederhansan kerja pasca
birokrasi dan sistem penyederhanaan
kerja baru dengan birolcrasi dan
model fleksibel bag sistern kerja baru
pegawai ASN dengan madel
fleksibel bagi
pegawai ASN
Pelaksanaan Indeks Sistem 3,5 | Tersedianya kebijakan | Evaluasi Perbup | Doku Perbup SPFEE 1 Rp. 50.000.000 | Bagian Bagian
Arsitektur SPBE | Pemerintahan Arsitelkiur SPBE Nasional SPBE men Organisasi | Organisasi
Nasional Berbasis ] Setda, Setda,
Elektronik Dinkominfo | Dinkominfo
|SPBE]
Evaluasi Perbup | Doku | Perbup  tentang 1 Rp. 25.000.000 | Dinkominfo | Dinkominfo
tentang ~ pedoman | men | pedoman , Bagien |, Bagian




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Cutput Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
mangjemern mangjemen T™W IV Organisasi | Organisasi
keamaman informasi keamanan Setda Setda
SPBE informasi SPBE
Evaluasi Perbup | Doku Perbup tentang 1 Rp. 25.000.000 | Dinkominfo | Dinkorminfo
tentang standar | men standar teknis dan
teknis dan ur sedur audit TIK
andit TIK e Fm Wi
Penyusunan Perbup | Doku Perbup tentang 1 Rp. 25.000.000 | Dinkominfo | Dinkominfo
tentang standar | men standar teknis dan
teknis dsn prosedur progedur audit TIK | TWIV
audit TIK
Terlaksananya monitoring | Monitoring dan | Kegiat | Jumiah kegiatan | 2 | Rp. 50.000.000 | Dinkominfo | Seluruh
dan evaluasi implementasi | evaluasi an rapat kordinasi Perangkat
kebijakan Arsitelerur SPBE | implementasi TWI 1 Daerah
Nasional kebijakan Arsiteltur
SPBE oleh Tim TWI: 1
Koordinasi SPBE
Pelaksanaan Sistem | Nilai SAKIP 79,5 Tersedianya kebijakan | Penyusunan  Surat | Doku | Jumiah Surat 1 Ep. O Bagian Bagian
Akuntabilitas Kinerja penguatan  akuntabilitas | Edaran  Sekretaris | men Edaran Sekretaris Organisasi | Organisasi
Instansi Pemerintah kinerja pemerintsh (SAKIP| | Daerah tentang Daerah  tentang | 'V 1 Setda, Setdla,
yang terintegrasi SAKIP, PK, IKU SAKIP, PK, KU Dinkominfo | Dinkominfo
Terlaksenanya monitoring | Monitoring dan | Kegiat | Jumlah  kegiatan 12 Rp. 261.500.000 | Bagian Bagian
dan evaluasi implementasi | evaluasi capaian | an Monitoring dan Organisasi | Organisasi




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Cutput Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Keglatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp|
kebijakan sigtem | kinerja Pemilcab dan evaluasi capaian | TWI: 3 Setda, Setda,
perencanaan, Perangkat  Dacrah kinerja Pemkab Bagian Bagian
penganggaran dan | melalul aplikasi e melalui aplikasi e | TW I Administra | Administra
informasi  kinerja  yang | SAKIF, e-Monev, dan SAKIP dan e 3 si 8i
terintegrasi, berbasis | Jegos Monev, dan Jegos W Pembangun | Pembangun
teknologi  informasi, wvang .3 an Betda, | an  Setda,
mendorong  peningksatan Bappedalith | Bappedalith
akuntabilitas kinerja TWIV: ang ang
pemerintah 3
Pelaksanaan Indeks Sistem | 3,5 | Tersedianya Kebijakan | Rakor Impelementasi | Kegiat | Jumlah Ralor 2 Rp. 224.500.000 | DPMPTSP | Seluruh
Pelayanan Publik | Pemerintahan Pelayanan Publik Digital Pelayanan Publik | an Impelementasi Peranglat
Digital Berbasis Digital Pelayanan  Publik | 1V 1V Daerah
Elektronik Digital
(SPBE)
Identifikasi Doku | Laporan hasil 1 Rp. 224,500.000 | DPMPTSP | Seluruh
Pelayanan Perijinan | men | Identifikasi Peranghkat
Digital Pelayanan Perijinan | TW IV Daerah
Digital
Penyusunan S0P | Doku Jumlah dokumen 1 Rp. 224 .500.000 | DPMPTSP Seluruh
pelayanan MPP [ men sSop pelayanan R Perangkat
Digital MPP Digital Daerah
Evaluasi Perbup tata | Doku | Jumlah Perbup tata | | Rp. 224.500.000 | DPMPTSP | Seluruh
hubungan kerja MPP | men | hubungan  kerja Perangkat




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
dan Perbup MPP MPP dan Perbup | TW IV Dasrsh
MPP
Tersedianya MPP digital Launching MFP | Aplika | MPP Digital 1 Rp.224.500.000 | DPMPTSP Seluruh
Digital s ™W IV Peranghkat
Daerah
Terlaksananya Monitoring | Pembentukan  Tim | Doku SK Tim dan 1 Rp. 261.500.000 | Bagian Seluruh
dan Evaluasi Implementasi | dan instrumen | men instrumen Organisasi | Peranghkat
Kebijakan Pelayanan Publik | monitoring dan maonitoring dan "o TV Setda, Draerah
Digital dan MPP Digital evaluasi evaluasi DPMPTSP
Implementasi Implementasi
Kebijakan Pelayanan Kebijakan
Publik Digital dan Pelayanan  Publik
MFPFF Digital Digital dan MPP
Digital
Monitoring dan | Doku Hasil  Monitoring 1 Rp. 261.500.000 | Bagian Seluruh
Evaluasi men dan Evaluasi W IV Organisasi | Perangkat
Implementasi Implementasi Setda, Daerah
Kebijakan Pelayanan Kebljakan DPMPTSP
Publik Digital dan Pelayanan  Publik
MPP Digital Digital dan MPP
Digital
Pembangunan Zona | Tinglkat 4 Terlaksananya Melakukan Perang | Jumish Peranghkat 4 Rp. 353.179.750 | Inspektorat | Seluruh
Integritas di umnit | Keberhasilan Perang | pembangunan zona | Pendampingan kat Daerah S e Daerah Perangksat
kerja Pembangunan kat integritas kawasan dan | Pembangunan Zona | Daera | dilakukan 1 Daerah




Kegiatan Utama indikator Target Cutput Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumleh Koordinator | Pelakssna
n Anggaran (Rp)
Zona Integritas | Daera | sekior strategis Integritas ~ Menuju | h Pendampingan TWIl:
h WBK /WBBM Pembangunan Zona 1
Integritas.  Menuju | TW Il
WBK,/WBBM o §
™ IV
i
Terlaksananya monitoring | Melakukan Perang | Jumlah Perangkat 4 Rp. 353.179,750 | Inspektorat | Seluruh
dan evaluasi kebijakan | monitoring dan | kat Dasrah vang Daerah Peranglat
pembangunan zona | evaluasi pelaksanaan | Daera | dilakukan money | 1% 1V Daerah
integritas kawasan dan | Pembangunan Zona | h pelaksanaan
sekior strategis Integritas Menuju Pembangunan Zona
WBK/WBEM Integritas  Menuju
WBEK,WBBM
Penguatan Maturitas SPIF | 3,075 | Terlaksananya penguatan | Melaloukan Perang | Jumiah Peranghkat 29 Rp. Bagian Seluruh
implementasi sistemn SPIP pendampingan kat Daerah yang (e 100.000.000,- Administra | Perangkat
pengendalian  ntern penyusiunan dan | Daera | dilakukan sl Dacrah
pemerintah evaluasi h pendampingan Pembangun
[SPIP implementasi  SPIP penyusunan  dan an Setda,
trtintegrasi evaluasi Inspektorat
implementasi SPIP Daerah,
trtintegrasi Bappedalith
ang
Terlaksaznanya monitoring | Melakukan Perang | Jumlah Perangkat 29 Rp. Bagian Selurih




Kegiatan Utams Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Peranghkat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indilcator 20234 Jumlah Koordinator | Pelskeana
n Anggaran (Rp)
dan evaluasi kebijakan | monitoring dan | kat Daerah yang | TWIV | 100.000.000,- Administra | Perangkat
SPIP evaluasi Deern | dilakukan Bi Daerah
implementasi h monitoring dan Pembangun
kebijakan SPIP evaluasi an  Setda,
implementasi [nspekctorat
kebijakan SPIP Daerah,
Bappedalith
ang
Penguatan | Tingkat tindak | 100% | Terlaksananya kolaborasi | Melakukan evaluasi | Kegiat | Jumlah  kegiatan 4 Rp. 33.600.000 | DPMPTSP, | Seluruh
Pengelolaan lanjut peningkatan kualitas | atas penangansn | an evaluasi atas W Dinkominfo | Perangkat
Pengaduan pengadizan tindak lanjut pengaduan | keluhan/masukan penanganan —_— Daerah
Masyarakal masyarakat masyarakat berbasis T1 masyarakat keluhan/masukan 4
masyarakat TW LI
£
TW IV
ol
Rapat koordinasi | Kegiat | Jumlah Rapat 4 Rp. 15.000.000 | DPMFTSP, Seluruh
terkait penanganan | an koordinasi  terkait W Dinkominfo | Peranghkat
pengaduan penanganan Daerah
masyarakut pengaduan
masyarakat
Terlaksananya monitoring | Pembentukan  Tim | Doku | Jumlah SK Tim dan 1 Rp. O Inspektorat | Seluruh
dan evaluasi pengaduan | dan instrumen | men instrumen Daerah Peranghkat




Kegiatan Utama | Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
] (LAPOR) monitoring dan monitoring  dan | TW IV Daerah
evaluasi pengaduan evaluasi pengaduan
(LAPOR] (LAPOR]
Pelaksanaan Dioku Laporan has=il 1 Rp. 0 Inspektorat | Seluruh
monitoring dan | men Pelaksanaan R Dacrah Peranghkat
evaluasl pengaduan monitoring dan Daerah
(LAPOR) evaluasl pengaduan
(LAPOR)
Penguatan Upayva | Survei Penilaian | 80,45 | Terlaksananya Burvei | Sosinlisasi 8Pl dan | Kegiat | Jumiah  keglatan 2 Rp. 25.846.700 | Inspektorat | Seluruh
Pencegahan Korupsi | Integritas (SPI) Penilaian Integritas evaluasi hasil SPI|an Sosialisasi SPI dan | TW I Daerah Perangkat
tahun sebelumnya evaluasi hasil SPI 1 Daerah
tahun sebelumnya | TW IV
i1
Penyusumnan data | Doku | Jumlah dokumen 1 Rp. 25846.700 | Inspektorat | Seluruh
objek survei | men data objek survei Daerah Peranghat
penilaian  integritas penilaian integritas | TW III Daerah
tahun berjalan tahun berjalan
Monitoring Dok Hasil Monitoring 1 Rp. 25.846.700 | Inspektorat | Seluruh
pelaksanaan SFl | men pelaksanaan 8Pl s Daerah Peranghat
tahun berjalan tahun berjalan Daerah
Pelaksanaan Tsata | Indeks Kualitas | 70,5 | Terlaksensnya tata kelola | Penyusunen SE | Doku | SE Pedoman 1 Ep. Bagian Seluruh
Kelola Kebijakan | Kebijakan kebijakan VANg baik | Pedoman men Penyusunan 190.000.000,- Hukum Perangkat
Publik Publik {evidence based policy) Periyusunan  Produk Produk | Hileins | 1" Y Setda Daerah
Hukum Daerah Daerah




Kegiatan Utama Indikator Target Cutput Utama Rencana Aksi Dutput Target Penyelesaian Peranglat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Ecordinator | Pelaksana
n Anggnran (Rp)
Rapat Koordinasi | kegiata | Jumlah rapat 1 Rp. Bagian Selurah
penyusunan tata | n Koordinasi Wiy | 190.000.000,- Hukum Peranghkat
kelola kebijakan penyusunan  tata Setda Daerah
puhblik kelola  kebijakan
publik
FGD pernyusunan | kegiata | FGD  penyusunan 1 Rp. Bagian Seluruh
kebijakan publik | n kebijakan  publik WV 190,000,000, Hukum Peranghkat
daerah daerah Setda Daerah
Pelaksanaan Reformasi 70,5 Terlaksananya Pegusulan dokum | Daftar usulan 1 Rp. Bagian Seluruh
Pembentukan Hulkum Pembentukan  Peraturan | propemperda en raperda untule TV 190.000.000,- Hukum Peranghat
Peraturan Perundang-undangan yang | (Program kegita | menjadi Setda Daerah
Perundangan- baik Pembentukan n propemperda
undangan Peraturan Daerah) dokum | kepada Bupati
en Jumlah Rapat
dokum | sosialisasi
en propemperda
Rapat sosialisasi | kegita | Jumlah Rapat 1 Rp Bagian Seluruh
propemperda n gosialisasi TW IV 194.000.000,- Hukum Peranghkst
propemperda Betds Daerah
Pengusulan dokum | Daftar usulan 1 Rp. Baglan Seluruh
keputusanBupati &n raperbup untuk e 190.000.000,- Hukum Perangiat
teniang menjadi Betda Daerah
Propemperbup propemperbup
dalam keputusan




Kegiatan Utama indikator Target Output Utama Rencana Alsi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kepiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koerdinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Bupat
Harmonisasi dan Daku Laporan Hasil 1 Rp. Baglan Seluruh
sinkronisasi men Harmonisasi dan 190.000.000,- Hulkum Perangkat
peraturan dasrah/ sinkronisasi — Setda Daerah
Perbup yang akan peraturan
disusun atayu daerahPerbup
dimjukan yang akan disusun
pembahasan atau diajukan
pembahasan
Fasilitasi Doku | Hasil produlk 1 Rp. Bagian Seluruh
penyusunan produk | men hukum daerah W IV 190.000.000,- Hukum Perangikat
hukum daerah yang di fasilitasi Setda Daerah
Terlaksananya monitoring | Pembentukan Tim | Doku | Jumiah SK Tim dan 1 Rp. Bagian Seluruh
dan evalussi pelaksanman | dan instrumen | men instrumen £0.000.000,- Hulkum Perangkat
tata kelola kebijokan dan | monitoring dan monitoring dan TW I Setda Daerah
pembentukan  peraturan | evaluasi pelaksanaan evaluasi
perundang-undangan tata kelola kebijakan pelaksanasn  tata
dan  pembentukan kelola  kehijakan
peraturan dan pembentukan
perundang- peraturan
undangan perundang-
undangan




Kegiatan Utama Indikstor Target Cutput Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Pelaksanaan Dolku | Laporan Hasil 1 Rp. Bagian Seluruh
monitoring dan | men monitoring dan B0.000.000,- Hukum Perangkat
evaluasi pelaksanaan evaluasi T™WIV Setda Daerith
tata kelola kebijakan pelaksanaan  tata
dan  pembentukan kelola  kebnakan
peraturan dan pembentukan
perundang- peraturan
undangan perundang-
undangan
Pelaksanaan  Arsip | Nilai 63 Terlaksananya monitoring | Monitoring dan | Pencip | Jumlah  Pencipta 57 REp: 45.000,000 | Dinarpusds | Seluruh
Digital Pengawasan dan evaluasi Kebijakan | evaluasi ta Arsip/OPD  yang Perangkat
Arsip Arsip Digital Implementasi Arsip/ | melaksanakan TW I Daerah
SRIKAND] - BSistem | OPD aplikasi SRIKANDI
Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi
Peleksanaan  Data | Persentase 100% | Tersedianya Kebijekan | Penyusunan Doku Petunjuk  Teknis 1 Rp. 64.614.566 | Dinkominfo | Seluruh
Statistik Sektoral Ketersediasn Penyelenggaraan Petunjuk Teknis dan | men |dan SOP tentang Perangkat
Data  Sektoral statistik sektoral S0P tentang Penyelenggaraan Daerah
berbasis Penyelenggaraan Satu Data | TWI |
Metadata Satu Data Kabupaten
Kabupaten Banyumas untuk
Banyumas untuk semua  Perangkat
sEmua Perangkat Daerah
Daerah




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkal Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Melaksanakan Perang | Jumlah Peranglkat 29 Ep. 64.614.566 | Dinkominfo | Seluruh
pendampingan kat Daerah vang Peranghat
Pengelola Data oleh | Deera | didampingi dalam T™W IV Daerah
Tim Pendamping h pengelolaan data
Terlaksananya monitoring | Melaksanakan Kegiat | Jumlah Rakor 4 Rp. 64.614 566 | Dinkominfo | Seluruh
dan evaluasi | Forum Satu  Data | an Forum Data untuk Perangkat
penvelenggaraan data | untuk  monitaring monitoring  dan | TWE Daerah
statistik sektoral dan evaluasi evaluasi W I
penyelenggaraan penyelenggaraan t1
data statistik data statistik | TW 11
sektoral sektoral P1TW
w:1
Melaksanskan Doku Laporan Hasil 1 Rp. 64.614.566 Dinkominfo | Seluruh
implementasi  SDI | men Implementasi SOl Perangkat
Kabupaten Kabupaten TW IV Daerah
Banyumas Banyumas
Melaksanakan Perang | Jumlah Peranglkat 2 Rp. 64.614.566 | Dinkominfo | Seluruh
pendampingan kat Daerah ¥ang Peranglat
Kegiatan  Evaluasi | Daera | didampingi dalam Daerah
Penyelenggaraan h kegiatan EPSS TW
Statistik Selctoral
(EPSS)




Keglatan Utama Indikator Target Cutput Utama Rencana Alsi Cutput Terget Penyelesaian Peranghkat Dacrah
Kegiatan Utama 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksansa
n Anggaran (Rp)
Penguatan Kuglitas &0 Teriaksenanya pengadsan | Peningkatan Orang | Jumlah Pelaku 112 Rp. Bagian Seluruh
Pengadaan Barang | Pengelolaan barang dan lasa | Kapasitas Pengaclaan CPD 27.800.000,- Layanan Peranghkat
dan Jasa Pemerintah | Pengadaan pemerintah yang baik Pengelolaan yang  mengikuti Pengadaan | Daerah
Barang dan Pengadasan kegiatan ™ IV Barang/Jas
Jasa Barang/.Jasa peningkatan a Sctda
kapasitas
Pendampingan/Sosia | Orang | Jumlah orang vang 160 Rp. Bagian Seluruh
lisgsi Pelaksansan e- mendapatkan 41,250,000, Layanan Perangkat
Purchasing le- pendampingan  e- R Pengadaan | Daerah
Katalog) Katalog Barang/Jas
pi a Setda
TWII:
40
TW I
L 40
T™W IV
140
Pendampingan/Asist | OPD/ | Jumlah OPD/UPT | 130 Rp. Bagian Ssluruh
ensi Perenicanaan | UPT yang mendapatian 41,250.000,- Layanan Peranghkat
Pengadaan pendampingan / Asi Pengadaan | Daerah
Barang/Jasa stensi TW 1 Barang/Jas
(Rencana Urmum & Setda
Pengadaan)




Kegiatan Utama Indikator Target “Qutput Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama 2024 Batua Indikator 2024 Jumlsh Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Terlaksananya monitoring | Pelaksanaan Doku | Laporsn monitoring 1 Rp. 0 Bagian Seluruh
dan evaluasi pelaksanaan | monitoring dan | men dan evaluasi Layanan Perangkat
pengadaan barang dan jasa | evaluasi pelaksanaan pelaksanaan R Pengadaan | Daerah
pengadaan  barang pengadaan barang Barang/Jas
dan jasa dan jasa a Setda
Penguatan Opini Lapeoran | WTP Terlaksananya pengelolaan | Melaksanakan Doka | Jumlah laporan 4 Rp 120.000.000 | BKAD Seluruh
Pengelolaan Keuangan keuangan dan aset yang | kegiatan rekonsiliasi | men rekonsiliasi ™ 1: Peranghat
Keuangan dan Aset Pemerintah baik keuangan dan aset keuangan 1 Daerah
Daerah TW I
1
™W
-
™ IV
2k |
Doku | Jumlah Iaporan 4 Rp. 50.000.000 | BKAD Seluruh
men rekonsiliasi aset T™WI; Perangkat
1 Daerah
TW I
1
™ 1l
L
TW IV
S




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatun Utama | 2024 Satua Indikaror 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Terlaksananya monitoring | Monitoring dan | Doku | Jumlah laporan 1 Rp 120.000.000 BHKAD Seluruh
dan evaluasi pengelolaan | evaluasi pelaksanaan | men monitoring dan Perangkat
keuangan dan aset pengelolaan evaluasi TW 1 Daerah
keuangan dan aset pelalcsanaan
pengelolaan
keuangan
Doku | Jumizsh  laporan 1 Rp 550.000.000 BKAD | Selurun
men monitoring dan | TW IV Peranghat
evaluasi Daerah
inventarisasi BMD
Tindak Lanjut | 96,5% | Terlaksananya Monitoring | Menitoring dan | Doku Berita Acara 1 Rp. 268.602.000 | Inspektorat | Seluruh
Rekomendasi dan Evaluasi Tindak Lanjut | Evaluasi Tindak | men Maonitoring Tindak Daerah Perangkat
BFK Hasil Pemeriksaan BPK RI Lanjut Hasil Lanjut Hasil T Daersh
Pemeriksaan BPK Rl Pemeriksaan BPK
RI
Penataan  Jabatan | Indeks  Sistem | 252 Tersedianya kebijakan | Penetapan Perangkat | Doku | Surat  Penetapan 1 Rp. 60.000.000 | BKPSDM Seluruh
Fungsional Merit penataan jabatan | Daerah selaku | men Peranglmat Daerah WV Peranghkat
fungsional ASN pembina teknis selaku pembina Daerah
jabatan  fungsionel teknis jabatan
linglup Pemerintah fungaional lingkup
Kabupaten Pemerintah
Kabupaten
Penyusunan Doku | 8K kebutuhan 1 Rp. Bagian Seluruh
kebijakan kebutuhan | men jabatan fungsional 130.000.000,- Organisasi | Perangkat




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Alsi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kematan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksans
n Anggaran (Rp)
jabatan fungsional Setda Daerah
Terlaksananya Monitoring | Monitoring den | Doku | Laporan Monitoring 1 Rp. 60.000.000 | BKFSDM Seluruh
dan Evaluasl implementasi | Evaluasi men dan Eveluasi Peranghkat
penataan jabatan | implementasi implementasi T Daerah
fungsional ASN penatasn jabatan penatasn  jabatan
fungsional ASN fungsional ASN
Penguatan Indeks Sistem | 252 Terlaksananya Monitoring | Penyusunan Perbup | Doku | Jumlah Perbup 1 Rp. BKPSDM Seluruh
Manajemen Talenta | Merit dan Evalussi implementasi | tentang manajemen | men tentEng MEnEjemen T 1.000.000.000 Perangicat
ASN menajemnen talenta ASN talenta ABN talenta ASN Daerah
Pengelolaan Kinerja | Indeks  Sistem | 252 Tersedianya kebijakan | Penyusunan/evaluas | Doku | Jumlah Perbup TFP 1 Rp. 60.000.000 | BKPSDM Seluruh
Pegawai ASN Merit kesejahteraan ASN i Perbup TPP men Perangkat
™ IV Fiiaran
Terlaksananya  kebijakan | Pelaksasan Doku | Laporan 1 Rp. 60.000.000 | BKPSDM Seluruh
tentang pengelolzan kinerja | kebijakan  tentang | men rekapitulasi Peranghkat
pegawsl ASN pengelolaan  kinerja capaian kinerja | TW IV Daerah
pegawai ASN pegawsai ASN
Terlaksananya Monitoring | Monitoring dan | Doku | Laporan Monitoring | 1 Rp. 60,000.000 | BKPSDM Seluruh
dan Evaluasi implementasi | Evaluasi men dan Evaluasi Perangkat
manajemen kesejahteraan | implementasi implementasi ™ IV Daerah
ASN dan  pengelolasn | manajemen manajemen
kinerja pegawei ASN kesejghterman  ASN kesejahterasn ASN
dan pengelolaan dan  pengelolaan
kinerja pegawal ASN kinerja pegawai
ASN




Kegiatan Utama Indikatar Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perarigkat Daerah
Kegiatar Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Penguatan  Sistem | Indeks  Sistern | 252 Terlaksanannya Pembinaan | Menyusun  perbup | Doku | Perbup tentang 1 Rp. BEPSDM Seluruh
Merit Merit dan Pengawasan | tentang talent pool | men | Talent Pool 1,000.000.000 Perangkat
implementasi sistem merit ™ IV Daerah
dan sistern manajemen
ABN
Pengembangan Doku | Jumlah laporan 1 Rp. BEKPSDM Seluruh
kompetensi ASN | men hasil pelaksanaan 2.565.000.000 Peranghat
sesual bidang tugas pengembangan WiV Daerah
kkompetensi ASN
sesuni bidang tugas
Pemetaan kebutuhan | Doku Jumish dokumen 1 Rp. BEPSDM Seluruh
kompetensi  sesual | men hasil pemetaan 2.565.000.000 Peranghat
bidang tugas kebutuhan Daerah
kompetensi  sesuai [ TWIV
bidang tugas yang
disusun
Menyusun dolumen | Doku | Jumish dokumen 1 Rp. BKPSDM Seluruh
analisis kesenjangan | men analisis 2,565.000.000 Peranglsat
kompetens kesenjangan ™ IV Daerah
kompetensi
(pendidikan) yang
disusun
Terlaksananya monitoring | Penilaian mandiri | Doku Jumlah  dokumen 1 Rp. BKPSDM Seluruh
dan evaluasi pelaksanaan | sistemn merit men | penilaian  mandiri 1.000.000,000 Perangkat




Kegiatan Utama Indikator Target Output Utama Rencana Aksi Output Target Penyelesaian Perangkat Daerah
Kegiatan Utama | 2024 Satua Indikator 2024 Jurnlah Kpordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
Sistern Merit dan Sistem sistern merit yang | TWIV Daerah
Manajemen ASN disusun
Pelaksanaan  Core | Indeks 65 | Terlaksananya Survel Nilai | Penyusunan Doku | SE  pelaksanaan 1 Rp. 130.000.000 | Bagian Seluruh
Values ASN BerAKHLAK Employer Branding dan | kebijakan  terkait | men | Survei Nilai Organisasi | Perangkat
Indeks BerAKHLAK pelaksansan Survei Employer Branding [ TW Il Setda Daersh
MNilai Employer dan Indeks
Branding dan Indeks BerAKHLAK
BerAKHLAK
Penyusunan lapeoran | Doku Laporan hasil 1 Rp. 130.000.000 | Bagian Seluruh
terkait pelaksanaan | men pelaksanaan Survel Organisasi | Perangkat
Survei Nilsi Employer Nilai Employer | TW I Setda Daerah
Branding dan Indeks Branding dan
BerAKHLAK Indeks BerAKHLAK
Internalisasi budaya | Kegiat | Kegiatan 1 Rp. 130.000.000 | Bagian Seluruh
kerja ABN | an Internalisasi COrganisasi | Perangkat
BerAKHLAK budaya kerja ASN | TWII Betda, Daerah
BerAKHLAK BPESDM
Pelaksanaan Indeks Kualitas | 96.75 | Terbangunnys Manajemen | Pelaksanaan Kagiat | Jumlah  kegiatan 2 Rp. 130.000.000 | Baglan Seluruh
Pelayanan Publik | Pelayanan Pengetahuan  (Knowledge | sosialisasi an Pelaksanaan Organisasi | Perangkat
Prima Publik Muanagement Pelayanan | pendampingan sosialisasi Setda Daereh
Publik terkait kebijkan pendampingan




Keglatan Utames Indikator Target Output Utama Rencana Alosi Output Target Penyelesaian Perangkat Dacrah
Keglatan Utama | 2024 Satua Indileatar 2024 Jumlah Koordinator | Pelaksana
n Anggaran (Rp)
pelayanan publik terkait kebijlean | TW I
(FEP,8KM, 8P, pelayanan  publik
Inovasi Pelayanan (FKP,SKM, 8P,
Publik) Inovasi Pelayanan
Publik)
Nilai SKM BE,50 Terlakssnanya Survel | Pelaksanssn  Suorvei | Doku Jumlah laporan 1 Rp. 130.000.000 | Bagian Seluruh
Kepuasan Masyarakat Kepuasan men Survei  Kepuasan T Organisasi | Peranghkat
Masyarakat Masyarakat Setda Daerah
Kepatuhan 85,50 | Terlaksananys Evaluasi | Monitoring dan | Deku | Jumlsh laporan 1 Rp. 130.000.000 | Bagian Seluruh
Terhadap gtas  Kepatuhan Standar | Evaluasi Standar | men Monitoring dan Orpanisasi | Peranglat
Standar Pelayanan pemerintah | Pelayanan di Evaluasi Standar | TW 1l Setda Daerah
Pelayanan daerah Lingkungan Pelayanan di
Pemerintah Lingkungan
Kabupaten Pemerintah
Banyumas Kabupaten
Banyumns
Terlaksananya monitoring | Pelaksanaan monev | Doku | Jumiah  Lapaoran 1 Rp. 130.000.000 | Baglan Seluruh
dan evaluasi terhadsp | SKM acluruh UPP men Pelaksanaan monev Organisasi | Perangkat
budaya Pelayanan Prima SKM seluruh UPP ™ IV Setda Daerah
pada seluruh
kementerian /lembags / pem
erintah daerah




C. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak

konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional.
Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus

dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan

menetapkan tema dalam RB tematik.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB tahun 2020-

2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang
terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu :

L.

Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan
agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah
menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap
penurunan angka kemiskinan.
Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk
mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya
saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan
meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index).
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB
Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk
menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital.
Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola
yvang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan
mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Adapun
prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan
penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Dari 4 (empat) tema RB Tematik, Pemerintah Kabupaten Banyumas

menetapkan tema RB sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Peningkatan investasi;
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting;
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
5. Pengendalian inflasi.
Tabel 3.5. Penctapan Tema Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2024
Tema Sasaran Indikator Kondisi Target
Eksisting 2023 2024
Pengentasan Menurunnya Prosentase 12.84% 11,00 10,90
kemiskinan Angka penduduk
Kemiskinan miskin




Tema Sasaran Indikator Kondisi Target
Eksisting 2023 2024
Peningkatan Meningkatnya |Jumlah Rp. 1T 1T
investasi nilai investasi | Investasi 927.730.28
daerah Daerah 4.430
Digitalisasi Menurunnya Prevalensi 16,6 15 14
administrasi angka stunting | stunting
pemerintahan
dalam
penanganan
stunting
Peningkatan Meningkatnya | Tingkat 74,79% 50% 50%
Penggunaan penggunaan Penggunaan
Produk Dalam | produk dalam | Produk Dalam
Negeri (PDN) negeri Negeri
Pengendalian | Terkendalinya Laju Inflasi 3,25% 3+1% | 2,5t1
inflasi tingkat inflasi %
daerah

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

D. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
Rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan
program vang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi instansi.
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Banyumas
sebagaiman dalam tabel berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan

Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan sebagaimana pada tabel berikut ini :




Tabel 3.6.1 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Meminimalkan Kantong Kemiskinan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten

Banyumas
Ohidi — Jenis Jumiah Unit/satuan Kerja
Permasalaha Target kegiata Anggaran Pelaksana
= Sasaran Indikator ot RENCANA AKSI e Perubahan s
Indikator Satuan ™1 ™WII TW Il ™ IV " <
Meminimalk | Meningkatny Usia 7303 Pis PK Jumlah Keluarga yvang Keluarga 23240 22003 36928 26919 terkait 180.000.000 | Dinas Didang
an Kantong A Derajat Harapan Sudah Dikunjungi dan Keschatan | Pelayana
Kemiskinan Kesehatan Hidup (UHH] Diintervens Masalah n
Kesehatannya oleh Kesehata
Tenaga Kesehatan n
Puskesmas
Skrining QDMK di Jumlah Orang dengan Orang 3586 6213 100 101 terkait 56,250.000 | Dinas Bidang
Poebindu,Sekoleh dan | Masalah Keftwaan Kesehatan | Pencegah
Tasilitas wmum (ODMEK) yang an pada
lainmya, Mendapatknn Penyakit
Pelayvanan Kesehatan
Tes urin dan Assist di | Jumlah Penyalahguna Orang 2 6 6 ] terkait 15.000.000 | Dinas: Bidang
sekolah dan instansi NAPZA yang Eeschatan | Pericegah
Mendapatkan an pada
Pelayanan Kesehatan Penyakit
Penyvelidikan Jumish Dokumen Hasil | Dokumen 16 16 16 16 terkait 1.125.926.810 | Dinas Bidang
Epidemiologi Penyalkdt | Peiavanan Kesehatan Kesehatan | Pencegah
Menular Peryakit Menulnr dan an padi
Tidak Menular Penyakit
BPJS bagl Jumiah Dokumen Hasll | Dokumen | 62134 G292 65224 63224 terkait 34.797.704.410 | Dinas Hidang
masvarakat miskin Pengelolann Jaminan Keschatan | Pelayana
Kesehatun Musvarakal n
Kesehata
n
Monitoring dan Jumish Keluarga yang | Keluarga | 118550 | 237100 | 75000 | 43547 | rterkait 40,000,000 | DINKES Bidang
evaluasl pelaksansan | Mengikutd Penumbuhan Kesehata
PHBES rumah tangga Kesadaren Keluarga n
dan institusi dalam Peninglostnn Masyarak




Output Target 3023 Jm.m i e —i
Permasalaha Target kegiata Anggaran Pelaksans
Sasaran Indikator RENCANA AKSI 1 eleni® Ptl'ﬂhﬁhm
n 2023 Koordinato | Pelaksan
Indikator Satuan | TW! | TWH | TWH | TWIV r 3
pendidikan Dersjat Keschatan at
Keluargs dan
Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaky
Hidup Sersih dan Sehat
Meningkatny | Nilal aspek Pembangunan, Jumiah jaringan irigasi | Unit 3 0 0 3 terkait DINPERTA | DINPERT
a ketersedianan rehabilitasi dan usahs tani yang 5.217.100.000 | N KP AN KP
ketersediaan pangan pemeliharasn dibangun
pangan dalan KP Jjaringan irlgasi usaha
BECHTE tani
mandiri Pembangumnan, Jumlah jalan usaha Unit 0 o 0 12 terkait DINFERTA DINPERT
rehebilitast dan wnl yang dibangun B.210.000.000 | N KP AN KP
pemeliharaan jalan
usaha tani
Penyedipan Jumlah infrastruktur Unit o 0 0 o terkait DINFERTA DINFERT
infrastruldtur cadangan pangan NKP AN KP
cadangan pangan pemerintah yang
pemerintan (CPPB) tersedia
Opernsi dan Panjang Jaringan Km 0,25 0,25 0,25 0,25 | terkait DPU Bidang
Pemeliharaan Irigasi Permukanan yang 2,701.508.640 SDA &
Jaringan Irigasi Dioperasikan dan Irigast
Permukaan Dipelihara
Rehabilitasi Jeringan | Panjang Jaringan Km o1 0.1 | terkait DPU Bidang
Irigest Permulkaan Irigns Permukasn yang 2.014.823.140 SDA &
Direhabilitasi Irigasi
Pembangunan Jumlsh bangunan Linit 1 terkait OPL Bidong
Embung dan penampung air baku 7.615.373.000 SDA &
Penampung Air terbangun Irigasi
Lannya




Output Target 2023 S S N SR
Fermasalahs Turget kegtata Anpgaran Pelaksana
Sasaran Indikator RENCANA AKSI -
f 2033 1 abksi Perubaharn K 7 Pelal
Indikator Satusn T™W 1 ™ T™W I ™ IV A A
Meningkatny | Indelk daye 3.5 Rekonstruksi Jalan Panjeng Jalan yveng Em 10 19 terkait DPU DPU
& Sarana dan BAITIE Dilakuican 44.804.950, 000
Prasarana | infrastrukour Rekonstruksi Jalan
wiilayah Pemelinaraan Rutin Penjang Jalan vang Km 25 terlenit DPU DPU
Jalan Drilakulkcan 19.163.187.605
Pemeliharaan Secarn
Rutin
| Pemeliharaan Berkala | PAnjang Jaian yang Km 1 terkait DPU DPU
dalan Dhlakukan 21.247.850.000
Pemelihargan Secara
Berkala
Pembangunan Panjang Jembatan vang | Unit/Jem 2 terkmit DPU oPu
Jembatan Dibangun batan 1.115.000.000
Rehabilitnsi Jembatan | Jumial jembatan Unit/Jem a terkait DPU DPU
kondisl rusak ringan batan 540,000,000
yvang dirchab
Meningkatis (2023) T7.08% | Meningkethan Jumlah Rumah Tidak Limit 300 terlait DINPERKI Swakelal
n Kualites Cakupan kualitns rumah tidak | Layak Huni uniuk Rumah 7.285.000,000 M a
Permukiman | Hetersediaa layak huni di Pencegahan Terhadap
n Rumah Kabupaten Banyumas | Tumbuh dan
Layak Huni Berkembangys
Permukiman Kumuh di
Luoar Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha vang
Diperbailki
Meningkatia Persentese ik d Melakulan Supervisi | Jumlah Konsulssi Dokumen 4 terkait DINFEREI Swakelol
n Calcupan jumizh dan perencanaan Supervisl 415.000.000 M a
[mfrastrukotur rummah SPAM Pembengunan / Peningk Masyarak
Pelayanan tANEEA VANE atan/Perluasan Optima at / KSM




Suloat - Jenis Jumlah Unit/satuan Kerja
T Sasaran Indilator Taemt RENCANA AKSI oy oia TR
2023 wakal | Penibaban e | Deln
Indikmtor Satuan T™W I ™ Il Tw TW IV
r a
Dasar mendapatis lisesi SFAM
n akses
terhadap afr
minum
melabul Melakulan Jumlah sambungan ER 330 terlcait DINFERKI | Swalelsl
SPAM pembangunan SPAM | rumah yang teriayeni 3,030.000,000 M a
jaringan {reservoir/sumur bor] | melalul Kegiatan Padat Masyarak
permukaan Harya/SPAM Berbasis at / KSM
dan bukan Masyaraknt
jaringan Melakukan Peningkatan Kapasitas | Liter/Deti 12 | terkait DINPERKI | Swukelol
perpipaan peningkatan jaringan | SPAM IKK/Perkotaan | k 13.055.821.200 | M a
terlindung SPAM atau SPAM Tematik Masyarak
terhadap Tertentu at / KSM
rumah Memperluan Jaringsst | Jumlah Penambahan SR 352 terboit DINPERK] | Swikelol
tangge di 8PAM sambungan rumah 1.410.000.000 M A
seluruh vang terlayani melalui Masvarak
Kab/Kota Pemanfantan Idie at / KSM
Capacity dengan
(Ind. penambahan jaringan
Program perpipaan pada SPAM
2023) KK /Perkotasn stau
3PAM Tematik Tertentu
Melakukan Jumlah kelembagann Penyelen 5 terkait DINPERKI | Swakelol
pembinean terhadap | Felaksana Bgara 15.000.000 M a
KEM (Kelempok Herja | Penyelenggarssn SPAM | SPAM Masyarak
Masyarakat) SPAM / yang meninglat &t/ KSM
[KPSPAM) kinerjanya
2023 92 Melakukan Jumish Rumah Tanggs | Rumsh 2198 terkait | 25,075.451.000 | DINFERKI | Swakelol
|Persentane pembangunan Tangka | yang memilikd Tangh Tanges M a
rumah Septik Individuial Septik Masyarak
tinggal at | KSM




Permasalaha

— Tasget 2023 k.:uutl Jumbah Unit /satuan Kern
Target giatn Anggaran Pelaksans
Sasaran Indikator i RENCANA AKSI o alkal® Perababan - s
Indikator Sawan | TWI | Wi | TWm | TWWV m"im“ v :
bernkses Melakukan Jumlah Penyedinan Unit 2 terkmit §51.200.000 | DINPERK] | Swakelo]
| sanithi penyedinan Armada Penganghutan M a
(lnd. sarana/prasarana Lumpur Tinja Masyarak
Program penvedotan at / KSM
2023) Melskukan jesa Jumlal Rumah Tanggs | Rumah 360 terkait 100.000.000 | DINFERKI | Swakelol
penyedotan lumpur | yang Terlayani Tengga M a
tinje / Septiktznic Penvedotnn Lumpur Masyarnk
Timja ot [ KSM
Pembangunan Kapasitas [PLT M3,/ Hari 100 terkait 550.000.000 | DINPERKI | Swakelol
fasilitas pendukung Terbangun M [
FLT Masyarak
at / KSM
Pengurasan IFLT Kapasitas [PLT vang M3, Hari 100 terkait 300.000.000 | DINFERKI | Swakelol
Dioptimalisasi M a
Masvarnk
ot | KSM
Meningkatny | Prosentase B0% | Terfasilitasinya Jumlah Sarana dan Unit 0 0 o 1300 | terkait 275000000 DINSOS Bidang
a peran serta | desa yang Surang dan Prasarane | Prasarana Desa PED
masyarakat | meninglkat Desa
pads stRtuAnYa Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 am terkait ATAO3196ER DINSDS Bidang
pembanguna Fasilitasi Pengelolaan | Pengelolaan Keuangan Binn
n Keunngan Desa Deas Desa
Terlaksananva Juminh Dokumen Hasll | Dokumen o o [i] 100 torkait 35000000 DINSOS Bidang
Fusilitasi Pengelolann | Pengelolasn Aset Desa Bina
Aset Desa Desa




—_— gt 24 Jenis Jumiah Unit/satuan Kerja
Target kegiaia Anggaran Pelaksana
Sasarun Indikator 2023 RENCANA AKSI o akai® Perubaban e
Indikator Satuan TWI ™ TW Il TW IV . A

Terlnksananya Jumiah Dokumen Hasll | Dokumen 0 ] o 3 terkait 14000000 DINSOQS Bideng

Penutaan, Penataan, Perman

Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan

Pendayagunaan Pendayagunaan

Kelembagann Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan [RT,

Desa/Kelurahan (RT, | RW, PKK, Posvandu,

RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang

LPM, dan Kerang Taruna), Lembaga Adat

Taruna), Lembaga Dasa (Kelurahan dan

dan Masyarakat Adat

Huktm Adat

Terlaksananys Jumlah Dokumen Hasil | Dokumen 1] 0 Q 5 terlait 15000000 DINSOS Bidang

Fasilitesi Frsilitasi Permas

Pengembangan Usaha | Pengembangan Usaha

Ekonomi Mesyarakat | Ekonomi Masyarakat

dan Pemerintnh Desa | dan Pemerintah Desa

dalam Meningkatkan | dalam Meninghkathan

Pendapatan Asli Desa | Pendapatan Asli Desa
Meningkatny Harapan 1291 | Pembangunern Rusng | Jumlah Ruang Kelas Ruang ] 0 5] 6 terloait Dinas Hidang
& derajat Lamn Kelas Baru di jenjang | Baru yang Bertambah B 7T11.871.207 | Pendidikan | Pembina
pendidikan Sekolah 3D an 80

Pembangunan Jumlsh Sarana, Unit o 1] 0 a3 terkait Dinas Bidang

Sarana, Prasarmna Prasarana dun Mtlitas 6.078.427.000 | Pendidikan | Pembina

dan Utilitas Sekolah Sekolah yvang Telah an 5D

di jenjang SD Dibangumn




Crutput Target 2023 J“.ﬁ‘ i G W
Permasalaha Target kegiata Anggaran Pelak=ana
Sasaran Indileator RENCANA AKSI .
a 2023 Raksl® | Perabahie e | Pelaean
Indikuter Satuarn ™I ™I TW I TW IV 2 =

Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas Ruang 0 0 0 50 terkait Dinas Bidang
Sedang/Berat Ruang | yang Dirchabilitasi 31.774.417.818 | Pendidiken | Pembing
Kelas Jenjang 5D Sedang/Berat an S0
Eehabilitas] Jumlah Sarana, Unit [v] 0 0 8 terimait Minas Bidang
Sedang/Berat Sarann, | Presarana dan Utilitas 1.657.026,000 | Pendidikan | Pembina
Prasarana dan Utilites | Sekolah yang Telah an 80D
Sekolah Jenjang S0 Direhabilitasi
Penamhshan Ruang Jumiah Ruang Kelas Ruang 0 0 0 7 terkait Dinas Hidang
Kelas Baru di jenjang | Baru vang Bertambah 1,993.209.000 | Pendidikan | Pembine
Sekolah Menengah an SMP
Pertama
Fembangunan Jumlah Sarana, Unit 0 4] o 9 terkait Dinas Bidang
Sarans, Prasurana Prasarana dan Utilitas 1.859.518.000 | Pendidikan | Pembina
dan Utilitas Sekolah Sekolah yang Telsh Hn SMP
di jenjung Sekolah Cibangun
Menengah Pertama
Rehabilitasi Jumiah Ruang kelas Ruang 0 (] o &5 terlait Dinas Bidang
Sedang/Berst Ruang | sekolah yang Telsh §.439.235.576 | Pendidikan | Pembina
Kelas Jenjang Sekolah | Direhabilitas an SMP
Menenguh Pertama Sedang/Berat
Rehahilitasi Jumlah Sarana, Unit 0 0 0 11 tericait Dinas Bidang
Sedang/Berat Sarana, | Prasarana dan Utlitas 1.435767.000 | Pendidikan | Pembina
Prasarana dan Utllitas | Sekolah yang Telah an SMP
Sekolnh Jenjang Direhabilitasi
Sekolah Menengah Sedang /Berat
Pertama

* & (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023




Tabel 3.6.2 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Mengurangi Beban Pengeluaran Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten

Banyumas
Targ Rencans Aksi Cutput Target 2023 Jenis Jumilah Unit/satuan Kerja Pelaksans
Permasal e .3 Indikatar Batuan T4 Hegiat BNERETAN
shan 202 TW1 | TWN ot an perubahan Koordinator Prlaksana
3 Akoui*
Menurun | Meninghkainya Nilai Aspek T9.4 | Penvediaan Jumlah hahan Paket o 0| 2100 terkai 140.700.000 | DINPFERTAN DINPERTAN
kan Keterjangkauan Hargn | Keterjangkauan 8 | behan pangan/ | pengan/ t KP KPF
Beban Pangan Pangan dalam [KP eadangan cadangan
Pengelura PENEAN uniuk | pROEED yang
n desa TAWED diberikan
PEANEAN kepara desa
TAWEI PRNgAn
Penerbitan Jumlnh Dokum ] 4 o terkai 10,000,000 DINFERTAN DINPERTAN
registrasi registrasi PSAT | en t KP KP
keamanen yang diterhitkan
PAngan srgar
asal tumbuhan
Pelatihan Jumlah Orang ] o 180 terkai | 55.000.000 DINPERTAN DINFERTAN
olahan pangan penerima t KP Kp
pelatihan
oishan
Pelatihan Jumlah Orang 0 o 180 terkai DINPERTAN DINFERTAN
pemanfaatan penerima t KP KP
pekErangan peiatinan
pemanfaatan
pekaTingan
Pelatihan Jumlah Eeluarg 0 o 180 terkal 60.000.000 | DINPERTAN DINPERTAN
Olahan Pangan | keluurgs yang a t KP KFP
meEnarima
pelatihan




Targ | Rencana Alosi Dutput ‘Target 2023 Jenis Jumlah Uinit/satuan Kerje Pelaksana
Permasal P el Indikator Satuan " ol Kegiat ANEgAran
ahan 202 ™1 [TWi i v an perubshan Koordinator Pelakeana
3 Alesi®
Meningkatnya derajat Harapan lams 12,9 | Pengadnan Jumlah Pesaria terkai Dinas Bidang
pendidilkan selolah 1 | Perlengkapan Perlengkapan Didik t 927,710,000 Pendidilan Pembinasn
Sigwa Jenjang Bekolah yang sD
8D (Satu Set : Tersedia
Buku Tulis,
Putpen, dll} 0 0 1] 1000
Beagiwwa Kartu | Jumlsh Peserta | Peserta terkai Dinns Bidang
Banyumas Didik Sekalah Didik t 1.520.000.000 Pendidikan Pembingan
Pintar (KBF) Menengah Atas 8D
kepada Peserta | vang Menerima
Didik Jenjang Biayn Personil
8D Pegerta Didik 1] 0 2980 0
Bantuan Jumlah Sekolah | Satuan terkai Dinas Bidang
Cperasional Dasar yang Pendidi t 119,707 .400.0 Pendidikan Pembinaan
Satuan Mengelola Dana | kan 00 5D
Pendidikan BOS
Sekolah Dasar A1l 0 811 o
Beasiswn Kartu | Jumiah Peserts | Peserta terkail Dinas Bidang
Banyumas didik Sekolah Dhdilke t 1. 185,600,000 Pendidikan Fembinaan
Pintar (KBP) Menengah EMP
kepada Peserta | Pertama yang
Didike Jenjang Menerima Bisva
Sekolah Peraonil Peserts
Menengah Dridik
Pertame 0 0 0 1482
Rata rata lama 7.55 | Pengadaan Jumlah Peserti terkeal Dinas Bidang
sekolah Perlengkapan Perlengiapan Didik t 50.000.000 Pendidikan Pembinsan
Siswa Jenjang Pesertn Dhdik SMP
SMFP yang Tersodis i 0 1] 300




Targ | Rencana Aksl Dutput Target 2023 Jenis Jumlsh Unit/ satunn Kerja Pelaksann
el Indilkator Satuan Kegiat AngEaran
Indilator ™ ™
202 TWI1 | T™WI m " an perubahan Koordinator Pelnksana
| Akemi®
Bantuan Jumiah Sekolah | Satuan terkit Dinas Bidang
Ciperasional Mernengsh Pendidi t 75,974 800.00 | Pendidikan Frmbinaan
Satuan pertama yang kan o SMP
Pendidikan Mengeiola Dana
Sekolah BOS
Menengah
Pertams 162 o 162 o
Beasiswa Jumlah Peserta | Peserta terkai Dinas Bidag
kepada Peserta | didik PAUD Didik t | 2095908450 | Pendidikan Pembinnan
Didik Jenjang yang Menerima PAUD dan
PAUD Biaya Personil DIKMAS
PAUD 0 0 #] 3490

Bantuan Jumlah PAUL Satuan terka Dinas Bidag
Ciperasional yang Mengelola | Pendidi t 21,383,356.00 | Pendidikan Pembinuan
Penyelenggaraa | Dana BOP kan 4] FAUD dan
n Pendidikan DIKMAS
Anak Usia Dini
Regulsr 1200 0 1200 L
HBeasiswa Kartu | Jumlah Peserta | Peseria terkal Dinas Bidng
Banyumas Didik Didik t 502,000.000 Pendidikan Pembinaan
Pintar [KBP) Nonformal / Kegse PAUD dun
kepadn Peserta | LATAan Yang DIKMAS
Dielik Menerima Biaya
Nonformal/Kese | Personil Pesertn
tAareRn Didil 0 o 1] 509
Bantuan Jumlah Sekolah | Satuan terkai Dinas Bidag
Operasional Nonformal/ Kese | Pendidi t | 6.926.191.000 Pendidikan Pembinasn
Penyelenggaras | tATARN VEOE kan PAUD dan
n Pencdilan Mengelola Dana DIKMAS
Kesetnrann BOP 43 a 43 0




Targ | Rencans Aks{ Crutpat Target 2023 Jenis Jumlah Unit/satunn Kerja Pelaksana
ot Indiketor Satuan Kegiat arnggHran
Wh " 202 W1 Wi T: T an | pebehan | Koordinétor | Pelakesna
3 Alcm*
Meninghkatriya Persentase pemerlu | 100 | Meninglatkan Jumlah Lembag o 0 0 2 terkaml | 129.000.000 DINSCS Bidang PSPFM
penanganan sosial Pelayanan % | Krpesitas Lembega B t

kessjahternnn Lembags Kesejahteraan

Sosial (PPKS) Kesejahterpan Sosial yang
Kewenangan Kapagitasnyve
Kabupaten (Kot Eewsnangsn
i Kabupaten Kot

a
Terlaksananya | Jumlah Keluarg o 0 0 150.0 | terkmi | 487.581.500 DINSOS Bidang PSPFM
Pengentasun Keluargn vang a LU
Keluarga Fakir Mendapathan
Miskin Pengentasan
Kabupaten /Kot | Falkir Miskin
B Kabupaten,/Kot
[
Terpenuhinya | Jumlah Orang | Orang 0 0 0 100 | terkai | 51.615.250 DINSOS Bidang PJRS

Crang yang yang 1
Mendapatian Mendapatkan
Permakanan Permakanan
Jx1 Har dalam 3x1 Hari dalam
Masa Tanggap | Masa Tenggap
Darurat Darurat
(Fengungsian| (Pengungsian)
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten /Kot | Kabupaten/Kot

&




Targ | Rencana Aksi Output Trrget 2023 Jenis Jumlah Ursit/ satunn Kerja Pelaksana
Fermasal - ot Indilator Satuan = o Kegiat ANEEATAN _
ahan 202 ™1 |TW - X an perubahan Koordinator Pelnksann
3 Abewi®
Perseniase pemerin | 100 | Terpenuhinya | Jumlah Orang | Orang 0 0 0 300 | terkai | 347.127.200 DINSOS Bidang PJRS
Pelayanan % | Kebutuhan vang t
kesejahteraan Permakanan Per | Mendapatkan
Sosial (PPKS) Orang Sesumi Femenuhan
terehahilitasi dengan Standar | Kebutithan
Gizl Minimal Permakanan
Kewenangan Sesunl dengan
Kabupaten /Kot | Standar Cizi
Fl Minimal
Kewenangan
Kabupaten /Kot
[:
Tersedianya Jumlah Orang | Orang 0 0 0 300 | terkai | 73.627.000 DINSOS Bidang PIRS |
Paknian dan yang Menerima t
Kelengkapan Pakmian dan
Lainnya dalam Kelenghapan
! Tehun Lainnya vang
Kewenangnn Tersedia dolum
Kabupaten /Kot | 1 Tahun
a Kewenangan
Kabupaten, Kot
i
Terpenuhinya Jumiah Orang Crang o o ] 20 | terkai | 58.800.000 DINSOS Bidang PJRS
Orang yang yang t
Mendnpatkan Mendapatkan
Alat Bantu dan | Alat Bantu dan
Alat Bantu Alat Bantu
Peragn Sesuai Peraga Sesuai
Kebutuhan kebutuhan
Kewenangan Eewenangan
Katopaten/ Kot | Kabupaten/Kot




Targ Rencana Aksi Crutput Target 2023 Jenis Jumiah Unit/ satunn Kerja Pelaksans
et Indikator Satuan Kejgint angEarsn
R TS 202 T™WI1|TWI o o AR perubahan Koordinator Pelaksana
; m v Ak
a B
Terpenuhinya Jumilah Orang Orang (1] 0 o 20 | terksi | 7.500.000 DINSOS Bideng PJRS
Crang yeng yang Terpenithi t
Membutuhimn | Kebutuhan
Pembuatan Pembumtan
Nomor lnduk Nomor Induk
Kependudukan, | Kependudukan,
Aktn Kelahiran, | Alkta Kelshiran,
Surat Nikah, Surat Nikah,
dan Kartu dan Kartu
Identitas Anak Identitas Anak
bagi bagi
Penyandang Penyandang
Diaabilitas Digahilitas
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kot | Kabupaten/Kot
a A
Terpenuhinya Jumlah Orang Creng 0 0 0 10 | terkai | 7.392.500 DINSOS Bidang PIRS
Drang yang vang t
Mendapathkan Mendapatkan
Alkses ke Akses ke
Lavanan Layanan
Pendidilan dan | Pendidilan dan
Hesehatan Hesehatan
Dasar Dmsar
Kewenangan Hewrnangan
Kobupaten /Kot | Kabupaten /Kot
a B
Meningkntnya Derajat | Usia Harapan 73,9 | Kelas [bu Hamil | Jumilah Ibu Orang | 5619 | 5430 | 6830 | 6831 | terkai Dinas Bidang
Kesshatan Hidup (LHH] 3 Humil vang t | 1.857.328.916 | Keschatan Kesehatan
Mendapatkan Masyarokat




Targ | Rencana Aksi Ourtput Target 2023 Jenis Jumlah Unit/satunn Kerja Pelaksana
o K kror el indikator Satuan W w Kegiat BIggarian
202 T™WI1 | ™I n W an perubahan Koordinator Pelaksana
3 Akai*
Pelnvanan
Kesehatan
Sesuni Standar
Rumah Tunggu | Jumlah Ibu Orang | 5580 | 5841 | 6099 | 6100 | terkai Dinas Bidang
Kelahiran Bersalin yung t] L500.323.700 | Keschatan Keschatan
Mendapatkan Masyarakat
Pelnyanan
Kesehatan
Zesuai Standar
Pelatihan AMP Jumlah Bayi Crrang 5211 | 5507 | 5800 | 5956 | terkai Dinas Ridang
Baru Lahir yang t| 1.263.872.059 | Keschatan Kesshatan
Mendapatikan Masvarnknt
Pelayanan
Keschatan
Sesuai Standar
Pelatihan MTHS | Jumlah Balita Orang | 2432 | 2628 | 2300 | 2482 | terkal Dinas Bidang
Vang 1] 2 0 2 t 493.264.500 | Kesehatan Kesshatan
Mendapatkan Masyaralomt
Pelayanan
Kesehatan
Sesual Standar
Pelaksanaan Jumlah Anak Orang o 0| 1490 | 1000 | terkai Dinas Bidang
sheriming Usia Pendidikan 27 00 t | 3,772.325.300 | Kesehatan Kenehntan
hesehatan Dasar yang Masvaralat
kepada anak Mendapatkan
Ud{lkzar Pelavanan
Kesehatan
Segual Standar
Pos pelayanan Jumlsh Crang | 1897 | 1355 | 2390 | 2390 | terkai Dinas Bidang
terpady usia Penduduk Usia 50 59 | 00 B4 1| 2.621.146,000 | Keschatan Pencegahan
produlrif Produlktif yang pada Penvakit




Toarg | Rencans Alos Cutput Target 2023 Jenis Jumiah Unit/satuan Kerje Pelrksana
Permasal et Indikator Satuan ™ - Kegiat anggaran
whan 202 TW1 | TWH an perubahan Koordinator Pelakaans
a w " Alesi*
Mendapatian
Pelayanan
Kesshatan
Sesuai Standar
Pelakeanaan Jumlah Orang | 6509 | 5654 | 6200 | 6318 | terkai Ciinas Bidang
akrining Penduduk Uals 9 9|0 ] t| B.107 448 800 | Kesehatan Kesehatan
kesthatan Lanjut yang Masyarakat
kepada usia Mendapatkan
lanjut 60 Pelayanan
keatas) Keschatan
Seguni Standar
Pelayanan Jumlah Orang | 5513 | 3067 | 4300 | 4335 | terkal Dinas " Bidang
terpadu PTM di | Pendenita 0 3 o 2 t B21.028.000 | Kesehatan Pencegahan
FKTP Hipertensi yang pada Penyakit
Mendapatkan
Pelayanan
Keschatan
Sesuai Standar
Skrining di Jumiah Orang | 1276 | 6349 | 2000 | 2073 | terkai Dinas Bidang
UKBM Penderita 6 t | 2.818.428.000 | Kenshatan Pencegahan
Diabetes peda Ponyakit
Melitus vang
Mendapatkan
Pelayanan
HKesehatan
Sesuai Standar
Pengeloann Jumlah Crang Orang | 1434 | 739 | 436 | 436 | terkes Dinas Bidang
Desa Stags yang t| 354005000 | Kesehatan Peneegahan
Schat Jiwe dan | Mendapatkan pidn Perryakit
Tim Pembinn Pelayanan
Kesehatan Jiwa | Kesehatan




Targ | Rencana Akosi Output Target 2023 Jenis Jumlah Unit/satuan Kerja Pelakeana
et Indikator Satuan o - Kegiat ENgERATAN
202 TWI1 [ TwWi iz iV an perubahan Roordinator Pelaksana
3 Adem®
Masyarakat Grang dengan
Gangguan Jiwa
Berat Sesual
Standar
Skrining orang | Jumlah Orang Orang | 5683 | 6377 | 3000 | 1540 | terka Dinas Bidang
terduga TH Terduga t| 3.230.483.860 | Kesehatan Pencegahan
Menderita pads Penyalit
sidh diinput wk | Tuberkulosis
tertampll yang
Mendapatkan
Pelayanan
Sesunl Standar
Pemeriksaan sk | Jumlah Crang Orang 5455 | 7252 | TB98 | TEO99 | terkai Dinas Bidang
rining HIV pada | Terduga t| 975.544.700 | Kesehatan Pencegahan
populasi Menderita HIV pada Penyaldt
Ichusus dan YaEng
populasi kunci | Mendapatkan
Pelayvanan
Sesoai Standar
Skrining ODME | Jumlah Crang Orang | 3586 | 5213 100 101 | teckai Dinas Bidang
di dengan Masalah t 56,250.000 | Keschatan Pencegahan
Poshindu, Sekol | Kejivaan pada Penyakit
ah dan fasilitas | [ODMK] yang
umum lninnys. Mendapatkan
Pelnyrnan
Keschatan
Tes urin dan Jumlah Orang 22 6 (=] 6 | terkai Dhinas Bidang
Assist di Penyalahguna t 15.000.000 | Kesehatan Pencegahan
sehalah dan NAFZA yang pada Penyakit
instansi Mendapatian
Pelayanan




Targ | Rencana Aks Cutput Target 3023 Jenis Jumlah Unit/satuan Kerja Pelrkeang
Samaran Indikator = ot P ™ ™ S i
202 ™ 1 |TWi i i An perubahan Roordinator Pelaknana
3 Mfesi®
Heschatan
BPRJS bagi Jumlah Crromg 6213 | 6297 | 6522 | 6522 | torkai Dinas: Bidang
masyarakat Dokumen Hasil G 2 4 4 t| 34.T797.704.41 | Kesehatan Pelayanan
migkin Pengelalann ] Kesehatan
Jaminan
Kesehatan
MasyRrakat
Meninghatnya Kualitas | Anghkatan Kerja 9% | Menyelenggarak | Jumiah Pentard | Orang 1] 5 50 25 | terkai DINNAKERKQ | DINNAKERKO
dan Dayn Saing Tenags | yang Bekerja an Job Kerja yang t 200,000,000 | PUKM PUEM
Kerja dengan Pendidikan Fair /Bursa Mendapatikan
yang Ditamathan Kerjn Pekeriaan
Minimal SLTA Metalul Job
Fair {Bursa
Kerja
Meningkatnya Kualitas | Indeks 71.9 | Penanganan Jumiah korban | orang 13 13 13 13 terkai 100,504,000 | DFPKBP3A DFPKBPIA
Hidup Perémpuan dan | Pemberdayaan 4 kasus terhadap | perempuan t
Anak Gender (IDG) perempuan vang ditangani
Somialisasi Jumnlah keginta 1 2 2 1 terkal | 160.000,000 | DPFPKBP3A DFPKBP3A
pemenuhan hak | sosialisas n t
anak pemenuhan hak
anak
Nilat 650 | Penyedinan data | Jumlsh OPD orD 29 terkal | 7.000.000 DPPKBF3A DFFEBF3A
Kota, Kabupaten gender dan yang mengelola L
Layak Analk anak oleh setiap | data gender dan
opd anak
Pertumirubuan Pepurunan Laju 1,77 | Pemberian Jumlah fbu OTAng as terkal | 75.000.000 DPPEBP3A DFFERPIA
Penduduk yang Pertumbuhan nuotrisl bag fbu | hamil reaika L
Terkendali Penduduk [LPP) hamil resiko tingg yEOE
tinggi mendapat
pemberian
nutrisi




* . (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.6.3 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Meningkatkan Pendapatan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan Sasaran Indikator Target RENCANA AKSI Jenia Unit / satuan Kega
2028 Crutput Target 2023 Kegiata Juamiuks P
n aksi* Anggaran
Indikator Satuan T™W I ™ I TWHI | TWIV Perubahan T &h:m
Meningkatknn | Meningkat | Persentase 100% | Meningkainys Jumiah Keluarga yang Keluarga ] 0 0 5 terkait | 15.000.000 DINSO | Bidang
Pendupatan Ay pemeriu Kapasitas Keluarga Meningks! Kapasitasnya - PSPFM
penangana | Pelayanan Kewenangrn Kewenangsn
n sosinl keacjahteraa Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota
n Sosial Terpeniuhinya Orang | Jumlah Orang Orang 0 0 0 25 terkait | 15.000.000 | DINSQ | Bidang
(PFPKS) yang Mendapatkan Mendrpatkan Bantuan 8 PSPFM
terlindungi Bantuan Pengembangan Ekonomi
Pengembangan Masyarakat Kewenangan
Ekonomi Masyarwkat | Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kahupaten [ Kots
Meninghot | Nilai Aspek 80,98 Hibah sarana Jumlah Sarane Unit 9 terkait 623.000.000 DINKA | DINKANN
nye Ketersedingn budidaya periknnan Pembudidayaan [kan NNAK AR
Ketersediaa | Pangan kepada kelompok dalam 1 Satu Daerah
n Pangan dalam IKP pembudidaye tkan Kabupaten Kota
s s Hibah ternak kepada | Jumiah Benih Bibit Elkor 30 | terkait | 1.305.000.000 | DINKA | DINKANN
Maps kelompel ternik Tersiak yang Sumbernya NNAK AK
dari Daernh Kabupaten
Kota Lain
Pernbangunan, Jumlah Prasarans Linit 1 terkait 150,004,000 DINKA | DINKANN
Rehabilitasi dan Pertanian Lainnya yang NNAK AK
Pemeliharasn Dibangun Direhabilitasi
Prasarana Peterpakan | dan Dipelihara




Permasalahan Sasaran Inlilcator Tarpet RENCANA AKS] Ovipiat Target 2023 Jcml Unit/satuan Kerja
2023 Kegiats Jumlah Pelaksana
n aksi® Anggaran .
Indikatar Satan | TWI | TWH |Twm | TWN Perubahan T M":m
Optimalnya | Nilal Produk Penumbuhan Jumlah Keluarga yang | keluarga 54 0 0 0 terknit | 20.000.000 | DINNA | DINNAKE
Pengemban | Domestik 45595 | Kesatlaran Keluarga mengikutl Penumbuban KERKO | RKOPUK
gan Produk | Regional Miliar dalam Peninglatan Kesadaran Keluargs PUEM M
Patensi Bruto Sektor Taral Hidup Keluarga | dalam Penimghatan Tand
Ekonomi Potensial melalul Kehidupan Hidup Keluarga melalul
Dasrah Berkoperasi dan Kehidupan Herlkoperasi
Pengembangan dun Pengembangan
Ekonomi lainnya Ekonomi lainnya
Memfasilitasi Usaha Jumish Uit Usaha unit usaha 220 terkait CSR DINNA | DINNAKE
Mikro Menjadi Usshs | Mikro yang Terfasilitasi KERKO | RKOPUK
Kecil dalam dalam Pengembangan PUKM M
Pengembangan Produksi dan
Produksi dan Pengolahan,
Pengolahan, Pemasaran, SOM, serta
Pemasaran, SDM, Deszin dan Teknologi
serta Desain dan Pengembangan
Teknologi Produksi dan
Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta
Desain dan Teknolog
Meningkatlkan Jumlah Unit Usaha Unit Usaha a0 terknit CSR DINNA | DINNAKE
pemberdayaan yang Telah Menerima KERKO | REGOPUK
kelembagaen potensi | Pembinaan dan PUKM M
dan pengembanigan Pendampingan
usaha mikro Terhadap Usaha Mikro
Memfasilitas] Jumieh Unit Usahe Unit Usaha 200 terknit CSR DINNA | DINNAKE
kemudahan perizginan | yang Telah KERKO | RKOPUK
usaha miloo Melaksanakan PUKM M
Kemitraan Usaha Miloro




Permasalahan | Sasaran Indikator | Target RENCANA AKSI Jemia Unit/satuan Kerjn
i Output Target 2023 Keulata Jumiah Pelakians
aksi* Anggaran
Indilkator Satuan ™I ™ N TW I T™W IV ! Perubahan Kaoraks, | Felulean
ator I}
Meningknt | Angkatan 97, Pendidilan dan Jumlah Tenags Kerjn orang i ] G4 112 terkmit 743.641.800 DINNA | DINNAKE
mya Kerje yang Pelatihan yang Mendapat KERKO | REQPUK
Kualitan Bekerja Keterampilan bagi Pelatihan Berbasis PUKM M
dan Daya | dengan Pencari Kerja Kompetensi pada
Saing Pendidikan berdasarkan Klaster Tahun n
Tenags yang Kompetensi
Kerja Ditamatlenn Pelatihan Tenaga Jumlah Tenaga Kedga orang 7] 190 o a terkait 160.000.000 DINNA | DINNAKE
Minimal Kerja Mandiri / yang Diberdayakan KERKO | RKOPUK
SLTA wirausaha baru Melalui program PUKM M
Pertuasan Kesempatan
Kerja
Memiasilitasi Pengembangan Grasg, 1500 ] D ] terkait 4,500.000 DINNA | DINNAKE
kescjahtersan tenagn | Pelaksanman Jaminan KERKC | RKOPUK
kerjn dengan Sosinl Tenagn Kerja dan PURKM M
pemeniuhan jaminarn Fasilitas Kesejahtleraan
sorial tenega ketja Peleria
dan penerimaan upah
sesusl UMK
Meningkat | Nilai aspek | B0,98 | Pemberian bantuan | Jumlah bantuan sarans Paket i} 0 4 0 terkait | 450.900.000 | DINPFER | DINPERT
nyh ketersadinnn aarana produksi produksi vang TAN KP AN EP
ketersedian | pangan diberikan kepada
11 pangan dalam IKP Crapoktan / Pokan
palatd Pelaksansan gerakan | Jumlah pelaksanaan Kegiatan 10 10 10 10 | terkait | 159.000.000 | DINPER | DINPERT
o pengenclalian OPT gerakan pengendalian TANKP | ANKP
OFT
Bimtek pengolahan | Bimtek pengolahan Keglatan 2 0 0 o terkait | 25.000.000 | DINPER | DINPERT
hasil hasil yang TANKP | AN KP
dilaksannkan




Sasaran Indikatar RENCANA AKSI Ohtgict Target 2023 Jenia Unit/satunn Kerja
Kegiata Jumlah Pelaksans
n alsl® Anggaran
Indikator Satuan W1 TW il ™I ™ IV Perubahan s 2
Pelakeanasan sekolah Jumieh sekalah lapang Unit a a o 1] terknit 225.892.000 DINPER | DINPEET
lapnrig kelompek tani yang TAN KP | ANKP
terbentulk dan
beroperasi
Pembinaan kelompok | Jumiah Nelayan Kecil Orang 5 terkait 10.000.000 DINKA | DINKANN
nelayan yang Meninglkat NNAK AK
Kapasitasnya
Bimbingan teknis Jumiah Kelompok Kelompok 20 terkait |  7.000.000 DINKA | DINKANN
kepada kelompok Usahsa vang NNAK AK
pembudidaya fimn Memperoleh
Pendampingan
Eemudahanan Akses
lmu Pengetahunn
Teknologi dan Informasi
Serta Penyelenggaranm
Pendidikan dan
Pelatihan
Meningkat | Nilad Penyediasn dats Jumlah OPD vang oPD 29 terkait terkmit DFFKB | DPFFKBP3
oy Kota/Kabup gender dan anak oleh | mengelola data gender Paa A
Kualitas uten Lavak setiap opd dan anak
Hidup Anak
Perempunn
dan Anak

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023




Tabel 3.7.1 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Meminimalkan Kantong Kemiskinan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten

Banyumas
Crutput Target 2024 e e l.lnitpf “I tr.:l an Kerjn
Permasalahan | Sasaran indikator w RENCANA AKSI kegiata. | o oren
Indikatar Sawan | TWI | Twm [Twm | TwWiv | Fogrein || Beltom
Meminimalloun Memninghkat Usia 73.96 | PISPK Jumlah Keluarga vang Keluarga 123500 | 123900 | 1239 | 123903 | Terkmit 200.000.000 | Dinas: | Bidang
Kantong nyr Derajat Hamapan Sudah Dikunjung dan oo Keschat | Prlayana
Kemiskinan Kesehetan | Hidup (UHH) Ditntervensi Masalah an n
Kesehatannya oleh Kesehatn
Tenaga Keschatan n
Puskesmas
Skrining COMK di Jumlah Orang dengan Crang 67283 | 67283 | 6728 | 67284 | Terkadt 56.250.000 | Dinas Bidang
Posbindu Sekolah dan | Masalah Kejiwaan 3 Kesehat | Pencegah
fasilitas umum [ODMK] vang an AN pads
lninmya. Mendapatioan Peryaldt
Pelayanan Kesehatan
Tes urin dan Assist di | Jumlah Penyalahguna Orang 24 4 249 24 | Terkait 15.000.000 | Dinas | Bidang
sekolah dan instansi | NAPZA yang Kesehat | Pencegah
Mengapatisn an BN padsa
Pelayanan Keschitan Penyakit
Penyelidilan Jumlah Dokumen Hasil | Dokumen 2 1 2 2 | Terkait | 1.067.639.310 | Dinas | Bidang
Epidemiologi Penivakit | Pelayanan Kesehatan Kasehat | Pencegeh
Menular Penyakit Menular dan &Ml an pada
Tidek Menular Penyakit
BPJS bagi Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 2 1 2 2 | Terlit 36.357.328.00 | Dinas Bidang
masyarnkat miskin Pengelolaan Jaminan 0 | Kesshat | Pelayana
Kesehatan Masyarakat an n
Kesehata
n
Monitoring dan Jumlah Kefuarga vang Kelusrea 128875 | 128875 1288 | 128875 | Terkm 40.000.000 | DINKE Bidang
evalunal pelaksansan | Mengikuti Peniumbiiban 75 8 Kesehata
PHBS rumah tangga Kesadaran Keluarga a
dan institus dalam Peningkatan Masyarak




Output Target 2024 .. = Uni:;:nmm Herja
Permasalahan Indikator | Doge RENCANA AKSI kegam | O
;| ookl Koordin | Pelaksan
Indikator Batuan TWI TWHO | TWID | TWIV i .
pendidikan Dergjnt Kesehatan at
Keluargs dan
Lingkungan dengan
Menerapkan Peritako
Hidup Sersih dan Schat
Milni nspek Pembangunan, Jumlah jaringan irigasi | Unit 10 | Terkait BOD,000.000 | DINPER | DINPERT
keterasdiaan rehehilitasi dan usaha tAni yang TAN KP | AN KP
PEDEAT pemoliharaan dibangun
dalam IKP Jjaringan irigas usaha
Eni
Pembangunan, Jumlah jalan usaha Uit 8 | Terkait B00,000.000 | DINPER | DINPERT
rehebilitasi dan tani yang dibangun TAN KPP | AN KP
pemeliharaan jalan
usaha tani
Penyediann Jumlah infrastrukiur Uit 1 | Terkait 1.200.000.000 | DINFER | DINPERT
infrastrulaur cadangan pangan TAN KP | AN KP
cadangan pangan pemerintah yang
pemerintan (CPPD) tersedia
Operasi dan Panjang Jaringan Km Terkait 687.501.101 | DPU Bidang
Pemeliharaan Irigasi Permukaan yang 0.5 SDA &
Jaringan Irigasi Dioperasikan dan Irigasi
Permulkaan Dipelihara
Rehabilitasi Jaringar | Panjang Jaringan Km Terkait 948,357 425 | DPU Bidang
Irigusi Permukann Irigesi Permukann yang 1 5DA &
Direhabilitasi Irigasi
Operasi dan Meningkatnys jumlah | Unit 1 | Terkait 100.000.000 | DPU Bidang
Pemeliharaan Polder dan kolam S5DA &
Polder/Kolum Retensi | retensi vang dipelihara Irigasi




Unit,/satuan Kerja

- i Output Target 2024 Jml-ﬂn iaiis Pe
Permasalahan Sasaran Indikatar 2034 RENCANA AKSI kegiata 4
Indikator Satuan w1 | twn |twm | twi | 2O Woewd | e
Pembangunan Jumlsh bangunan Lt 1 | Terkait 5.664,396.997 | DPU Bidung
Embung dan penampung air baku 8DA &
Penampung Air terbangun Irigasi
Lainnya
Meningkat | Indek dava 3,42 | Rekonstrulesi Jalan Panjang Jalan yung Km 15 15 20 | Terkait | 38.309.575.14 | DFU DPU
A Dilakukan 8
An struakiur
Frasarana Rekonstrukesi Jalan
Wikt Pemeliharaan Rutn | Panjang Jalan yang Km I 36 20 0 | Terkait | 9.983.460.074 | DPU | DPU
Jalan Dilakoulen
Pemeliharaan Secara
Rutin
Pemelihaman Berlmla | Panjeng Jalen vang Km 1,5 1.5 2 | Terkait 5.479.398 456 | DPU Dey
Jalan Dilakukan
Pemeliharean Sccars
Berkala
Prlebaran Jalan Panjang Jalan vang Km 0,5 | Terkait 200.000.000 | DPU oPy
Menuju Standar Dilakukan Pelebaran
Memuju Standar
Pemeliharsan Rutin Panjang Jembatan yang | Jembatan 5 | Terkait 410.954.884 | DPU DPU
Jembatan Dilakulean
Pemeliharaen Secars
Rutin
Pemeliharsan Berkala | Panjang Jembatan vang | Jembatan 1 | Terbomit 200.000.000 | DPU bPu
Jembatan Dilaku kan
Pemeliharaan Secara
Berkals
Pembangunan FPanjang Jembatan yvang | Unit/Jemb 1 | Terhait 1.185.446.781 | DPU nru
Jembatan Dibangun atan
Pembangunan Jalan | Panjang Jalan vang Km 0,2 | Terkait 500.000.000 | DPU DFU
Dibangun




Cutput

Trrget 2024

Unit/satusn Kera

Permasalahan | Sasaran Indikator T.;.E' RENCANA AKSI %,Et? him
Indikator Satuan TWI | TWD |TWm | TWIV "’:;“” s
Penggantian Panjang Jembatan yang | Jembatan 1 | Terkait 500.000.000 | DPU DPU
Jerm b ten Dilakukan Penggantian
Meningknt | Persentase 12 Perbaikan Rumah Jumish Rumah Tidak | Unit 200 200 | 200 200 | Terknit | 4.000.000.000 | DINPER | Swakelol
oy Smegue Tidalk Layak Huni Layak Huni untuk Rumah KIM a
Permukima | Layak Huni Untuk Pencegshan Pencegahan Terhadap
" Terhadap Tumbuh Tumbuh dan
Dan Berkembangnya | Berkembangnya
Permukimen Kumuh | Permulkiman Kumuh di
[ Luar Kewnsan Luar Kawasan
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
Dengan Lugs i dengan Luas di Bawah
Bawah 10 {sepuluh) 10 {Sepuluh) Ha yang
Ha Diperbailki
(Unit Rumah)
Meningkat | Persentase 1,5 | Melakukan Juminh Masyarakat Orang 15 15 15 15 | terkait 55.000.000 | DINPER | Swakelal
mkzﬂ e w pembinaan terhadap | vang dibina dan KIM a
Infrasrulkt Tangen KEM [Kelampeok Kerja | diberdayaken dalam Masyarak
i o m'“:h_ Masyarakat) SPAM / | Pengelolean dan at ) KSM
Drasar Minum [KPSPAM) Pengembangan Sistem
(A0} Penyediaan Air Minum
{SPAM)
melakukan Jumleh Dokumen Dokumen 2 2 Z 2 | Tidak 300.000.000 | DINPER. | Swakelal
PErENCANSAT Rencana, Kebijakan, Terknit KiM [
dokumen pengelolasn | Strateg) dan Teknis Masyarak
SPAM dan peyelidikan | Sistem Penyediaan Air at | KSM
geolistrik Minum (SPAM) yang
disusun
Melakukan Kapasitas Sistem Liter/ detik 10 10 10 10 | terkait | 7.600.000.000 | DINPER | Swakelol
peningkatan jaringan | Penyediann A Minum TREYAT KiM [ ]
SPAM {SPAM) Jaringan akal Masyaruk
Perpipaan yang at / KSM




Chitput

Target 2024

Unit /fsatuan Kerja

indikator | TSESt | RENCANA AKSI "%:‘ hm s
Indikator Satuan | TWI | Twn |twm | twiw |7 Sragin | Priwiome
ditinghatkan
iLiter/ Detik)
Melakulen Kapasitas Sistem Liter /detik 1 1 1 1 | terkait 1.000.000.000 | DINPER | Swakelal
pembangunan SPAM | Penyediann Air Minum KM a
freservoir /sumur bor] | (SPAM] Jaringan Masyarak
Perpipasn yang at / KSM
dibangun
(Liter [ Detil)
memperiuas Jaringan | Jumlah Sambungan SR 200 200 | 200 200 | terksit | 1.500.000.000 | DINFER | Swakelal
SPAM Rumah yang terlayani KIM a
oleh perluasan Sistem Masyarak
Penyediaan Air Minum at / KM
(SFAM) Jaringan
Perpipaan
15R)
Persentase 2 Melakooban Jumiah Rumah Tangga | Rumah 1500 1500 1500 1500 | Terknit 15.701.275.52 | DINPER | Swakelal
hmm pembangunan Tengkd | yvang memiliki Toilet Tanggn T | KIM &
Tangea Septik Individual dan Tangki Septik Masvarak
oo e Sesuai dengin Standar at / KSM
Limbah (Rumah Tangga)
melakubkan Jumiah Masvarakat Orang 30 a0 an 30 | Terkait 100000000 | DINPER | Swakelal
pembinasn terhadap yang dibina dan Kind a
KSM / KPSPALD diberdayakan dalam Masyarak
Pengembangan Sistem at / KSM
Pengelolann Alr Limbah
Domestik (SPALL)
(Crang)
melalkukan Jumlalh Dokumen Dokumen 1 1 1 1 | Tidak 150.000.000 | DINFER | Swakelal
peTencAngan |/ Rencana, Kebijfakan, Terkmit KIM -1
dokumen SPALD Strateg dan Teknis Masyarak
Sistem Pengelolaan Air at [ KEM




Crutput

Target 2024

Unit/satuan Kerja
Prolaksan

a
Pevnasaistian | Sessen M eaton Tm“g‘ RENCANA AKS! kif.l‘:.“ Ahmu aparan .
indikator Satuan ™1 | Twn [Twm | twiv | K".ﬁm M“;““"
Limbah Domestik
(SPALD) yang disusun
(Dakumen)
Melakukan Kapasitas Instaltasi M3/ Hari 5,58 5,58 3,58 5,58 | Tidak T0L,000.000 | DINFER | Swakelol
pengurasan 1PLT Pengolshan Lumpur Terkait Kinm n
Tinja (IPLT)yang Masyarik
ditingkatksn at f KSM
Melakukan pelayanan | Jumleh Rumah Tangga | Rumah 320 3320 320 320 | Terkait 100.000.000 | DINPER | Swakelol
Jaza Sedot Tinja yung Terlayani Jasa Tanggn KIM [
Penyedatan Lumpur Masvarak
Tinja at /| KSM
Pembangunan Kapasitas nstalasi M3/ Hari 5.58 558 | 5,58 5,58 | Tidak 5.000,000 | DINPER | Swakelol
Fasilitas Pendukung Pengolahan Lumpur Terkait Kim a
IPLT Tinja (IPLT) Terbangun Masyarak
at [/ KSM
Melakulan Jumlah Sarana Unit 5 5 5 5 | Tidak 5,000,000 | DINPER |- Swakelnl
penyedigan Sarans Pengangluton Lumpur Terkait KM a
prasarana penyedotan | Tinja vang Disedinian Masyarak
at / KSM
Meningkat | Prosentase 26% | Terfusilitasinym Jumlah Sarsna dan Linit 0 0 o 100 | Tidak | 475.000.000 NS0 Bidang
S DR 'f;':ﬁﬁt Sarana dan Prasarana | Prasarana Desa terkait s PED
masyaraka | statusnya Desa
g;ﬁnm Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil | Deokumen 0 0 0 301 | Tidak | 50.000.000 DINSO | Bidang
nan Fagilitasi Penyusunan | Penyusunan terkait 8 Bina
Perencangsarn Perencenaan holder Desa
Pembangunan Desa Pembangunan Desa ukama
Terlnksananya Jumlnh Dokumen Doloamen i} o 0 301 Tidak | 4.140.000.000 | DINSO Bidang
Fasilitasi Pengelolaan | Pengelolaan Keuangan terknit 8 Bina
Keuangnn Desa Desa Desa
Terlaksanamya Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 0 0 0 301 Tidak 1 50, 000, 000 DINSO Bidang




Unit/satuan Kerja

Critput Target 2024 Jeris Juislah Pelakusana
Permpsalahan | Sasaran Indikator T;;g’:t RENCANA AKSI hﬂ'ﬁ mﬂm -
Indikator Satuan | TW1 | Twnm |Twm| Twiv | ° Woolt | ebkias
Fasilitast Pengelolsen | Pongelolian Aset Desa terksit g Bina
Aset Déan Desa
Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil | Dokumen a o 0 3| Tidak | 50.000.000 DINSO | Hidang
Penataan, Penutaan, terkait 8 Permas
Pemberdayaan dan Pemberdayean dan
Pendsyagunaan Pendayagunaan
Kelembagaan Kelembagaan Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan
Kemasyarakntan Desa/Kelurahan (KT,
Desa/Kelurnhan (RT, | W, PKE, Posyvandu,
RW, PRE, Posyandu, LPM, dan Karang
LPM, dan Karang Taruna|, Lembags Adat
Taruna), Lembaga Desa /Kelurahan dan
Adat Desa/Kelurnhan | Masyarakat Hukum
dan Masyarakat Adat
Hukum Adat
Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil | Dokumen o 0 o 3| Tidak | 50.000.000 DINSO | Bidang
Fasilitosd Fasilitasi terksit 8 Permas
Pengembangan Usaha | Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarnkat | Ekonomi Masyarakat
dan Pemerintnh Desa | dan Pemerintsh Desa
dalam Meningheatican | dalam Meningksathkan
Pendapatan Asli Desa | Pendapatan Ash Desa
Meninghkst Harapan 13,40 | Pembangunen Ruang | Jumlah Ruang Kelas Ruang 1] o 1] ay Terkait | 1.174.B43.038 | Dinas Bidang
Ejm over Kelas Baru di jenjang | Baru yang Bertambah Pendidi | Pembinaa
8D knn n 8D
Pembangunan Jumlah Sarans, Linit o o o 54 Terkait | 1.913.427.000 | Dinas Bidang
Sarana, Prasarann Prasarana dan Utilitas Pendidi | Pembinas
dan Utilitas Sekolah Sekolah yang Telsh kan nsh
di jemjang S0 Dibangun




Sasaran

Indilcator

- t
Output Target 2024 ol o Valiyateah Kede
RENCANA AKSI kegiita | ogaran

Indikator Satusn wi | twn | twm | tww | P®® ‘“f'.ﬂf“ F'i':“"
Rehabilitas: Jumlah Ruang Kelas Ruang 0 i ) 76 Terkmit | 2.774.417.818 | Dinas Bidang
Sedang/Berat Ruang | yang Dirchabilitnsi Pendidi | Pembinan
Kelas Jenjang SD Sedang, Berat kan n 8D
Rehabiliteg) Jumlah Sarana, Uit o Q 0 17 Terkait 1.000.026.000 | DHnas Bidang
Sedang/Berat Sarana, | Prasarana dan Utilitng Pendidi | Pembinan
Prasarana dan Utilitas | Sekolah vang Telah leam n 850
Sekolah Jenjang 8D | Direhabilitasi
Penambshan Ruang Jumlah Ruang Kelas Runang 1] (4] 1) 1 Terknit 300.000.000 | Dinas Bidang
Kelss Baru di jenjang | Baru yang Bertambah Pendidi | Pemhbinga
Sekolah Menengah kan n SMP
Partame
Pembangunan Jumlah Sarana, Uit i (3] 0 2 Terkait 400.000.000 | Dinas Bidang
Sarans, Prasarana Prasarana dan Utlitas Pendidi | Pembinaa
dan Utilitas Seloolah Sekolah yang Telah kean n SMP
di jenjang Sekolah Dibangun
Menengah Pertama
Rehabilitas Jumlah Ruang kelas Ruang ] [} 0 10 Terkmit | 2.000.000.000 | Dinas | Bidang
Sedang/Berat Ruang | seckolah yang Telah Pendidl | Pembinaa
Kelas Jenfang Sekolah | Direhabilitasi kean n SMFP
Menengah Pertama Sedang /Berat
Rehabilitasi Jumlah Sarana, Unit L o 4] 2 Terkmit 400,000,000 | Dinas Bidang
Sedang/HBerat 3arans, | Prasarans dan Utilitas Pendidi | Pembinaa
Prusarana dan Utilitas | Sekolah yang Telah kan n SMP
Sekolah Jenjeng Direhahilitasi
Sekolah Menengah Sedang/Berat
Pertama

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisi Tim Penyusun, 2023



Tabel 3.7.2 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Mengurangi Beban Pengeluaran Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten

Banyumas
- RENCANA AKSI Cutput Target 2024 Faas i Unltm Kerja
Permasulahan BRSATEN fndikator 2024 e S - o W [ k:l::: Anggarsn “ﬂ" Pnlu:m
Menurunkan Meningkat | Nilai Aspek B1.48 | Penyediasn bahan Jumlah behan pangan/ | Paket 0| 4200 0 | Terkadt 325.000.000 | DINPER | DINFERT
Beban nys Ketegjanghkau pangan/ cadangan cadangan pangan yang TAN KP | AN KP
Pengeluran Keterjangk an Pangan pengan untuk desa diberikan kepada desa
auAn dalam IKP TEWAIN pangan Tawan pangan
Harga Penerbitan registrasl | Jumiah registrasi PSAT | Dokumen 4 4 3 | Terknit 75.000.000 | DINPER | DINPERT |
Pangan keamanan pangan yeng diterbitknn TAN KP | AN KP
segar aaal tumbuhan
Fenerbitan Jumlah rekomendasi Dokumen Ll 4 3 | Terksit 75.000.000 | DINPER | DINFERT
rekomendus PSAT yang diterbitkan TANKP | AN KP
ICEEITIATIAT PUEIIEET
segar asal tumbuhan
Pelatihan olaharn Jumlah penerima Crang 0 200 0 | Terkait 365.000.000 | DINPER | DINFERT
pEngan pelatihan olahan TAN KP | AN KP
Pelatihan Jumlah penerima Orang 0 200 0 | Terkait DINPER | DINPERT
pemanfaatan pelatihan pemanfastan TANKP | ANKP
pekarangun pekurangan
Pelathan Olahen Jumish keltiarga ving Kelunrgn 0 200 0 | Terkait 100.000.000 | DINPER | DINPERT
Pangan menerims pelatihan TAN KF | AN KP
Lomba Beragam, Jumlsh lomba B2SA Kegintan 1 Q 1 | Terkaii 60,000,000 | DINPER | DINFERT
Bergizi, Seimbang dan | vang TAN KP | AN KFP
Aman [B23A) dilaksanalan /diikuati
Meningkat Harapan 13,40 | Pengadaan Jumirh Perlengkapan Pessrta 0 o 0 1000 Terkait 200.000.000 | Dinas Bidang
nye dersjat | lama sekolah Perlengiapan Siswa Sekolah yang Tersedia Drielik Pendidi | Pembinaa
pendidilean Jenjang SD (Satu Set kan n 8D
i Buku Tulis, Pulpen;,
dll
Beasiswa Kartu Jumiah Peserta Didik | Peserta 0 0 0 3000 | Terkait | 1.520.000.000 | Dinas | Hidang
Banyumeas Pintar Sekolah Menengah Atas | Didik Penadidi | Pembinas
[KBP keparda Peacrta | yang Menerima Biaya kan n 5D




RENCANA AKS] Output Target 2024 Jenis Unit/satusn Kerja
indilator | 305 Trndiicator Safaan egaia | SRR lcmﬁn&mm-km
™ 1 TWII TW I ™ IV n akei alor 5
Didik Jenjang SD Personi] Peserta Didile
Bantuan Operasional | Jumlah Sekolah Dasar Satuan 807 0 807 ] Terkmit 131.936.765.2 | Dinas Bidang
Satman Pendidikan vang Mengelola Dana Pendidikan 96 | Pendidi | Pembinaa
Sekolah Dasar BOS kan n 8D
Beasiswa Kartu Jumlah Peserta didik Pesera o o 0 1483 Terkait | 1.000.000.000 | Dinas Bidang
Banyumas Pintar Sekolah Menengah Dudik Pendidi | Pembinas
(KBP kepada Peserta | Pertama vang Menerima kean n SMP
Didik Jenjang Sekolah | Biayn Personil Peserta
Menengah Pertaman Driclike
Rata ratia 7.94 | Pengadaan Jumlah Perlenghknpan Peserta o v o 4000 Terkait 30,000,000 | Dinas Bidang
lama sekolah Ferlenghspan Siswa Peserta Didik yang Didik Pendidi | Pembinaa
Jenjang SMP Tersedia kan n SMP
Bantan Operasional | Jumilah Sekolah Satuan 161 o 161 0 Terkait | 44.997.520.34 | Dinas Bidnng
Satuan Pendidikan Menengah pertama Pendidikan 9 | Pendidi | Pembinaa
Sekolah Menengah yang Mengelola Dana lean n SMP
Pertama BOS
Beasisun kepada Jumlah Peserta didik Peserta 0 o o 2000 Terkait | 1.095.908.450 | Dinas Bidag
Peserta Didik Jenjang | PAUD yang Menerima | Didik Pendidi | Pembinaa
PAUD Biaya Personil PAUD lean n PALD
darn
DIKMAS
Bantuan Operasional | Jumish PAUD yvang Saruan TO0 0] 00 0 Terksit 12.933.053:53 | Dinas Bidag
Penyelenggarran Mengelola Dana BOP Pendidikan 5 | Pendidi | Pembinan
Fendidikan Anak Usia kin n PAUD
Dini Reguler dan
DIKMAS
Beasizwn Kartu Jumlah Peserta Didik Peserta i} o 0 300 Terkait 302.000.000 | DMnas Bideg
Banyumas Pmtar Nonformal / Kesetarsan Didik Pendidi | Pembinas
[KBP) kepada Peserta | yang Menerima Biayu lean n PAUD
Didik Persanil Peserta Didik dan
Nonformal /Kesetaraa DIKMAS
n




Permaosalnhan

RENCANA AKS! Onurtput Target 2024 Neida Unit/ satusn Kerja
SABATAN indikator YNIRES Jumias Peich
2024 Indikator Satuian ™W 1 rwn | wm!| Twiv m Anggaran Ia.u:;in H.::m
Bantuan Operagional | Jumish Sekolah Hatuan 2500 0 2500 0 Terkait | 3.993,526.757 | Dinas Bidag
Penyelenggarann Nonformal / Kesetaraan Pendidikan Pendidi | Pemhbinas
Penddilan Kesetaraan | yang Mengelola Dana kean n PAUD
BapP den
DIKMAS
Meningkat | Perseniase 100% | Meningkatkan Jumlah Orang Orang 0 5] 0 30 Terkait | 25.000.000,00 | DINSQ | Bidang
aya pemeriu Kemampuan Potenai | Mendapat Peningkatan 5 PSPRM
penangans | Pelayanin Pekerja Sosial Kapasitis Pelierja
n sosial kesejrhteraa Masyarakat Sonial Masyarakat
n Sosial Kewenangan Kewenengan
{PPKS} Kabupaten Kota Kabupaten,/Kota
terlindung Meninghatkan Jumiah Lembaga Lembags 0 0 0 5 Terkait | 150.000.000,0 | DINSO Bidang
Kapasitas Lembaga Kesejahterasn Sosial 0 g8 PSPFM
Kessjahteraan vang Meningkal
Sowninl Kewenangan Kapasitasnya
Kabupaten { Kota Kewenangan
Kabapaten /Kotn
Terlaksananya Jumlah Kelusrgs yang | Keluargs o a [} 155000 | Terkait | 260.000.000 DINSO Bidang
Pengentasan Keluargn | Mendepatkan L PSPFM
Fakir Miskin Pengentasan Faldr
Kabupaten/ Kota Miskin Kabupaten /Kot
Terpenuhinya Crang | Jumlah Orang yang Orang o 0 0 150 | Terknit | 150.000.000 | DINSD | Bidang
yang Mendupatkan Mendapatin s PJRS
Permakanan 3x1 Hari | Permakanan 3x1 Han
dalam Mesa Tanggap | delam Masa Tenggmp
Darurat Darurat (Pengungsian)
(Pengungsian) Kewenangan
Kewenangan Eabupaten /Kota
Kabupaten / Kota




RENCANA AKSI Output Target 2024 p—— Unit/satuan Kerja
farpget ¥ Jumlah Pelaksans
fdliater 2024 T S e e puses p— - I Ronehic: |~
Persentase 100% | Terpenuhinys Jumilsh Orang vang Crang 1] o 1] 300 Terksit | 350.000.000 DINSO Bidang
pemeriu Kebutuhen Mendapatkan L] PJRS
Pelayanan Permakanan Per Pemenuhan Kebutuhan
kesejalitéran Orang Semind dengan | Permakanan Sesuai
0 Sosial Standar Gigi Minimal | dengan Standar Gigi
[PPES) Kewenangan Minimal Kewenangan
terehabilitasi Kabupaten, Kotn Kabupaten /HKata
Tersedisnya Pakajan | Jumlah Orang yang Orang a o o 100 Terkait B0.000.000 DINSD Bidang
dan Kelengkapan Menerima Pakaian dan s PJRS
Lainnya dalam 1 Kelengkepan Lainnyva
Tahun Kewenangan yang Tersedia dalam |1
Knbupaten /Kota Tahun Kewenangan
Kabupaten {Kota
Terpenuhinya Orang Jumish Oreng vang Orang 0 i o ao Terkair 70.000.000 DINBOD Hidang
yang Mendapatian Mendapatkan Alat -] PIRS
Alat Bantu dan Alat Bantu dan Alat Bantu
Bantu Peragse Sesual Peraga Sesuai
Kebutuhan kebutuhan
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten /Katn Kabupaten /Kota
Terlaksananya Jumlah Peserta Orang 0 1] Q 10 Terkait 50.000.000 DINSO Bidang
Pemberian Bimbingan | Bimbingan Sosial 5 BJRS
Sosial kepada kepadn Keluarga
Keluarga Penvandang | Penvandang Disabilitas
Anak Terlantar, Terlantar, Lanjut Usia
Lanjut Usia Terlantar, | Terlantar, serta
seria Gelandangan Gelandangan Pengemis
Pengemis dan dan Masyarakat
Masynrukat Kewenangan
Kewenanpsn Kabupaten / Kota

Kabupaten { Kota




target
2024

RENCANA AKS] Output Target 2024 Unitfeatuan Kerja
m Jumilah Pelaksana
B e WL | oTwn | TWul | TWIV | noaksi Anggiran Km'iﬂ P&l:m
Terpenuhinya Orang | Jumlsh Orang yang Orang 0 o 0 10 Terkait 15.000.000 DINSO Bidang
yang Membutahkan Terpenuhi Kebutuhan 8 PIRS
Pembuatan Namor Pembuaten Nomor
Intuk Induk Kependudukan,
Kependudulan, Akta | Akia Kelahiran, Surat
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Nikah, dan Eartn Identitas Anak bagi
ldentitas Anak bagi Penvandang Disabilitas
Penyandang Kewenangan
Digahilitas Kabupaten /Kots
Kewenangan
Kabupaten /Kota
Terpenuhinya Orang | Jumlah Orang vang Cirang o 0 a 5 Terkait 15.000.000 DINSO Bidang
yviang Mendapathan Mendapatkan Akses ke - BIRS
Akses ke Layanan Layanan Pendidikan
Pendidilean dan dan Kesehainn Dasar
Kesehatan Desar Kewenangan
Kewenangan Kabupaten / Kota
Kabupaten/ Kota
Terinksananya Jumlah Orang yang Orang 0 a 0 5 Terlait 15.000.000 DINSO Bidang
Pemberian Layanan Mendapatkan Layanan 8 PJIRS
Data dan Pengaduan Data dan FPengaduan
Eewenangan Kewsnangan
Kabupaten / Kota Kabupaten [ Kota
Terlnksananya Jumlah Orang yang Orang Q o 0 10 Terkait 20,000.000 DINSO Bidang
Pemberian Layanan Mendspatkan | PJRS
Kedaruratan Pelayanan Kedaruratan
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten {Kota Kabupaten [Kota




i RENCANA AKSI Crutprut Target 2024 st N Unit/satuan Kerja
R = S ™WI | TWn | TWIm | TWIV m o KT;E” TR
Terpenuhinya Orang | Jumlsh Orang yang Orang o o [ 5 Terknit 40,000.000 DINSD | Bidang
yang Mendapatkan Mendapation 8 BJRS
Pelayanan Pelayanan Penelusuran
Penelusumn Keluarga | Keluargs Kewenangan
Kewenangan Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Jumlah Orang Orang 0 ] 0 5 Terknit 50.000.000 DINSO Bidang
Pemberian Layanan Mendapatkan Lavanan 8 PJRS
Rujukan Kewenangan | Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kaota Kabupaten [Kota
Meningkat | Usia 73.96 | Kelas fbu Hamil Jumlah Thu Hamil vang Crang 6974 6974 | 6974 6976 | Terknit | 1.857,328.916 | Dinas Bidang
nva Derajat | Harapan Mendepatkan Kesehat | Kesehata
Kesehatan Hidup [LIHH] Pelayanan Keschatan arn n
Sesual Standar Masyurak
at
Rumah Tunggu Jumlah Ibu Bersalin Orang GEST BE5T 6657 6659 | Terkait 1.539.323.700 | Dinas Bidang
Kelahiran yang Mendapatkan Kesehat | Kesehawm
Pelayanan Keschatan an n
Sesual Standar Masyarak
at
Pelatiian AMP Jumish Bayi Baru Lahir Cirang G340 6340 | 6340 £342 | Terkait | 1.263.872.060 | Dinas | Bidang
vang Mendapatkan Kesehat | Kesehaim
Pelayanan Keschatan an n
Sexual Standar Masyarak
at
Pelatihan MTB3 Jumlah Balita vang Crang 24672 24672 | 2467 | 24675 | Terkmit 493.264.500 | Dinas Bidang
Mendapatian 2 Kesehat | Kesechain
Pelayanan Kesehatan an n
Sesuni Standar Masyarak
at
Pelaksanman skrining | Jumlah Anak Usia COrang 56285 | 56O85 | 5638 | S6288 | Terkmit | 4,025.490.000 | Dinas Bidang
kosehatan kepada Pendidikan Dasar vang 5 Kesehat | Kesehata




indikator

RENCANA AKS] Dutput Target 2024 Jurila Uit/ entuan Kerja
kegiaia Jumlah Pelaksana
At e wi | Twn |Twm | Twiv | naks | AvsEmn Komeoia: || Puiekaan
anak Udiksar Mendapathan an n
Pelayunan Kesehatan Masvarak
Sesuai Standar at
Pos pelayanan Jumiah Pendudulk Usia Orang 200848 | 200848 | 2008 | 200849 | Terk=mit | 2.621.146.000 | Dinas Bidang
terpadu usia Produk:il yang 48 Kesehat | Pencegah
produktil Mendapatkan an &n pada
Pelayanan Keschatan Penyakit
Sesual Standar
Pelaksanaan skrining | Jumiah Penduduk Usia Orang 73131 T3131 7313 T3131 | Terkait | 5.000.000.000 | Dinas Bidang
kesehatan kepada Lanjut yang 1 Kesehat | Kesehatn
usis lanjut (60 keatas] | Mendapatkan an n
Pelayanan Kesehatan Masyarak
Sesual Swndar ar
Pelavanan terpadu Jumlah Penderita Oring 43563 | 43563 | 4356 | 43566 | Terkait 821.028.000 | Dinas Bidang
PTM di FETP Hipertensi yang a Kesehat | Pencegah
Mendapatican an an prda
Pelayanan Kesehatan Penyakit
Sesun| Standar
Skrining di UKBM Jumlah Penderita Orang 5847 5847 | BBAT 5847 | Terkmit | 2.818.428,000 | Dinas Bidang
[riabeten Melitus yang Kesehat | Pencegah
Mendapatkan an an pada
Pelayeanan Keschatan Penyakit
Sesuai Standar
Pengeloaan Desa Jumiah Crang yang Crang Tah 760 Tel To0 | Terkait 354,005,000 | Dinas Bidang
Siaga Sehat Jiwa dan | Mendapatian Kesehat | Pencegah
Tim Pembina Peloyanan Keschatan an an pada
Kesehatan Jiwa Orang dengan Penyakit
Musvarakat Gangguan Jiwa Berat
Sesund Standar
Skrining orang Jumish Orang Terduga Orang 4150 4150 | #150 | 4150 | Terkait | 5.413.325.000 | Dines | Bidang
terduga TB Menderits Tuberkulogis Kesshat | Pencegah
sdh diinput tdk yang Mendapatkan an an pada




i RENCANA AKSI Cutput Target 2024 e i lIn.itF,.l:nm.n Kern
sosmn | ndilmior | 2024 L i ™wil | Twn |[Twm | Twiv ks | Avggwan Wonedtiey | Pujaatn
tertampil Pelayanan Sesuai Permyakit
Standnr
Pemeriksann,/ skrining | Jumiah Orang Terduga Orang B200 8200 | B200 | BI00 | Terkait 975,544,700 | Dinas | Bidang
HIV pada populasi Menderita HIV yang Kesehat | Pencegah
khusus dan populasi | Mendapatkan an an pada
kunci Pelayanan Sesuui Penyakit
Standar
Sknning ODMK di Jumlah Orang dengan Oreng 67283 67283 | 6728 67284 | Terknit 56.250.000 | Dinas Bidang
Posbindu, Sekolah dan | Maaalah Kejfiwsan 3 Kesehat | Pencegah
fasilitas umum {ODME) yang an &n pada
latnnya. Mendapatkan Penyalit
Pelayanan Kesehatan
Tee urn dan Assist di | Jumlah Penyalahguna Orang 24 24 24 24 | Terkait 15.000.000 | Dinas | Bidang
sekolah dan instansi | NAPZA yang Kesehat | Pencegah
Mendapatican an an pada
Pelayanan Keschatan Penyaleit
BPJS bagi Jumlah Dolcamen Hasil Crrang 2 1 4 2| Terioan 36.357.328.00 | Dinas Bidang
masyarakat miskin Pengelolaan Jaminan 0 | Kesehat | Pelayana
Kesehatan Masyarakat | an n
Kesehats
| i
Meningkat | Angkatan | 93.53% | Menyelenggarakan Jumlah Pencari Kerja | Orang 100 Terkait 125.000.000 | DINNA | DINNAKE
nya Kerjn yang Job Fair/Bursa Kerja | yang Mendapatken KERKD | RKOPUK
Kualitas Bekerja Pekerjaan Melalui Job PUKM | M
dan Daye dengan Farr /Burea Ketja
Saing Pendidikan Terlaksananya bimtek | Jumiah PMI Purna yang | Orang 10 10 | Terknit 25.000.000 | DINNA | DINNAKE
Tenaga YAOE manajemen keuangan | Diberdaynlan KERKD | REQPUK
Ketji Ditamathan kepada Purna PMI PUEM M
Minimaj untuk memperiuas
SLTA lapangen kera di
dalam negeri




RENCANA AKSI Crutput Target 2024 . Unit/satuan Kerja
Permasalahan sasaran | indikator | "R hegiatn | Jumiah
s e i ™wi | Twn |Twm | Twiv | nakst | ARESTR | Koordin | Pelekean
Terselenggaranya Jumlah Data dan Lapomn
Pendatann dan Informasi Sarana HI
Informasi Sarana (PP/PKB,
Hubungan Industrial Struktur Skala Upah,
(PP/PKB, Strulctur dan LKS Bipartit) dan
Skals Upah, dan LES | Pekerja yong Terdsaftar
Bipartit) dan Pekerja sehagni Peserta
yang Terdaftar Jamsostek serta
sebagai Peserta Pengupsehan
Jamsostek serta
Pengupahan
Meningicat Indeks 71,00 | Penanganan kasus Jumlah korban arang 13 13 13 13 | Terkmit 110.000.000 | DPFKB | DPFKEF3
nys | Pemberdayas terhadap perempuan | perempuan yang paa | M
Kualitas n Gender ditangani
Hiduip (1D Sosialisnsl Jumlah sosialisas leegiatan 1 2 2 1 Terkait 35.000.000 | DPPFKB | DPPFKEP3
Perempuan pemenuhan hak anak | pemenuhan hak anak F3A A
dan Anak Nilai 600 Penyedinan data Jumlah GPD yang oPD 29 Terksit 20.000.000 | DPPKB | DPFPFKBP3
Kota [Knbup gender dan anak oleh | mengeloln data gender PaA A
aten Layak setiap opd dan anak
Anak
Pertumbuh | Penurunan 1,26 Pemberian nutrisi Jumlah ibo hamil orang 100 Terkait 40.000.000 | DPPKB | DFPKBFP3
an Laju bagi ibu hamil resiko | resiko tinggl yang PaA A
Penduduk | Pertumbuha tinggi mendapat pemberian
VROgE n Penduduk nutrisi
Terkendali |LPP}

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)
Sumber : Analisi Tim Penyusun, 2023




Tabel 3.7.3 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Meningkatkan Pendapatan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Unit/satuan Kerja

Output Target 2024 Pelaksana
Permasalahan | Sasaran Indikator | LRTESt RENCANA AKSI ;ﬁ:n Jumiah
e Indileator Satuan TWI | TWH | TWiI | TWIV | noaksi Angaaean Iﬂh F'ﬂl;:ﬂ
Meninghatkan Meningkat | Persentase 1005 | Meningkatnya Jumlah Keluargs yang Keluarga o o 0 ] Terkait 30,000,000 DINSO | Bidang
Pendapatan nya pemerlu Kapasitas Keluarga Meningkat 8 PSPFM
penangana | Pelayanan Kewermngurn Kapasitnsnya
n sosial kessjahteTaa Kabupsten /Kote Kewenangan
n Snsial Kahupaten [ Kota
[PPKS) Terpenuhinya Orang Jumlah Orang Orang 3] o [ a0 Terimit 20.000.000 DINSD | Bidang
teriindung yang Mendapatkan Mendapatkan Bantuan 5 PSPFM
Bantuan Pengembangan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Ekonomi Masvarakat | Kewenangan
Kewenangn Knbupaten /Kota
Kalbiupaten / Kota
Meningkat | Nilai Aspek 8343 Hibah sarana Jumlah Sarana Uit 3 | Terkait 100.000.000 | DINKA DINKA
YA Ketersedinan budidaya perikanan Pembudidayaan [kan NNAK | NNAK
Ketersodiaa | Pangan kepada kelompok dalam | Satu Daerah
n Pangan dalam [KP pembudidayve dkan Knbupaten Kota
Secara Hibah ternak kepeda | Jumlah Benih Bibit Ekor 30 | Terkmit 165.000.000 | DINKA | DINKA
Mandiri kelompolc ternak Ternak yang NNAK NNAK
Sumbernya durl Dasrah
Kabupaten Kota Lain
Pembangunarn, Jumlah Prasarana Uit 1 | Terkait 200.000.000 | DINKA | DINEA
Rehabilitast dan Pertanian Lainnya yang NNAK | NNAK
Pemeliharasn Dibangun Direhabilitas
Prasarana Peternakan | dan Dipelihara




Permasalahan SasAran Indikator
Optimalaya | Nilal Produk
Pengembsan Domestik
gan Produk Regional
Potensi Bruto Sektor
Ekonomi Potensial
Daerah

4

48.330

Unit/ satuan Kerja

Output Target 2024 Pelaksana
Jenis
CAN Jumlah
ree A Indikator san, | twe | v [owin| wew | Bk | At KeoRis; | Niias
Penumbuhan Jumiah Keluargn vang | heluargn &0 Terbait 30,000,000 | DINNA | DINNA
Kesadaran Keluarga mengikuti Penumbuhan 'F‘Emm mﬂ
dalam Peningkaten Kesadaran Keluarga
Tarafl Hidup Keluarga | dalam Peningksatan
melatui Kehidupan Taraf Hidup Keluarga
Berkoperasi dan melahul Kehidupan
Pengembangan Berkoperasi dan
Ekonomi lainnya Pengembangan
Elkonomi lninnva
Memfasilitasi Usahn Jumlah Unit Usaha unit usaha 10 0 | Terksit 550.000.000 | DINNA DINNA
Mikro Menjadi Usaha | Mikro yang Terfasilitasi oyl o
Kecil dalam dalam Pengembangan
Penpembangan Produkei dan
Produksi dan Pengolahan,
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta
Pemasaran, SDM, Desain dan Teknolog
sertn Desain dan Pengembangan
Teknolog Produlksi dan
Pengoiehan,
Pemasaran, SDM, serts
Desain dan Teknologi
Memfasilitas) Jumlah Unit Ussha Unit Usahea 1 | Terkait 100,000,000 | DINNA DENNA
kemudahan perizinan | yang Telah KERKO mﬂ
usaha mikro Melaksanalkan PUEM

Kemitraan Usaha Mikro




Crutpuit

Unit/satuan Kerja

Pelaksana
Permasalshan | Sasaran | Indikator | "WE' | peENCANA AKSI hi;uja:n S
o Indikator Saman | TWI | Twn |[Twm | Twmn | nake | AnEsemn TRER: PR
Meninghat Angkatan | 93.53% | Pendidikan dan Jumlah Tenaga Kerja arang 112 Terkait 495.000,000 | DINNA | DINNA
nya Kerja yang Pelatihan yang Mendapat KERKO g&'ﬁ”
Kualitas Bekerja Keterampilan bagi Priatihan Herbasis PUKM
dan Daya dengan Pencari Kerja Kompetensi pada
Saing Pendidikan berdasarkan Klaster Tahun n
Tenaga yang Kompetensi
Kerja Diramatkan Pelatihan Tenaga Jumlah Tenaga Kerja OTURE &0 Terknit 75.000.000 | DINNA | DINNA
Minimal Kerja Mandiri / vang Diberdayakan KERKO w
SLTA wirausahs baru Melalid program PUKM
Perluasan Kesempatan
Kerja
Meminsilitasi Pengembangan arang 1000 Terkmit 79.500.000 | DINNA | DINNA |
kesejahtersan tenaga | Pelaksanasn Jaminan KERKO | K-KO
keerja dengan Sonial Tenaga Kerja dan PUKM
pemenuhan jaminan Fasilitas Kesejahternan
sosial tenaga kerja Pekerin
den penerimann upah
sesual UMK
Terlaksananya Jumiah Transmigran Kepala 2 | Terkait 1.000.000 | DINNA | DINNA
Peminidahan dsn yang Dipindahkan dan | Kehuargn KERKQ | SN0
Penempatan Ditempatkan PUKM
Transmigran yang
berasal dari 1 (Satu
Dacrah
Kabupaten /Kotn




Unit,/satuan Kerje

Output Terget 2024 Pelab
Jenis
Target Jumilah
Sasaran Indikator RENCANA AKSI kegiatn
2 Indilator Sawan | TWI | TWn [Twm | TWiv | nake | APESVSR | Koordin | Pelaksa
Terlaksananya Jumlah Calon Kepala 10 Terksit 5.000.000 | DINNA | DINNA
Penyuluhen Tranemigran vang HKeluarga KERED | KERED
Transmigrasi Mendapatian PUKM | PUKM
Peayuluhan
Meningkat Nilai aspek 8343 | Pemberian banman Jumish bantuan sarann | Paket 0 0 5 0 | Terkait 250.000.000 | DINFER | DINPER
nya ketersediaan sarang produls produksi vang TAN KP | TAN KP
ketersediaa PRIEAD diberikan kepada
1 pangan dalam IKP Gapoktan /Polctan
G Polaksanaan geraken | Jumiah pélaksanman | Kegaian 5 5 5 5 | Terkair |  200.000.000 | DINPER | DINPER
et pengendalian OPT | gerakan pengendalian TAN KP | TAN KP
COFT
Bimiek pembuatan Bimtek pembuatan Kegiatan [:] 1 1] 0 | Terkait DINPER | DINPER
pupuk organile dan pupuk organik dan TAN KP | TAN KP
pestizida hayatl / pestisida hayatl/ ramah
ramah mgkungan lingkungan vang
dilaksanakan
Bimtek budidaya bagi | Bimtek budidaya bag Kegintan [] 7] ] 0 | Terkait 100.000.000 | DINFER | DINPER
petarni petani yang TAN KP | TAN KP
dilaksanakan
Bimtek pengolahan Bimtek pengoluhan Kegiatan 0 8 0 0 | Terkait 100,000,000 | DINFER | DINFER
hasil hasil vang TAN KP | TAN KPP
dilaksanakan
Fasilitnsi temu Fasilitagi temu usaha Kegiatan 1 1 1 D | Terkair 115.000.000 | DINPER | DINPER
usaha / promoai/pame | promosi)! pamernn dil TAN KP | TAN KP

ran dil

wang dilaksanakan




Linit/satunn Kernga

Output Target 2024 Pelakrana
Target Jenia Jumlah
Sasarman Indikator 2024 RENCANA AKS] : o i e s " H:f:: A ort i
Pelaksanaan sekolah | Jumlah sekoleh lapang | Unit ] 10 0 | Terknit 100.000.000 | DINFER | DINPER
lapang kelompok tani yang TAN KP | TAN KP
terbentuk dan
beroperasi
Pembinaan kelompok | Jumlah Nelayan Kecil | Orang 10 | Terkait 25.000.000 | DINKA | DINKA
nelayan yang Meningkat | NNAK NHNAK
Kapasitasnva
Penumbuhan dan Jumiah kelompaolk Kelompok 1 | Terkait 25.000.000 | DINKA | DINKA
Pengembangan nelayun kecil yang di TN | SRR
Kelompok Nelaynn fasilitasi pembentukam
tlan pengembangnn
kelembagnannya
Bimbingan teknis Jumiah Kelompok Kelompok 5 | Terkait 75.000,000 | DINKA | DINKA
kepeda kelompole | Usaha yang BEAE S
pembudidaya {kan Memperoleh
Pendampingan
Eemudahanan Alses
lmu Pengetabuan
Teknologl diun Informas
Serta Penvelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan
Meningkat Nilai 600 | Penyediaan data Jumlah OPD yang OFD 29 Terkait | 20.000.000 DPPKB | DFFKB
nve Kota /Kabup gender dan anak oleh | menpgelols data gender P3A FaA
Kualitas | aten Layak setiup opd dan anak
Hidup Anak




RENCANA AKSI

Output

Target 2024

Uinit /satuan Kerga
Pelakeana

Jumiah
Anggaran

Permasaliahan Sasarun Indikator m
Perempuan
dan Anak

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)
Sumber : Analisi Tim Penyusun, 2023

2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting
Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting sebagiamana pada tabel berikut ini :
Tabel 3.8 Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

[ Jenis Jumlsh Unit,/Satuan Kerja
| Target _ Output Target 2023 kegiata A\ Pelal
Permasalahar Sasaran Indilator 2003 Reneana Akosi e s okl ®
| s Indikator Wi | Twn | Twm | Twiv i R
| L ar
Belum ndanys saty | Tersedianya Satu | Data Sasaran I | Melakukan koordinasi | kegiat | Jumlah koordinasi I | terkait | Rp.3.000.000 | DPPKBPA | Tim
data Sasaran Data Sasaran Helusrga Resiko dats | dalam mngks in dalam rangks A Percepatan
Stunting Stunting Stunting | Catin, pETY AL persepsi penyamaan Fenangnna
It Hamil dan yg sama terkait Data persepsi vg sama n Stunting
| Baduta Stunted | Sasaran stunting terknit Data
Sasaran stunting
Melakukan koordinasi | kegiat | Jumlah koordinasi 1 terknit | Rp. 3.000.000 | DPPKBP3 | Tim
dengan Perangloit ] yang dilaksanalan A Percepatnn
Deerah terkmit terkait membehas Pemangans
membahas Aplilkasi Aplikasi Satu Data n Stunung
Batu Datn Sasaran Sasaran Keluarga
| Keluarga Beresiko Beresiko Stunting




Jenis Jumlah Unit/Satuan Kerja
Target Outpol o keginta |  Anggaran Pelalsans
Permasalahan Sasaran Indikator _— Rencana Aksi hoalesl *
Hatus ; Koordinat | Polaksana
. Indikator TWI | TWHI | TWHI | TWIV e
Stunting
Kurangnys Peningkatan Persentase Tim B0% | Pelaksanaan kegiatan | kegiat | Jumlah kegiatan 3 3 3 (3 terkait | Rp. 620.000.000 | DFPKBP3 | DPPKBP3A
pemahaman bagi pemahaman bagi | Pendmmping Komunikasi Informasi an | Komunikasi A Dinkes |  Dinkes,
Tim Pendamping Tim Pendamping | Keluarge yang dan Edukasi (KIE) Informasi dan TPK
Keluarga, Makes, Keluarga, Nakes, mendapat oleh PLKB Atmsi Eduleasi (K1E) oleh
dan Kader dan Kader pelatihan terioit Stunting di Kempung FLEB Atasi
Kesehatan terkait Kesehatan terkait | penanganan KB Stunting di
penaganan stunting | penanganan stunting Kampung KB
stunting
Sosialisasi kepada kegint | Jumilah kegiatan 2 5 terknit | Rp. DPFKBF3 | DPPRBFSA
kelompok kegiatan an | sosiatisasi 1.500,000.000 A
masyarakat di kelompol keegatan
Kampung KB masyarakut di
[ Kampung KB
Persentase Nakes | 75% Pelatihan PMBA bagi orang  Jumleh Nekes 30 terkait | Rp.210.000.000 Dinkes Dinkes
Puskesmas Nalkes Puskesmas Puskesmas
terlatih PMBA terlatih PMBA
Persentase 100% | Pelatihan PMBA bagi Puske | Jumlah 40 terkait | Rp. Dinkes Dinkes
Puskesmas hadder aleh Nakes smas | Puskesmas 96.289,360
melakuknn Punkesmas melzkulkan
pelrtihan PMBEA pelatihan PMBA
bagi kader hagi kader




l Jenis Jumlah Unit/Satuan Kerjn
Target ) g Tt A0t kegiats Anggaran Pelaksana
Permasalahan Srsaran Indikntor Reoncans Aksi | n aliad *
6 | Satua | Koordinat | Pelaksana
| Indilkator TWI | TWH | TWH | TWIV
| » { o
Belum optimalnys | Memnghkatnya Prrsentase 15% | Pemberian PMT | desa | Jumlah Dapur 20 20 20 terkait | Anggaran dari DPPKBP3 | DPPKBP3A
Pemberian Makonan | status gid Beduta | Baduta terindiknasi pemulihan oleh Tim | Sehat Atasi | CSR A
Tambahan (PMT) ke | terindikasi sturnting vang Dapur Sehat Atasi Biunting
gasaran Baduta yg | stunting mendapatkan PMT Stunting di Kampung [DASHAT) di
terindikasi stunting KB | Kampung KB yang
melaksanakan
pemberian PMT
PMT Lokal balita "Anak | Jumiah balita 70 terkait | Rp. 107.100.000 | DINKES | DINKES
resilen stunting (g VENE menerima (DAL Earnmark)
kurang) | | PMT
PNIT Lokal balita | Anak T Julah ballta FED) terkait | Rp. 671.220.000 | DINKES | DINKES
reaileo stunting (gl yang menerima (C3R Bank
kurang) ] PMT Jateng)
PMT Lokal balita “erang | Jumlah jbu hamil 173 Tidak | Rp. 355.780.000 | DINKES | DINKES
resikn stunting (gizi | | yang menerima terkait | (CSR Bank
kurang) | PMT Jateng)
Belum optimalnya | Capaien kineja | Persentase Tim 40% | Bintek / Pelatihan orang | Jumlah anggots | 3.807 terkait | Rp. 911.000.000 | DPPKBP3 | DPPKEP3A
pelaporan Tim Tim dapat Pendampingan Aplikasi Elsimil bagi TPK yang A
Pendamping terevalunsi secarn | Kecamatan yang TPK mengikut
Kecamatan melaul | berkala melaporkan bintek /pelatihan
aplikasi Elsimil | secam® bherkala aplikasi Elsimil
Elekronik Siap melalui aplikasi
Hamil) belum Elsimil




Jenis | Juminh Unit/Satusn Kerja
gt Cutput Target 2023 gt A T
Permasalahan Sasuran Indikator e Rencana Aksi o o alkei *
E':“ Indilkator TWI | TWD | TWIT | TW IV s P
Evaluasi Data hasil doku | Jumlah Inporan 3 3 3 3 terkait. | Rp. DPFPKBPF3 | DPPKBP3A
Pendampingsn TPK men | evalnasi Data 4,187 .700.000 A
hunsil
pendampingan
TPK
Belum optimalnys Meningiatnya Persentase 100% | Rapat koordinasi kegiat | Jumlah Rapat 1 1 1 terkait | Rp. 106.145.000 | DPPKBP3 | Seluruh
koleborasi peren serts Perangkat Dasrah Perangkst Daerah dan an koordinasi ADinkes | Peranghkat
Perangknt Daemh Perangkat Daerah | dan Faskes yang Faskes dalam rangks Peranghkat Daerah Daerah
dan Faskes dalam dan Fuskes dalam | berperan daiam pendampingan den Faskes delem
pendampingan pendampingan pendampingan percepatan ranghs
percepatan percepatan percepatan penurunan stunting pendampingan
penurunan stunting | penurunan penurinam percepatinn
stunting stunting penurunan
stunting
Rembuk stunting kegiat | Jumlah kegiatan 1 terkait | Rp, 6.000.000 DFPKBP3 | Tim
an rembuk stunting ADinkes | Percepatan
Penangana
! n Stunting
Pelaksanaan mini kegiat | Jumlah kegiatan 1 1 I terkalt | Rp. 352.855.000 | DPPKBP3 | Selurah
lokalkaryn & mini lokakarya A.Dinkes | Perangkat
penanganan stunting pEnAnEADAn Daera
stunting
Audit Kasus Stunting Doku | Jumlah laporan 1 1 Terknit Rp. 80.000.000 DFPFEKBP3 | DPFKBP3A
men | audit kasus ADinkes | Dinkes
stunting

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utamaj
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.9 Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas



Target Output Target 2024 lemprinta Anggaran Pelaksansa
S M e — R Koordinat | Pelaksana
= Indileatar TWI | TWH | TWII | TW IV o
Kurangnya Peninglatan Prosentase Tim 100% | Pelaksansan kegiatan | leglat | Jumlah kegiatan 3 3 3 3 terkait | Rp. 200.000.000 | DPFEKBP3 | DFPKBFR3A
pemahaman bagl pemahaman bagi | Pendamping Komunikasi Informas( an | Komunikasi A,Dinkes | ,Dinkes,
Tim Pendamping im Pendamping Keluarga yang dan Edukasi (KIE} Informasi dan TPK
Keluargn, Nales, Keluarga, Nakes, mendapat pleh PLEB Atasi Edukasi (KIE] oleh
dan Kader dan Kader peiatihan teriait Stunting di Kampung PLKB Atasi
Kesehatan terkait Keschaton terkait | penanganan KB Stunting &i
penaganan sunting | penanganan stunting Kampung KB
stunting
Sosinlisasi kepada kegint | Jumlah kegiatan 3 8 ] 8 terkait Rp. DPPKBF3 | DPPKBP3A
kelompok kegiatan an -sosialisas] 5.000,000.000 A
masynrakat di kelampok kegiatan
Kampung KB masyarakat di
Kampung KB
— Prosentase 100% | Pelatihan PMBA bagi | Puske | Jumlah 20 20 terkait | Rp. Dinkes Dinkes
Puskesmas kader oleh Nakes smas | Puskesmas 96, 269.369
melakukan Puskesmas melaloukan
pelatihan PMBA pelatihan PMBEA
bagi kader bagi kader
Belum optimalnys | Meningkammya Prosentanse 20% | Pemberian PMT desa | Jumlah Dapur a 5 7 7 terkait | Anggaran dari | DPPKBP3 | DPFKBP3A
Pemberian Makanan | status giel Baduta | Baduta terindilasi pemulihan oleh Tim Sehat Atasi CSR A
Tambahan (PMT) ke | terindiknusi stunting vang Dapur Sehatl Atasi Stunting
sasaran Baduts yg stunting mendapatian PMT Srunting di Kampung (DASHAT) di
terindikasi stunting KB Kampung KB vang
melakeanakan
pemberian PMT
PMT Lokal balita Armk | Jumnlah balita 914 914 914 terkait Rp. DINKES BINKES
resiko stunting (gis VANE menerima 2.534.103.000
kurang) PMT (DAK Non Fisik)




Jenis Jumlah Linit{ Satuan Kerja
St Oupit Taiget 04 kegiain Anggaran Pelaksana
Permasalnhan Sasaran Indikator Rencana Alsi foaksi
ki Satua Koordinat | Pelaksana
- Indikatar ™1 TWH | TWII | TWIV o
PMT Lokal balita orang | Jumlah {bu hamil 464 464 A terkmit | Rp. DINKES | DINKES
reaiko stunting (giz YAng menerima 3.595.230.000
Yirang PMT {DAK Non Fisil
Belum optimalnya Capalan Prosentase Tim 50% | Biniek / Pelatinan orang | Jumlah anggots 3.807 terkait | Rp. 911.000,000 | DFPKBPF3 | DPPKBP3A
pelaporan Tim kinerjaTim dapat | Pendampingan Aplikasi Elsimil bagi TPK yang A
Pendamping terevaluasi secara | Kecamatan vang TPK mengikut
Kecamatan melawi | berkala melaporkan bintek/ pelatihan
aplikasi Elsimil | secara berkala aplikasi Elsimil
Elekronik Siap melatui aplikasi
Hamil) belum Elsimil
optimul
Evalnasi Data hasil doku | Jumlah laparan 3 3 K 3 terkait Rp. DPFPEKBP3 | DPPKBP3A
Pendampingan TPK men | evaloas) Datahasdl 4,192.500.000 A
pendampingan
TPK
Belum optimalnya | Meningkatnya Prosentase 100% | Rapat koordinasi kegiat | Jumlah Rapat 1 1 1 terkait | Rp. 118,145,000 | DPPKBP3 | Seluruh
kolaborasi peran serta Ferangkat Dasmah Perangkat Daerah dan | an | koordinasi A Dinkes | Peranglat
Perangknt Daerah Perangkat Daerah | den Faskes vang Faskes dalam ranghks Perangkat Daerah Daers
dan Faskes dalam dan Faskes dalam | berperan dalam pendampingan dan Faskes dalam
pendampingar pendampingan pendampingan percepatan rangka
percepatan percepatan percepatan penurunan stunting pendampingan
penurunan stunting | penurunan PETIUrLTERT percepatan
stunting srunting PENLTUNET
stuntirg
Rembuk stunting lcgat | Jumlsh kegiatan 1 torkait | Rp, 118,145,000 | DFPKBP3 | Tim
an | rembuk stunting ADinkes | Percepatan
Penangana
n Stunting




Jenis Jumilah Unit /Satuan Kerja
s Cralpun Targin 202% Kegiata Anggaran Pelaksana
Permasalahan Sasaran Indikator Rencena Aksi ket *
N Satus Koordinat | Pelaksana
Indikator TW I TWI | TWII | TWIV
n or
Pelaksanaan mini kegiat | Jumlah kegintan 1 1 1 terkait | Rp. 550.000.000 | DPPKBP3 | Seluruh
Iokaloaryn an mini lokakarya A.Dinkes | Perangkat
peEnanganan stunting PENANPRTEAN Daera
stunting
Audit Knsus Stunting | Doku | Jumish laporan 1 1 terknit | Rp. 120.000.000 | DPPFKBF3 | DPPKBP3A
men | audit kagus A Dinkes | Dinkes
stunting

* . (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

3. Pengendalian Inflasi

Rencana Aksi Pengendalian Inflasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Jenis Unit /satian Kerja
Cutput Turget 2023 /
Target ’ kegiata Jumiah Pelaksana
Permasnlohan Sasnaran Indikator Rencann Adesd
2023 Sabun n-aksi* Anggaran Koordinat
Indileatar ™1 TWIH | TWIH | TW IV Pelaksana
n or
Ketidalostabilan Terwujudnya Tinghat Inflasi 3%z1 | Menyelenggambioan kegiat | Jumlah Kegintan teriait
komoditns stabihsasi % Pasar sant an 0 Pasar
s o e : poren Dinperind | Dinperinda
PANEAN hargs komoditas 23 Rp.654.193.000
tertentu mengalami " e
kenailcan
1 t | Jumlah K tAn terkait Din i
envelenggarakan kegin egin 1 y Y g Rp.30.000,000 perind nperinds
Pasar Murah an Pasar Murah ag E
Helum ian Tersedinnys datn o 240 | Melaksanakan 1 Jumlah terkait
tersedinnys e ¥l Laporan Apora | Ju laporan Rp G 4 b
data hargs secirn perkembangan perkembangan pemantauan hargs n harga bahan 60 60 &0 (i) % b, 0ob:6
komprehensif harge bahan harga bahan barang kebutiihan pokok ¢ e - -




Output Farget 2023 Jenis Unit/ satuan Kerja
S i Target = kegiatn Jumlah Pelaksana
2023 Satun n ekt Anggararn Koordinat
= Indilatar T™W I TWI | TWI | TW IV = Pelaksana
poknk pakok pokok
Kurang stabilrya Terwujudnya- Meraca Pangan T0% | Pemantauan stok, lapora | Jumlah laporan terimit
ketersediaan ketersedinan Strategis pasolmn dan hergs n pemantauan stak, 6 Rp. Blaipeten
pasolan pangan pasckan pangan PRNEAT pasokan dan 1.625.000,00
harga pangan
Pemberian bantunn Kelom | Jumilah kelompok terkait | Rp. Dinpertan | Dinpertan
bahan kimia pok | RO yRNE 33.990.000,00
(insektisids, Tani | menerimsa
redentisida dan bantuan bahan
belerang) untule keimnia g 23 17
gerakan pengendalian
OPT (Organisme
Pengganggu
Tumbuhmn)
Money dampak Lapor | Jumlah laperan K] 3 ] 3 terkait | Rp Dinpertan | Dinpertan
peruhahan ildlim an | monev 2.250.000,00
terbndap
perkembangan OFT
serta Oerakan
Pengendalian (Gerdal)
OFT
Produksi Benih Padi, | Ton | Jumlah Produksi terkait | Rp.
untuk bantuan bagi Benih Padi, untuk T5.000.000,00
petani yang bantuan bagi
mengalami gagal petani yang
panen akibat bencarna mengalami gagal 3 a Dinpertan
alam ataupun panen akihat
ledakan OPT bencana alam
ntaupnn ledakan
oer




Jenis

Uit/ satuan Kerga

Cratput Target 2023
ot Toarger B kegiata Jumilsh Pelukeana
2023 Satun n alksi* Anggaran Koordinat
i Indilcater TWI | TWH | TWID | TWIV = Pelalisans
Kelom | Jumiah Kelompok terkait
ok | Tand peneriing 12 Rp. 0
Tami | hantuan henth
Pembangunan, unit | Jaringan irgasi terkait
Rehabilitngl dan vang lancar Rp.
Pemeliharaan 28 6.031.200,000,0 | Dinpertan
Jaringan Irigasi o
Usaha Tani
Pembangunan, unit | Jumlah jalan tericait Rp
BahetRen In MONIL funi yeow 54 £.066.400.000,0 | Dinpertan
Pemeliharaan Jalan Imymi o
usaha Tani
Pemnbinaan usaha LUFPM | Jumiah LUFM terkait
pangan masyarakat {Lembaga Usaha
dan Toke Tani Pangan 11 :Pgao. p—— Dinpertan
Indonesin Masyvarakat] yang
dibina
Pembinnan dan Kelom | Jumlah kelompaok teckait | Rp
peningkatnn pok | waniie tani yang 25.000.000,00
kapasitas Wanit | meniluti o ——
kelembagaan petani & Tani | pelatihan
(KWT /Kelompok
Wanita Tani]
Penyusunan Neraca Lapor | Laporan NEBM terkoit
Bahan Fangan (NBEM) an
yang merupakan data
penyedinnn dan 1 Rp. 0 Dinpertan
PENEEUNART Parngan
di Enbupaten
Banyumes




Output

Target 2023

Unit { satuan Kerja

Target kegiata Jumiah Pelakaana
Permasslahan Sasaran Indiksntor . Rencana Aksi - .
Indikator TWI | TWH | TWID | TW IV Pelaksana
n ar
Kurang optimalnys Terciptanya % hasil koordinasi | 100% | Rapat Koordinssi kegial | Jumlah rapat Tidak Bagian
i b
koordinasi antar lomunikasi efelctif | yang TPID dan Realease an koordinasi TP 5 5 3 3 tericait 20.000,000,00 Perekonio
anggota TPID ditindaklanjuti Inflasi dan Release Inflasi mian
Seida
Pelaksanaan HLM kegiat | Jumiah HLM Tidak “Bagian
(High Lewvel an (High Level i { terkait 16.000.000.00 Perekono
Meeting TPID Meeting| TPID vang mian
dilaksanakan Setda
* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utamaj
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023
Tabel 3.11 Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas
Unit/satuan Kera
T 2024
Sasaran I bon o Renc Akai e il kidnr::l e s =
PRiadalabing -, 2024 o Satun Anggaran Koordinat | Pelaksan
Indilator TWI | TWI | TWI | TWIV | noaks*
-] ar a
Ketidalkstabilan Terwvujudnve Tingkat Infusi 2,5%+ | Menyelenggarakan kegiat | Jumlah keglatan 5 5 5 5 terkait Dinperin | Dinperin
i i i Pasar
harga komoditas stabilisasi hargn ] Dptm:ﬂ:: :t an Crpernsi e k= i - dug dag
: ki kondi | kondi | kondi | kentdi Ep.
S stonal | sional | stonal | sional 2.843.626.031
kenaikan
Menyelenggarakan kegiat | Jumlah keglatan 1 1 Dinperin | Dinperin
Pasar Murah an Pasar Murah dag dag
Helum tersedianya Tersedianya datm | Jumlah lsporan 2450 Melaksanakan lapora | Jumilah Isporan 60 60 60 60 terknit | Ep. Dinperin | Dinperin
data herga secara perkembangan pemantauan harga fl pengrndalian 15.0040. 000 dag dag
komprehensi harga bahan barang kebutuban harga dan stok
pakok pokik bahan pokok




Unit/satunn Kerja

Output Target 2024 Jenis
Target Jumiah Pelaksana
Permasalahan SREATEN Indilcator Rencana Alosi keglata
2024 Sstia . Anggaran Koordinat | Pelalsan
Indilcator TWI | TWIH | TWII | TWIV | o aksi *
f or a
Kurang optimnlnya | Terciptanya % hasil koordinaai | 100% | Repat Koordinasi kegiat | Jumlah Rapat 3 3 3 3 tdak | Rp. Bagian Bagian
koordinasi antar komunikesi efektif | yang TFID dan Release an Koordinasi TPID terkait | 4.500.000,00 Perekono | Perelono
anggota TPID ditindaklanjut Inflasi dan Release Inflasi minn mian
Setda Setda
Peinksannan High | kegial | Memperkuat i T | udak | Rp. Bagan | Bagian
Level Meeting (HLM) an koordinasi jelang terkait | 19.000.000,00 | Perekono | Perekono
TPID Heri i mian
BesarKesagumaan Setda Seuda
Nasional (HEKN)
Kurang stabilnya Tervujudnya Prosentase 70% | Pemantauan stok, Kegiat | Jumlah kegiatan 1 terkait | Rp. 2.325.000 | Dinperta | Dinperta
ketersediaan stabilisasl harga mlmm pasokan dun hargs an pemantavan stok, n Kp n KP
PASCKED pangan strategis pangan pasakan dan
hargs pangan
Pemberian bantuan | jenis | Jumlah jenis a a 3 3 terknit | Rp. 33.990.000 | Dinperta | Dinperta
bahan kimin bantuan bahan n KP n KP
jinsekiisida, kimia
rodentisida dan
belernng) urtule
gerakan pengendalian
OFT
Monev dampak Lapor | Jumlah leporan a 3 3 3 terkeait | Rp. 4.250.000 Dinperta | Dinperta
perubahan {kiim an monev n KP n KP
terhadap
perkembangan OFT
serta Gerakan
Pengendalian (Gerdal)
OPT
Produksi Benih Padi, | kegiat | Jumlah 1 1 terkalt | Rp. 75.000.000 | Dinperta | Dinperta
untuk bantuan bagl an penyaluran n KP n Kp
petand yang bantuan
mengalami gagal




Target

Cutput

Target 2024

Indikator

™I

TW Il

™ v

n aksi *

Jumish

Unit /satuan Kera

Koordinat

Jaringan irigasi
vang lancar

15

Rp.
3.231,000.000

n KP n KP

Rp.
2.987.555.560

Dinperta
n KP

Dinperta
n KP

Lemb

1l

Rp. 6.930.000

n KP n KP

d

Jumiah kegiatan
pembinasn

Rp. 25.000,000

Dinperia

n KP n KP

3

Laporan NEM

Ep.0

n KP n KP




* ; (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

4. Peningkatan Investasi
Rencana Aksi Peningkatan Investasi sebagiamana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12 Rencana Aksi Peningkatan Investasi Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan Sasarun Indikator Target Rencana Aksi Dutput Target 2023 Jenis Jumiah Unit/ satuan Kerja Pelaksana
kegigtan | Anggaran
2033 Satuan Indikator ™ | TW [ TW ™ v~ Koordinator Pelaksany
I I I v
Belum Meninglkmtnya Realinas Rp 1 Menyelenggarakearn Kegiatan | Jumlah Kegiatan 2 - 3 1 terlkuit Rp. DPMPTSF Bidang
Optimalnye nilai investasl Investasi Trilliun Sosialisasi/Bimbingan Sosialinsi /Bimbingan 184.840.500 Pengendalian,
Investasi di daerah Rumiah Teknis Implementas Teknis Implementasi Penigelolaan
Kabupaten PMDN dan Perizinan dan Perizinan dan Data dan
Banyumas PMA) Pengawnsan Pengawasarn Informasi
Penanaman
Modal
Jumiah 735 Menyelen ggarakan Grang | Jumlah pelaku 175 | 120 | 360 | 80 | terkait | Rp, 0 DPMPTSF | Bidang
Pelaku Pelakeu pendampingan bag ussha penerimn Pengendalian,
Usaha Usaha peluku usaha miarfant Pengelolaan
penerima penerima manfaat Datn dan
marnifaat Informeasi
Penanaman
Modal
Meningkatnya Pelnyanan 11 Menyelenggaraksn Kegiatan | Jumlah Kegiatan 5 B - terkait Rp. OPMPT3P 1. Bidang
Pelayanan Terpadu kegiatan | Sosialisasi Perizginan Somalisasl Porizinan 166.950.000 Pelayanan
Terpadu Perizinan Berussha dan Penanaman
Perizinan dan dan Nonberusaha Motdal Sektor
Notpeorizinan Nonperiginan Perekonomian
Berbasis dan Kesra
Sigtem 2, Bidang
Pelavanan Pelayanan
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Modal melalui
media digital

Promosi

Promaosi Digital
sebagal bahan
promosl - penanaman

Moscinl

Pengembangan
lketim dan

Penunaman
Madal

2. Bidang

Pengelolann
Datn dan

Modal

* ! (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.13 Rencana Aksi Peningkatan Investasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Chutput Target 2024 Jenis Unit/satuan Kerja Peleksana
Target Jumniah
Permasalahan Sasararn Indikator I Rencana Aksi oy kegiatan e s
4 Indikator T™WI ™I | TWID | TWTV aks] * atos Pelaksana
Belum Meningkatnya | Realisasi Rp ! Menyelenggarakan Kegiat | Jumlah Kegiatan 2 2 1 1 terkait | Rp. 184.840.500 | DPMPT | Bidang
optimalnye nilai investasi | Investasi Trillun | Soslalisasi/Bimbinga | an Sosialinsl/ Bimbi 5P Pengendalian,
Investasi di daerah {Jumlsh PMDN 1 Teknin ngan Teknis Pengelolaan  Dats
Kabupaten dar PMA) Implementasi Implementasi dan Informasi
Banyumas Perizinan dan Perizinan dan Pennnaman Modal
PrnigawrBan Pengawasan
Jumlah Pelaku | 250 Menyelenggarakan Orang Jumlah pelaku 70 70 70 40 terkait Rp. B3.967.000 DPFMPT Bidang
Usaha Polaku | pendampingan bagi usaha penerimn 5P Pengendslian,
penerima Usahe | pelaku usaha manfaat Pengelolaan  Data
manfaat penerima manfas! i T —

Penanaman Modal
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Outpat Target 2024 Jenis Unit/setuen Kerja Pelaksana
Permasalahan Sasaran Indileator Turget Rencana Aksi kegintan g
gl W dtoaior TWI | TWI | TWHL | TWIV | akei® " Knm”dﬂr Pelaksana
n
Meningkatnya Bahan Promosi | 1 video Permyusunan Video video Jumlnh Video 1 Tidalk Ep. O DPFMPT | 1.Bidang
Informasi Penanaman Promosi [Hgital Promosi kit sp Pengembangan
Penanaman Modal sebagai bahan Penanaman Tklim dun
Modal melalud Promos] peranaminn Muodal Pramonsi
media digital modal Penunaman
Modal
2 Bidang
Pengendalian,
Pengelolann
Drata dan
Informas
Penanaman
Modal
* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagiamana pada tabel berikut ini :
Tabel 3.14 Rencana AKsi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas
Permasalahan Sasaran Indileator Target Rencana Alksl Output Target 2023 Jenis Jumlak Unit/satuan Kerja Pelaksana
2023 kegistan |  Anggaran
M [ ]
Satua Indikator TWI | TWHO | TWIL | TW IV Koordinator Peluksana
n
Realisasi Penggunaan | Meningkat nya | Tingkat 50% | Rapat Koordinasi | kegiat | Rapat 1 1 B 1| terkait Rp. Dinperindag |  Dinperindag
Produk Dmlam Negerd | penggunsan Pengrunaan Tim PIDN Kab. an Koordinasi yang 24.500,000,00 Kah. Kab. Banyumas
(PN} perlu produk dalam Produk Banyumas dilaksanalkan Benyumas
ditinghutkan MeEETi Daiam Negeri oleh Tim PADN
Kah. Banvumas




Permasalahan Sasaran Indilkator Target Rencana Alsi Output Target 2023 Jenig Jumlah Unit/satuan Kerja Pelnksana
2023 kegiatan Anggaran
.kﬁ L
Satun Indikaror ™1 WO |TWI | TWIV Koordinator FPelaksana
n
Fasilitasi Produk Juml | Produk UMEM 2,000 | 2,000 | 2000 | 2000 | terkait | Rp. Sekretariat | Selcretariat
UMEM dalam ah | yang 2.500.000,00 Daerah Keb, | Dacrah Kab.
proses produ | ditavanglan di Banvumas | Banyumas
PENAYONgan k e-Katalog Lokel (Bagian (Bagian Layenan
produk di E- tavan Layanan Pengadaan),
Katalpg Lokal B Pengadaan), | Dinperindag
Dinperindag | Kab, Banyumas
Kah.
Banyumas

Pengawesan PION | doku | Dokumen Hasil 1 1 1 1 terkait Rp. Inupektorat | Imapektorat -
di Kab. Banyumas | men Pengawasan 15.000.000,00 | Daesrnh Kab. | Daerah KEah.

P3DN di Kab. Baoyumas | Banyumas

Banyumas

* 1 (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.15 Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan Sasaran Indilcator Target Rencana Alosi Cutput Target 2024 Jenis Jumiah Unit/satuyan Kerja Peliksana
=8 Sataa | Indikator TWI [ TWa | TWIH [ TWiv | cmeen | Angearan e | Polaksana
n asoel
Realisasi Penggunaan | Meninghat nya Tinghkat S04 Rapat Koordinasi kegiat | Rapat 1 1 i 1 terkmit Rp. Cinperindag DMnperindeag
Produk Dalam Negeri | penggunaan Penppunaan Tim PADN Kab. I Koordinasi yang 25.000.000,00 Kab. Knb. Banyumas
[FOIN] periu produk dalam Produk Hanyuman diltaksanakan Banyvumas

ditingkathan negeri Dalam Negeri oleh Tim PIDN
Kab. Banyumas




Permasalahen Sasaran Indikmtor Target Rencane Alksi Crotput Targoet 2024 Jenis Jumlah Linit/satuan Kerja Pelaksernn
s Satun | indlewer | TWI | TWH [ TWII [Twiv | reEREn | Anggren o er | Peiakeana
n e
Fasilitnsi Produlk Juml | Produk UMEM 150 150 150 150 terkait Rp. Sekretariat | Sekretariat
UMEM dalam ah | yang 25.000.000,00 | Damerah Kab, | Daerah Kab,
Proses produ | ditayangkan di Banyumas | Banyumas
PERAYRLEAT k e-Katalog Lokal (Bagian (Bagian Layanan
produlk di E- tayan Layanan | Pengadaan),
Kntalog Lokal E Pengadaan), | Dinperindag
Dinperindag | Kab. Banyumas
Kab,
Banyumns
Pengawasan P3DN | doku | Dokumen Hasil 1 ] 1 1 Tidak Rp. Inspektorat | Inspektorat
di Kah, Banyumas men | Pengawasan terkait 42.000,000,00 | Deerah Kab. | Daerab Kab.
P3N di Kab. Banvumas Banyumas
Banyumas

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023




BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu
dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang
berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi
dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.
Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh Pemerintah
Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut Pemerintah
Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (Strategic
Transformation Unit (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak
harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan
yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli
di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau,
dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa
pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program
pembangunan. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai
penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing
pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim
atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan
unit kerja;

2. Melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di
pemerintah daerah serta unit kerja;

3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah beralan
dengan baik;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan

RB di instansi dan unit kerjanya, dan

5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target
yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB pemerintah daerah
berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai



unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan
unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-
sama dan kolaboratif.

. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAN REFORMASI BIROKRASI
Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui
berjalan atau tidaknyva rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di
lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan
evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana
aksi tidak berjalan sesuai yvang diharapkan maka dilakukan analisis dan
rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode
monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun semesteran.
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi :

a) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Instansi Pemerintah Daerah
Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi selaku koordinator adalah Inspektorat Daerah yang
dilakukan dengan cara memantau program dan kegiatan
sebagaimana yang direncanakan dalam rencana aksi.

b) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Perangkat Daerah
Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi
kegiatan utama pada Perangkat Daerah yang melekat pada Perangkat
Daerah dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah.

2. Waktu Pelaksanaan

a) Monitoring dan Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
dilaksanakan setiap semester;

b) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan dilaksanakan
setiap satu tahun sekali.

3. Anggaran Monitoring dan Evaluasi

a) Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Banyumas secara keseluruhan dibebankan kepada
Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyumas;

b) Anggaran Monitoring dan Evaluasi masing-masing Kegiatan Utama
pada RB General dan tiap-tiap tema pada RB tematik dibebankan



pada Perangkat Daerah Pengampu melalui kegiatan sesuai dengan
kewenangannya.
4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi
a) Berisi capaian atas indikator-indikator Lembar Kerja Evaluasi
Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB;
b) Formulir Reformasi Birokrasi, sesuai dengan Kegiatan Utama dalam
RB General dan tema-tema dalam RB Tematik;
¢) Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan kebutuhan data
perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diinginkan.
5. Tindak Lanjut dan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten
Banyumas disampaikan Kepada Bupati Banyumas.



BAB V
PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih,
efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan
nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat,
profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke
dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan,
hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga
dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan
capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada
masyarakat,

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas tahun 2023-2024 ini akan menjadi acuan bagi
pimpinan dan seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam
melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk tahun 2023-2024,

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Banyumas
harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh
karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah komitmen untuk

melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN



